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 Penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial nampaknya 
belum bisa dipahami oleh seluruh anggota masyarakat khususnya para pelaku usaha 
hiburan. Banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang 
dilakukannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta, baik atas hak 
ekonominya maupun hak moral dari para Pencipta. 
 Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan pengaturan dan 
pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia dan Malaysia terhadap 
penggunaan lagu untuk kepentingan komersial. (2) Untuk mengkaji pesamaan dan 
perbedaan perlindungan hak cipta di Indonesia dan Malaysia terhadap penggunaan 
lagu untuk kepentingan komersial. 
 Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan normatif, 
teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka dan di analisis dengan metode 
kualitatif. 
 Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya pengaturan 
perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Malaysia memiliki banyak persamaan, 
lantaran kedua negara tersebut menyetujui perjanjian internasional yang sama. 
Namun tetap saja ada sedikit perbedaan dalam aturan mengenai perlindungan Hak 
Cipta dikedua negara tersebut. Salah satu perbedaannya yaitu sistem pengelolaan 
royalti di Indonesia dan Malaysia. Pengelolaan royalti di Indonesia bersistem satu 
pintu, sedangkan di Malaysia tidak bersistem satu pintu. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 





 The use of songs and/or music for commercial purposes does not seem to be 
understood by all members of the public, especially entertainment businesses. Many 
members of the public do not realize that what it does is a violation of copyright, 
both for its economic rights and the moral rights of the Creators. 
 This research aims: (1) To describe the regulation and implementation of 
copyright protection in Indonesia and Malaysia against the use of songs for 
commercial purposes. (2) To examine the similarities and differences in copyright 
protection in Indonesia and Malaysia against the use of songs for commercial 
purposes. 
 This type of research is library, normative approach, data collection 
techniques through literature study and analyzed with qualitative methods. 
 The results of this study showed that basically the regulation of Copyright 
protection in Indonesia and Malaysia has a lot in common, because the two 
countries agreed on the same international agreement. But there are still slight 
differences in the rules on copyright protection in both countries. One of the 
differences is the royalty management system in Indonesia and Malaysia. Royalty 
management in Indonesia has a one-door system, while in Malaysia there is no one-
door system. 
 Based on the results of this research is expected to be a material of 
information and input for students, academics, practitioners and all parties in need 
within the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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“Music is a moral law. It gives soul to the universe, 
wings to the mind, flight to the imagination, and 
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A. Latar Belakang 
 Regulasi tentang perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan lagu 
untuk kepentingan komersial di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan 
Secara Komersial Ciptaan”. Penggunaan Secara Komersial adalah kegiatan 
yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber 
atau berbayar atas pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. 
Penggunaan lagu sebagai sarana untuk mencari keuntungan di tempat-tempat 
komersial sudah sangat sering terjadi, baik di Indonesia maupun di Malaysia. 
 Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, 
masyarakat sekarang bisa lebih mudah mengakses layanan pemutaran lagu 
melalui platform digital dan media yang tersebar di internet tak terkecuali para 
pelaku usaha hiburan. Para pelaku usaha hiburan seperti cafe, restoran, bar, pub, 
karaoke dan sebagainya sering sekali memutar lagu dan mengadakan live music 
untuk menarik perhatian orang-orang supaya datang ketempat usahanya. 
Dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang datang, maka akan bertambah 
pula penghasilan yang didapat oleh pemilik usaha tersebut. Dengan demikian, 
para pemilik usaha hiburan tersebut bisa dikatakan menggunakan lagu dan/atau 





keuntungan. Perbuatan penggunaan karya lagu orang lain itulah yang disebut 
dengan penggunaan lagu untuk kepentingan komersial.  
 Selain memutar musik, para pemilik tempat hiburan juga sering 
mengadakan pertunjukan live music. Kegiatan pertunjukan musik secara live 
memiliki suatu eksistensi tersendiri dikalangan anak muda, baik di Indonesia 
maupun di Malaysia. Sebagian besar dari musisi reguler tersebut sering 
membawakan lagu dan/atau musik yang bukan merupakan suatu karya ciptaan 
mereka sendiri. Kegiatan membawakan lagu orang lain baik seperti versi 
aslinya maupun versi aransemen sering disebut dengan istilah cover version.1 
Musisi reguler tersebut memperoleh keuntungan secara ekonomi, baik disadari 
maupun tidak disadari. Hak ekonomi itu seharusnya juga dapat dinikmati oleh 
Pencipta ataupun Pemegang Hak Ciptanya jika dipandang dari segi komersial, 
karena tidak adanya suatu perizinan yang sepatutnya ditempuh dengan itikad 
baik.2 
 Permasalahan sering muncul yaitu terkait ruang lingkup perlindungan 
hukum kepada Pencipta atas ciptaannya. Hal inilah yang belum bisa dimengerti 
oleh kebanyakan anggota masyarakat, terutama para pengguna lagu dan/atau 
musik. Banyak pengguna lagu yang tidak menyadari, bahwa apa yang 
dilakukannya merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hak Cipta, baik atas hak 
ekonominya ataupun hak moral dari para Pencipta. Padahal sejumlah peraturan 
                                                 
1  Suyud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 
2003, hlm. 20. 
2  I. Putu Adi Gunawan dan I. Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Karya Lagu dan 
Musik yang Dibawakan oleh Wedding Singer Untuk Kepentingan Komersial”, Kertha Semaya: 





perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa hal-hal apa saja yang 
termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta atas lagu dan/atau musik.3 
 Permasalahan yang dihadapi oleh Pencipta sangat sederhana, yaitu 
sikap dan pandangan para pelaku usaha hiburan yang merasa bahwa memutar 
atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada 
Pencipta dan/atau Pemegang Hak Ciptanya yang sah serta tidak harus 
membayar royalti.4 Pembayaran royalti adalah suatu bentuk pendapatan 
kekayaan bagi pemilik ataupun pemegang hak kekayaan intelektual.5 
 Karya cipta lagu adalah karya intelektual manusia yang memberikan 
konstribusi besar bagi kehidupan setiap manusia. Karya intelektual yang 
dihasilkan oleh seseorang Pencipta berdasarkan keahlian intelektualnya 
memerlukan dedikasi tenaga, pikiran, waktu dan bahkan materi untuk 
mewujudkannya. Semua pengorbanan yang diberikan oleh Pencipta itu 
sebetulnya tiada lain merupakan suatu investasi dari Pencipta yang perlu diakui, 
dihormati dan sudah semestinya diberikan nilai dan menurut hukum harus 
dilindungi.6 Salah satu ciptaan yang di lindungi oleh Undang-Undang 
berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta adalah Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.7 
                                                 
3  Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan 
Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi), Jakarta: Uki Pres, 2017, hlm. 14. 
4  Ibid. 
5  Kanti Rahayu, Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan 
Paten), Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, Cet. Ke-1, hlm. 12. 
6  Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neightbouring 
Rights dan Collecting Society, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 57-58. 
7  Desak Komang Lina Maharani dan I Gusti Ngurah Parwata, “Perlindungan Hak Cipta 
Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Vidio di Situs Youtube”, Kertha Semaya: Journal 





 Masing-masing dari Pencipta, Pelaku Pertunjukan ataupun Produser 
Rekaman mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang seseorang untuk 
melakukan pemanfaatan ekonomi. Itu sebabnya, setiap pemanfaatan ekonomi 
terhadap sebuah lagu atau musik, harus memperoleh izin (license) terlebih 
dahulu dari pemilik hak. Jadi, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, 
wajib mendapatkan izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dan tidak 
diperbolehkan seseorang yang tanpa izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak 
Cipta memanfaatkan atau menggunakan secara komersial sebuah ciptaan.8 
 Lisensi merupakan izin tertulis, yang diberikan oleh si pemegang Hak 
Cipta atau hak terkait kepada pihak lain, untuk melaksanakan hak ekonomi atas 
ciptaannya. Dalam musik, sangat dimungkinkan untuk menggunakan lebih dulu 
sebuah musik tanpa melanggar hak moralnya, setelah itu barulah lisensi akan 
dikeluarkan. Maka, boleh tanpa izin bagi Pelaku Pertunjukan untuk 
mempertunjukkan sebuah ciptaan, sebagaimana dicatat dalam Pasal 23 Ayat 5 
UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi yang menggunakan harus 
membayarkan royalti kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.9 
 Pengaturan tentang penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di 
Malaysia pun tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Dalam Section 16B 
Copyright Act 1987 menyebutkan: “Jika rekaman suara digunakan untuk 
tujuan komersial atau produk rekaman tersebut dilakukan di depan umum atau 
                                                 
8  Dewi Sulistianingsih, Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam Kekayaan Intelektual, 
Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, 2016, Cet. Ke-1, hlm. 57. 
9  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 





digunakan secara langsung untuk siaran atau komunikasi lainnya kepada 
publik, imbalan yang setara untuk pertunjukan tersebut harus dibayarkan 
kepada pemilik hak oleh pengguna rekaman suara tersebut”. Jadi, jika para 
pengguna memutar musik rekaman di tempat usahanya dan/atau di depan umum 
dengan cara apa pun, termasuk dengan menggunakan radio, televisi, layanan 
siaran online, dan/atau pertunjukan langsung, mereka harus membayar royalti 
dan mempunyai lisensi.10 
 Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap lagu dan/atau musik 
dapat dikaitkan dengan aspek perkembangan kebudayaan dan aspek 
perkembangan ekonomi.11 Jika dihubungkan pada kepemilikan Hak Cipta, 
dalam hal ini hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan 
menikmati secara eksklusif hasil karyanya, serta jika perlu dengan bantuan 
negara untuk menegakan hukumnya. Jadi perlindungan hukum sangatlah 
penting bagi Pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai 
subjek hak untuk membatasi penonjolan kepentingan individu. Hukum 
memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.12 Dalam 
masa modern ini, lagu juga berdampak bagi Penciptanya karena memiliki 
potensi bisnis yang memberikan dampak positif kepada Pencipta lagu 
tersebut.13  
                                                 
10  Music Right Malaysia, http://www.mrm.my/use-music.php#use-music-exp, diakses pada 
tanggal 27 September 2020, pukul 22:26 WIB. 
11  Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 2. 
12  Tim Lindsey, et al., Hak kekayaan intelektual suatu pengantar, Bandung: Asian Law Group 
Pty. Ltd. & PT Alumni, 2006, hlm. 59. 
13  Kadek Irman Septiana dan A.A Gede Oka Parwata, “Perlindungan Hukum Terhadap 
Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, 





B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan yang perlu dikaji, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan dan mekanisme pelaksanaan perlindungan Hak 
Cipta terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di Indonesia 
dan Malaysia? 
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan Hak Cipta terhadap 
penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di Indonesia dan Malaysia? 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mendeskripsikan pengaturan dan mekanisme pelaksanaan 
perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan 
komersial di Indonesia dan Malaysia. 
2. Untuk mengkaji persamaan dan perbedaan perlindungan Hak Cipta 
terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di Indonesia dan 
Malaysia. 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan Penulis 
dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 





kajian Ilmu Hukum untuk Pemerintah Republik Indonesia serta dapat 
memberi masukan dan bekal pengetahuan bagi Penulis tentang 
perbandingan perlindungan Hak Cipta yang berlaku di Indonesia dan 
Malaysia terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial. 
2. Manfaat Praktis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan 
masukan bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan mengambil 
studi lanjutan tentang perbandingan hukum mengenai perlindungan Hak 
Cipta. 
E. Tinjauan Pustaka 
 Penelitian dengan tema perlindungan Hak Cipta telah banyak dilakukan 
oleh peneliti lain. Untuk memberikan gambaran posisi penelitian ini dihadapan 
penelitian-penelitian yang sudah ada, berikut Peneliti ilustrasikan 3 (tiga) 
penelitian terkait: 
1. Gigih Cendikia Muslim: “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu 
yang Karyanya Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial.” 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pencipta dan/atau pemegang 
Hak Cipta mempunyai hak terhadap suatu karya ciptanya, yaitu hak moral 
(moral right) dan hak ekonomi (economic right). Upaya hukum yang dapat 
ditempuh adalah dengan melakukan perlindungan dan upaya hukum 
terhadap hak cipta lagu dan/atau musik atas pelanggaran pembajakan, 





pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial khususnya pada hak 
cipta lagu dan musik.14  
 Penelitian yang sudah dilakukan ini lebih fokus pada perlindungan 
Hak Cipta terhadap kegiatan perbanyakan produk Hak Cipta secara ilegal 
atau sering disebut dengan pembajakan, sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan lebih fokus terhadap kegiatan penggunaan produk Hak Cipta 
berupa lagu untuk kepentingan komersial. 
2. P. F. Bonifasius Lumban Gaol: “Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif 
Nasional (LMKN) dalam Menarik, Menghimpun dan Mendistribusikan 
Royalti Ditinjau dari Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014.” 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa wewenang Lembaga 
Manajemen Kolektif Nasional adalah wewenang yang didapatkan dari UU 
No. 28 Tahun 2014 Pasal 89 (atribusi) untuk membantu pemerintah dalam 
mewujudkan pengelolaan royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau 
musik yang ideal dan menjalankankan salah satu wewenangnya untuk 
menghimpun royalti karena LMKN memiliki rekening penghimpunan 
royalti. Tugas LMKN ditinjau dari Permenkumham No. 29 Tahun 2014 
adalah sebagai lembaga pengawas Lembaga Manajemen Kolektif dalam 
menjalankan tugasnya, yakni menarik, menghimpun dan mendistribuskan 
royalti. Penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik 
yang adil bagi Pengguna lagu dan/atau musik bersifat one stop shop, 
                                                 
14  Gigih Cendikia Muslim, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya 
Di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial”, Skripsi Sarjana Hukum, Tegal: Perpustakaan Fakultas 





sehingga pengguna tidak merasa dirugikan dengan penarikan royalti yang 
berkali-kali oleh LMK.15  
 Penelitian yang sudah dilakukan ini membahas tentang wewenang 
LMKN yang merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan aturan 
perlindungan Hak Cipta di Indonesia terhadap kegiatan komersialisasi 
produk Hak Cipta, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu 
membandingkan dan membedakan mekanisme pelaksanaan aturan 
perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Malaysia. 
3. Rakhmita Desmayanti: “Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-
Undang Hak Cipta Malaysia: Perlindungan dan Penerapan (Sebuah 
Perbandingan).” 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di kedua negara yaitu 
Indonesia dan Malaysia berlaku undang-undang Hak Cipta yang secara 
keseluruhan hampir sama. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Malaysia 
meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang sama. Kemudian 
Pelaksaan perlindungan Hak Cipta berdasarkan undang-undang yang 
berlaku sudah dijalankan walaupun belum maksimal.16 
 Penelitian yang sudah dilakukan ini masih menggunakan UU Hak 
Cipta Indonesia yang lama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
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Nomor 29 Tahun 2014”, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 164. 
16  Rakhmita Desmayanti, “Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Undang-Undang Hak 
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peneliti akan membandingan dengan menggunakan UU Hak Cipta yang 
baru yaitu UU No. 28 Tahun 2014. 
 Berdasarkan pencermatan penelitian terhadap 3 (tiga) penelitian yang 
sudah ada, dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian yang sudah dilakukan 
tersebut membahas tentang pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk perbanyakan 
lagu atau pembajakan lagu dan aturan perlindungan Hak Cipta serta 
pelaksanaan aturan perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Sedangkan penelitian 
yang akan dilakukan lebih fokus pada permasalahan tentang perbandingan 
pengaturan dan pelaksanaan perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan di 
Malaysia mengenai penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan 
komersial serta mengkaji persamaan dan perbedaan yang ada di Indonesia dan 
di Malaysia. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah 
penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat 
diperoleh melalui penelusuran dokumen.17 Penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian kepustakaan, karena dalam menyusun skripsi ini bahan 
pustaka yang digunakan yaitu data sekunder, meliputi buku-buku sampai 
pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta. 
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2. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 
pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu meninjau permasalahan 
hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang 
berlaku).18 Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena dalam 
menyusun skripsi ini dokumen yang dipakai tentunya berkaitan dengan 
bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, yaitu diantaranya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta 
Evaluasi Lembaga Managemen Kolektif, Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI/2.OT.03.01-02 Tahun 
2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan 
Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan 
Lagu, serta Copyright Act 1987 (Undang-Undang Hak Cipta Malaysia). 
3. Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 
sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian 
yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang 
berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.19 
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Penelitian ini menggunakan sumber data sekuder, karena dalam menyusun 
skripsi ini akan memakai bahan-bahan hukum primer, yaitu diantaranya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta 
Evaluasi Lembaga Managemen Kolektif, Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI/2.OT.03.01-02 Tahun 
2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan 
Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan 
Lagu, serta Copyright Act 1987 (Undang-Undang Hak Cipta Malaysia). 
Kemudian bahan hukum sekunder yaitu diantaranya buku-buku, skripsi, 
jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari praktisi 
hukum dan sejenisnya yang terkait dengan perlindungan Hak Cipta. 
4. Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data dalam menyusun skripsi ini dilakukan 
dengan teknik studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Metode 
Kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari 
peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil 
penelitian.20 Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, karena 
informasi yang diperoleh bersumber dari buku-buku terkait penelitian, 
Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Malaysia, serta 
                                                 





penelusuran informasi tambahan yang dilakukan secara online melalui 
internet. 
5. Metode Analisis Data 
 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini 
dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan 
dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum.21 Metode 
kualitatif dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan logis. 
Kemudian hasil analisis disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai 
kesimpulan dalam penelitian ini. 
G. Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 4 bagian bab sebagai 
tahapan di dalam penulisan yaitu:  
 Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penelitian;  
 Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini menyajikan landasan teori tentang 
masalah-masalah yang akan dibahas meliputi Hak Cipta, penggunaan lagu 
secara komersial dan perbandingan hukum. 
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 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang 
hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya 
mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan lagu untuk 
kepentingan komersial. 
 Bab IV Penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisikan 
kesimpulan serta saran dari hasil penelitian ini untuk dipergunakan sebagai 






A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta 
1. Sejarah Hak Cipta 
 Sejarah Hak Cipta bermula saat ditemukannya mesin cetak pada 
abad ke-15, tepatnya pada tahun 1476 oleh William Axton di Inggris. 
Dengan ditemukannya mesin cetak, mengakibatkan munculnya banyak 
industri percetakan (printing industry). Adanya mesin cetak juga 
dimanfaatkan oleh para publisher untuk menerbitkan karya-karya tulis, yang 
pada saat itu memunculkan suasana persaingan dalam bisnis percetakan dan 
penerbitan. Bahkan, teknologi percetakan saat itu juga mengancam Raja 
dengan banyaknya tulisan-tulisan yang mengkritik ajaran-ajaran gereja dan 
pandangan politik yang tidak sesuai dari kebijakan Raja. Tentunya Raja 
menjadi tidak senang dengan hal tersebut, yang pada akhirnya menetapkan 
sebuah kebijakan untuk mengontrol kegiatan penerbitan. Pada tahun 1534, 
Raja menetapkan sebuah peraturan yang melarang siapa saja untuk 
menerbitkan karya tulis tanpa adanya izin dari lembaga sensor resmi.22 
 Tahun 1557, Raja memberikan hak monopoli untuk menerbitkan 
buku atau karya tulis cetakan kepada Stationers’ Company  yang merupakan 
kelompok perusahaan penerbitan dan pedagang buku yang ada di London. 
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Namun, hak monopoli itu hanya berjalan sampai tahun 1694 saja dengan 
dicabutnya hak tersebut. Akibatnya, perusahaan-perusahaan penerbitan itu 
merasa terancam oleh bahayanya persaingan. Kemudian mereka melakukan 
pendekatan kepada pembuat undang-undang pada saat itu untuk 
memperoleh perlindungan hukum dengan alasan bahwa jika mereka tidak 
diberikan perlindungan, akibatnya bisa terjadi kekisruhan yang pada 
akhirnya akan menimbulkan economic disaster. Pendekatan mereka pun 
berhasil dan pada tahun 1710, akhirnya pembuat undang-undang 
menerbitkan Copyright Act 1710 atau yang lebih dikenal dengan The Statute 
of Anne 1710.23 
 Dari kisah ini, terlihat bahwa munculnya gagasan perlindungan Hak 
Cipta di Inggris tidak ada hubungannya dengan Pencipta. Hak Cipta muncul 
karena kepentingan ekonomi dari Stationers' Company yang terancam akan 
persaingan. Perlindungan Hak Cipta di Inggris memicu banyak perdebatan, 
terutama di negara-negara Eropa Continental. Perdebatan itu didasari 
pemikiran tentang keadilan. Betapa tidak adilnya jika Pencipta yang 
mewujudkan karya tulis malah tidak menerima perlindungan. Secara moral, 
seharusnya Pencipta lebih berhak untuk mendapatkan perlindungan atas 
karya ciptanya ketimbang para penerbit. ltulah penyebab munculnya 
gagasan di negara-negara Eropa Kontinental untuk memberikan 
perlindungan kepada Pencipta berupa droit de auteur (Prancis) atau 
autersrecht (Belanda). Selain itu disamping hak ekonomi berupa hak 
                                                 





memperbanyak dan menerbitkan (copy and publish), seorang Pencipta juga 
mempunyai hak moral untuk memperoleh perlindungan berupa perlekatan 
(right of attribution) antara dirinya dan karya ciptanya. Suatu ciptaan tidak 
boleh lepas dari Penciptanya. Nama Pencipta harus selalu terikat pada 
ciptaannya (doctrine of patternity). Suatu karya cipta juga tidak boleh 
diubah-ubah tanpa persetujuan dari Penciptanya (doctrine of integrity).24 
 Hak moral seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak dikenal dalam 
sistem hukum Inggris. Masalah salin-menyalin sesungguhnya tidak ada 
kaitannya dengan hak moral Penciptanya. Inti utama permasalahannya 
bukan pada penciptaannya, tetapi pada masalah siapa yang berhak 
memperbanyak untuk diterbitkannya sebuah ciptaan. Pemikiran seperti 
inilah yang kemudian mendapatkan kecaman di negara-negara Eropa 
Kontinental. Menurut doktrin tentang keadilan, yang selayaknya diberikan 
hak untuk memperbanyak dan menerbitkan sebuah karya cipta adalah 
Penciptanya, bukan penerbitnya. Itulah mengapa penyebutan yang dipakai 
di negara-negara Eropa Kontinental bukanlah copyright, melainkan author's 
right (droit de auteur).25 
 Seruan hukum berdasarkan moral inilah yang kemudian diwujudkan 
dalam bentuk undang-undang, yang di Belanda dituangkan dalam 
Auteurswet 1912. Penyebutan auteursrecht (author's right) di Indonesia 
kemudian diterjemahkan menjadi Hak Pencipta dan dipendekan menjadi 
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Hak Cipta. Berdasarkan inilah doktrin yang berlaku di Indonesia bukanlah 
copyright gaya Inggris, melainkan aurhor's right gaya Eropa Kontinental. 
Harus dimengerti bahwa di dalam istilah Hak Cipta itu tetap mengandung 
hak untuk memperbanyak (copy) dan hak untuk menerbitkan (publish), 
karena memang hak-hak itulah yang selayaknya diberikan kepada Pencipta 
dan bukanlah kepada penerbit.26 
 Menurut sejarahnya, istilah Hak Cipta di Indonesia adalah 
penyingkatan dari istilah Hak Pencipta. Istilah ini keluar pertama kali dalam 
Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung. Para tokoh budaya pada masa 
itu resah dengan istilah Hak Pengarang sebagai terjemahan dari 
auteursrecht. Menurut peserta Kongres, auteursrecht tidak melulu 
berkaitan dengan karang-mengarang dalam bidang karya sastra (literary) 
atau karya tulis, melainkan mencakup jangkauan yang lebih luas, yaitu 
cipta-mencipta karya-karya termasuk musik, patung dan karya-karya 
kebudayaan lainnya. Berlandaskan inilah istilah hak pengarang sebagai 
terjemahan dari auteursrecht perlu diganti menjadi istilah Hak Pencipta, 
yang selanjutnya disingkat menjadi Hak Cipta.27 
2. Definisi Hak Cipta 
 Salah satu karya intelektual yang masuk ke dalam ranah dari Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu Hak Cipta.28 Hak Cipta menjadi satu 
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bagian dibidang HKI merupakan hak yang bersifat pribadi atau eksklusif, 
seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta, yang menyatakan: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta 
yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
 Hak Cipta merupakan istilah hukum yang digunakan untuk 
mendeskripsikan hak yang dimiliki oleh Pencipta atas karya cipta mereka 
dalam bidang seni dan sastra.29 Hak Cipta berkaitan dengan karya sastra dan 
seni, seperti lukisan, buku, patung, musik, film dan karya berbasis teknologi 
seperti program komputer dan database elektronik.30 
 Suyud Margono mengemukakan bahwa undang-undang Hak Cipta 
memberikan pengertian bahwa Hak Cipta sebagai hak khusus. Hal ini 
berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat 
khusus kepada Pencipta atau pemilik hak tersebut dihubungkan dengan 
pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih 
payah Pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan karena telah 
mewujudkan suatu karya atau suatu ciptaan.31 
 Patricia Loughlan menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan wujud 
kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk 
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mengawasi pemanfaatan dan penggunaan suatu karya intelektual, 
sebagaimana karya yang ditetapkan dalam bagian dari Hak Cipta, yaitu 
drama, kesusastraan, lagu, rekaman suara, radio, film dan siaran televisi 
serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.32 
 Hak Cipta di Malaysia sangat menekankan pada perlindungan aspek 
ekonomi dari hak eksklusif, yang artinya bahwa perlindungan Hak Cipta 
berfokus pada perlindungan aktivitas komersial Pemilik Hak Cipta yang 
dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.33 Hak Cipta yang 
kaitannya dengan karya musik adalah hak eksklusif yang dimiliki Pencipta 
atas penggunaannya dan haknya untuk mempercayakan hukum guna 
mencegah orang lain menggunakan karya tersebut tanpa persetujuannya. 
3. Subjek dan Objek Hak Cipta 
a. Subjek Hak Cipta 
 Subjek dari Hak Cipta yaitu Pencipta dan/atau Pemegang Hak 
Cipta.34 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara 
individu atau kolektif mewujudkan suatu karya cipta yang bersifat khas 
dan pribadi. Pemegang Hak Cipta ialah Pencipta sebagai Pemilik Hak 
Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau 
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pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima 
hak tersebut secara sah. 
 Terdapat subjek Hak Terkait yang berhubungan dengan Hak 
Cipta yaitu diantaranya Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram dan 
Lembaga Penyiaran. Menurut WIPO, Pelaku Pertunjukan adalah aktor, 
penyanyi, musisi, penari, dan orang lain yang bertindak, menyanyi, 
menyampaikan, mendeklamasikan, bermain, menafsirkan, atau 
menampilkan karya sastra atau seni atau ekspresi cerita rakyat. 
Kemudian, Produser Fonogram  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  
pertama kali  merekam  dan  memiliki  tanggung  jawab untuk  
melaksanakan perekaman suara  atau  perekaman  bunyi,  baik  
perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. 
Selanjutnya, Lembaga Penyiaran  adalah  penyelenggara  Penyiaran,  
baik  lembaga  Penyiaran publik,  lembaga  Penyiaran  swasta,  lembaga  
Penyiaran  komunitas maupun  lembaga  Penyiaran  berlangganan  yang  
dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan  tanggung  jawabnya  sesuai  
dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. Objek Hak Cipta 
 Objek dari Hak Cipta adalah ciptaan itu sendiri. Ciptaan ialah 
setiap hasil karya cipta di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra 
yang dihasilkan atas imajinasi, pikiran, inspirasi, kecekatan, 
kemampuan, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam 





sastra dan seni’ harus mencakup setiap produksi dalam ranah sastra, 
ilmiah dan seni, apa pun cara atau bentuk ekspresinya.” Konvensi berne 
memberikan contoh-contoh karya yang terdiri atas:35 
1) buku, pamflet dan karya tulis lainnya; 
2) ceramah, alamat dan khotbah; 
3) karya dramatik atau drama musikal; 
4) karya koreografi dan pertunjukan hiburan; 
5) komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata; 
6) karya sinematografi; 
7) gambar, lukisan, karya arsitektur, patung, ukiran dan litografi; 
8) karya fotografi; 
9) karya seni terapan; 
10) ilustrasi, peta, rencana, sketsa dan karya tiga dimensi relatif 
dengan geografi, topografi, arsitektur atau sains; 
11) terjemahan, adaptasi, aransemen musik dan perubahan lain dari 
karya sastra atau artistik yang harus dilindungi sebagai karya asli 
tanpa mengurangi hak cipta hari karya aslinya; 
12) koleksi karya sastra atau artistik seperti ensiklopedia dan antologi 
yang dengan alasan pemilihan dan pengaturan konten mereka, 
merupakan kreasi intelektual tanpa mengurangi hak cipta dalam 
setiap karya yang membentuk bagian dari koleksi tersebut.  
                                                 





4. Hak Moral dan Hak Ekonomi 
a. Hak Moral (Moral Right) 
 Hak Moral merupakan hak yang menempel pada diri Pencipta 
dan/atau Pelaku Pertunjukan yang tidak bisa dihapus atau dihilangkan, 
meskipun Hak Cipta dan/atau Hak Terkaitnya telah dialihkan kepada 
pihak lain.36 Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan 
pribadi dan reputasi Pencipta. Hak moral tidak bisa dipisahkan dari 
Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi berarti 
memperlihatkan jati diri yang kaitannya dengan nama baik, integritas 
dan juga kemampuan yang hanya dimiliki oleh Pencipta. Kekal berarti 
bahwa ciptaannya melekat pada Pencipta selama hidupnya bahkan 
setelah penciptanya meninggal dunia.37  
 Hak Moral pada hakikatnya ditujukan untuk menjaga martabat 
Pencipta dan Ciptaanya. Fungsi Hak Moral utamanya untuk mencegah 
degradasi, pelecehan, perusakan dan pengurangan hak-hak Pencipta dan 
Ciptaannya.38 Berkaitan dengan Hak Moral, Konvensi Berne 
mewajibkan anggotanya untuk memberikan hak-hak berikut ini kepada 
para Pencipta, diantaranya: 
1) the right to claim authorship of a work (the right of paternity or the 
right of attribution); and 
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2) the right to object to any distortion or modification of a work, or 
other derogatory action in relation to a work, which would be 
prejudicial to the author’s honor or reputation (the right of 
integrity). 
 Berdasarkan Konvensi Berne di atas, keberadaan hak moral dapat 
dikelompokkan menjadi 2 hak, yaitu Attribution right dan Integrity 
right. Hak Atribusi (Atributionright of paternity) dalam Hak Moral 
merupakan hak yang mengharuskan identitas dari Pencipta dilekatkan 
pada ciptaannya, baik dengan nama asli maupun dengan nama 
samarannya. Atas dasar pertimbangan dari Pencipta, seorang Pencipta 
dapat menghilangkan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya 
tidak dikenal. Hal itu dilatar belakangi oleh sulitnya proses penciptaan 
kolektif dan sekedar untuk memudahkan penulisan identitas Pencipta 
lagu hanya dengan mencantumkan satu nama dan menghilangkan nama-
nama lainnya.39 
 Hak Integritas atau disebut juga dengan right of integrity, yaitu 
hak yang menyangkut semua bentuk perlakuan dan sikap yang terkait 
dengan integritas atau martabat Pencipta.40 Pada pelaksanaannya, hak 
tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan untuk mengurangi, 
mengubah, dan merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas 
Penciptanya. Intinya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan 
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ciptaan aslinya. Sebagai contoh, misalnya untuk pelanggaran Hak 
Integritas adalah mengubah lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan 
konyol dan candaan yang mengubah makna dari syair aslinya.41 
 Konvensi Berne mensyaratkan bahwa hak moral hanya 
diberikan kepada Pencipta perorangan. Dalam banyak undang-undang 
nasional di beberapa negara, hak tersebut tetap menjadi milik Pencipta 
bahkan setelah Pencipta mengalihkan hak ekonomi mereka. Ini berarti 
bahwa meskipun seorang Produser atau Penerbit memiliki hak ekonomi 
dalam sebuah karya cipta, yang memiliki hak moralnya tetaplah 
Pencipta aslinya. 
 Banyak negara-negara Eropa yang mengadopsi sistem civil law 
menekankan pentingnya perlindungan hak moral Pencipta di samping 
hak ekonomi mereka. Intinya, hak moral mencegah pelanggaran 
terhadap kepribadian penulisnya. Hak moral termasuk hak Pencipta 
untuk diidentifikasi secara publik sebagai Pencipta Ciptaan jika 
dipertunjukan di depan umum dan hak untuk mencegah distorsi 
ciptaannya.42 
b. Hak Ekonomi (Economic Right) 
 Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh 
Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaannya untuk 
memperoleh manfaat ekonomi. Hak ekonomi yaitu hak untuk 
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mendapatkan keuntungan ekonomi atas Hak Cipta, karena suatu hasil 
karya cipta dapat dinilai dengan uang.43 Setiap orang yang 
memanfaatkan hak ekonomi Pencipta, wajib memperoleh izin Pencipta 
atau pemegang Hak Ciptanya terlebih dahulu. Tidak diperkenankan bagi 
seseorang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
memanfaatkan atau menggunakan secara komersial sebuah ciptaan. 
Namun, hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain.44 
 WIPO menjelaskan, dengan segala bentuk ciptaan, pemiliknya 
dapat memutuskan bagaimana ciptaan itu akan digunakan. Orang lain 
dapat menggunakannya secara sah hanya jika mereka memiliki izin 
pemiliknya, seringkali melalui lisensi. Namun, penggunaan karya cipta 
tetap harus menghormati hak dan kepentingan yang diakui secara 
hukum dari anggota masyarakat lainnya. Jadi, pemilik karya yang 
dilindungi Hak Ciptanya dapat menentukan cara menggunakan karya 
tersebut dan dapat mencegah orang lain menggunakannya tanpa izin. 
Hukum nasional biasanya memberikan hak eksklusif kepada Pemilik 
Hak Cipta untuk mengizinkan pihak ketiga menggunakan karya mereka, 
dengan tunduk pada hak dan kepentingan orang lain yang diakui secara 
hukum. 
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 Rooseno Harjowidigjo mengemukakan bahwa hak ekonomi 
Pencipta atas ciptaannya dapat dikelompokkan menjadi 5 hak, 
diantaranya:45 
1) Hak untuk Mengumumkan 
 Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu 
ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non 
elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu 
ciptaan dapat dibaca, didengan, atau dilihat orang lain. Pengertian 
untuk mengumumkan lebih rinci yaitu merujuk pada bagaimana 
suatu ciptaan itu dapat tesampaikan kepada pendengar atau 
masyarakat. Bisa melalui media cetak atau dengan media elektronik. 
Seiring perkembangan zaman, semakin memudahkan suatu karya 
cipta untuk bisa dipublikasikan. Berdasarkan praktiknya, ada 
beberapa cara atau bentuk dari pengumuman, yaitu: 
a) Pengumuman yang dilakukan melalui siaran radio, yang 
seringkali dilakukan oleh para pengguna, seperti, rumah 
makan, pub, jasa angkutan, hotel, lembaga penyiaran radio dan 
sebagainya; 
b) Pengumuman yang dilakukan melalui media penyiaran yang 
seringkali dilakukan oleh para pengguna, seperti TV, TV kabel, 
angkutan darat, kereta api, hotel dan sebagainya; 
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c) Pengumuman yang dilakukan melalui media cetak, seperti 
majalah, bulletin, koran atau bahkan yang dilakukan melalui 
komputer dan internet; 
d) Pengumuman yang dilakukan secara langsung seperti konser 
atau pertunjukan musik secara langsung.46 
2) Hak untuk Memperbanyak 
 Hak untuk memperbanyak dalam kaitannya dengan rekaman 
audio dikenal dengan sebutan mechanical rights, yaitu penggandaan 
karya rekaman suara atau gambar atau suara dan gambar.47 
3) Hak untuk Menyewakan 
 Hak untuk menyewakan adalah sebagai konsekuensi dari hak 
eksklusif Pencipta atas ciptaannya. Pihak lain tidak bisa 
mempergunakan ciptaan tanpa izin penciptanya, sehingga Pencipta 
dan/atau Pemegang Hak Cipta yang sah bisa menyewakan karya 
cipta tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan yang bersifat 
komersil. 
4) Hak untuk Menjual 
 Dalam Pasal 26 menjelaskan bahwa pembelian hasil ciptaan 
tidak bearti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, 
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akan tetapi Hak Cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan 
Penciptanya.48 
5) Hak Untuk Memberi Lisensi 
 Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang sah memiliki hak 
untuk memberikan lisensi kepada pihak lain terkait dengan 
penggunaan karya cipta. Akibat dari pemberian lisensi ini yaitu 
dengan dibayarkannya imbalan dalam bentuk royalti kepada 
pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Tarif royalti 
ditentukan berdasarkan kebiasaan dalam praktik yang berlaku dan 
terpenuhinya unsur keadilan.49 
Bagan 2.1. Pembagian Hak Moral dan Hak Ekonomi 
5. Hak Terkait (Neighbouring Right / Relate Right) 
 Terdapat sebuah hak yang berkaitan atau berhubungan dengan Hak 
Cipta, yaitu Hak Terkait. Hak Terkait atau Neighbouring Rights merupakan 
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hak yang ada kaitannya dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif 
bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman, atau Lembaga Penyiaran. Hak 
Terkait dikatakan sebagai Rights Related to, or neighbouring on copyrights 
yaitu hak yang ada kaitannya, ada hubungannya dan berdampingan dengan 
Hak Cipta.50 Konsep Hak Terkait timbul sebagai akibat dari kemajuan 
teknologi yang memungkinkan penyebaran yang lebih luas dari karya-karya 
seni.51 
 WIPO menuturkan, bahwa hak terkait adalah cara untuk melindungi 
mereka yang membantu Pencipta intlektual untuk mengkomunikasikan 
pesan mereka dan menyebarkan karya-karyanya kepada masyarakat secara 
keseluruhan.52 Menurut WIPO, dalam Neighbouring Rights terdapat tiga 
kategori hak, yaitu: 
a. Hak penampilan artis atas tampilannya (The rights of performing artist 
in their performances) 
 Pelaku Pertunjukan memiliki hak untuk mencegah fiksasi 
(rekaman), penyiaran dan komunikasi kepada publik dari pertunjukan 
langsung mereka tanpa persetujuan mereka serta hak untuk mencegah 
reproduksi fiksasi pertunjukan mereka dalam keadaan tertentu. Karena 
sifat pribadi dari ciptaan mereka, beberapa undang-undang nasional juga 
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memberikan hak moral kepada para Pelaku Pertunjukan, yang dapat 
diterapkan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah atas nama dan 
reputasi mereka, atau modifikasi dari pertunjukan mereka yang 
menampilkan mereka dalam pandangan yang tidak menguntungkan. Di 
bawah WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), Pelaku 
Pertunjukan memiliki hak eksklusif sebagai berikut:53 
1) The right of reproduction, yaitu hak untuk mengizinkan reproduksi 
langsung atau tidak langsung dari fonogram dengan cara atau bentuk 
apapun. 
2) The right of distribution, yaitu hak untuk mengizinkan 
pendistribusian kepada publik terhadap salinan fonogram melalui 
penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya. 
3) The right of rental, yaitu hak untuk mengizinkan sewa komersial 
kepada publik atas salinan fonogram. 
4) The right of making available, yaitu hak untuk mengizinkan 
penyediaan pertunjukan dengan menggunakan kabel atau tanpa 
kabel dari setiap pertunjukan yang telah difiksasi dalam bentuk 
fonogram sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat 
mengakses pertunjukan itu dimana saja dan kapan saja. Hak ini 
mengacu pada komunikasi interaktif melalui internet. 
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5) The right to equitable remuneration for broadcasting and 
communication to the public, yaitu hak atas imbalan yang wajar 
untuk penyiaran dan komunikasi kepada publik. Ini merupakan hak 
pertunjukan publik untuk rekaman suara. 
6) Hak moral yaitu hak yang terdiri atas hak integritas dan hak 
paternitas. 
b. Hak Produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara 
(The rights producer of phonograms in their phonograms) 
 Produser rekaman suara memiliki hak untuk mengizinkan atau 
melarang reproduksi, impor dan distribusi rekaman suara mereka dan 
salinannya, dan hak untuk mendapatkan royalti untuk penyiaran dan 
komunikasi rekaman suara mereka kepada publik. Berdasarkan WIPO 
Performances and Phonograms Treaty (WPPT), Produser fonogram 
memiliki hak eksklusif berikut:54 
1) The right of reproduction, yaitu hak untuk mengizinkan reproduksi 
langsung atau tidak langsung dari fonogram dengan cara atau bentuk 
apapun; 
2) The right of distribution, yaitu hak untuk mengizinkan 
pendistribusian kepada publik atas salinan fonogram melalui 
penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya; 
                                                 





3) The right of rental, yaitu hak untuk mengizinkan sewa komersial 
kepada publik atas salinan fonogram sebagaimana ditentukan dalam 
undang-undang nasional Para Pihak; 
4) The right of making available, yaitu hak untuk mengizinkan 
penyediaan fonogram dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel 
sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat dapat mengakses 
fonogram dimana saja dan kapanpun. Hak ini mengacu pada 
pembuatan interaktif on-demand yang tersedia melalui Internet 
seperti unduhan dan streaming interaktif; 
5) The right to equitable remuneration for broadcasting and 
communication to the public, yaitu Hak atas imbalan yang wajar 
untuk penyiaran dan komunikasi kepada publik. 
c. hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi 
(The rights of broadcasting organization in their radio and television 
broadcasts) 
 Organisasi penyiaran memiliki hak untuk mengizinkan atau 
melarang penyiaran ulang, fiksasi, dan reproduksi siaran mereka. 
Menurut Rome Convention, Lembaga penyiaran memiliki hak untuk 
mengizinkan atau melarang: 
1) penyiaran ulang siaran mereka; 
2) fiksasi siaran mereka; 






4) komunikasi kepada publik dari siaran televisi mereka jika 
komunikasi semacam itu dilakukan di tempat-tempat yang dapat 
diakses oleh publik dengan pembayaran biaya masuk. 
6. Sifat Hak Cipta 
 Hak Cipta adalah satu bagian dari hak milik yang bersifat abstrak 
(incorporeal property). Ini merupakan penguasaan atas hasil kemampuan 
kerja dari suatu gagasan dan hasil olah pikir. Berdasarkan perlindungannya, 
Hak Cipta memiliki jangka waktu yang terbatas, artinya setelah habis masa 
perlindungannya, ciptaan tersebut akan menjadi milik umum. Pemilik Hak 
Cipta bersifat eksklusif karena mempunyai kemampuan untuk 
menghasilkan hak yang baru. Suatu karya cipta memiliki beberapa hak yang 
terikat pada satu ikatan hak. Hak-hak itu dalam penggunaannya seperti 
dalam pengalihannya, yaitu dapat dilakukan secara menyeluruh maupun 
secara terpisah-pisah.55 
 Kemudian Hak cipta bersifat sebagai fungsi sosial. Perwujutan dari 
fungsi sosial yang dimiliki oleh Hak Cipta ternyata juga dari penetapan 
jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas suatu karya cipta. Dengan 
lewatnya jangka waktu tersebut, maka penggunaan ciptaan tidak lagi harus 
meminta izin dari Pencipta atau pemegang Hak Ciptanya yang sah, karena 
telah dianggap merupakan milik umum.56  
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 Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai fungsi sosial, maka sebenarnya 
membicarakan tentang pembatasan Hak Cipta atau dalam istilah asing 
disebut dengan istilah fair dealing atau fair use. Pembatasan-pembatasan 
terhadap hak ekslusif Pencipta dianggap sebagai fungsi sosial Hak Cipta, 
artinya dalam situasi tertentu masyarakat diperbolehkan memakai karya 
cipta orang lain tanpa izin terlebih dahulu pada Pencipta atau pemegang Hak 
Ciptanya untuk tujuan tertentu.57 Fungsi sosial dari Hak Cipta itu 
diwujudkan dalam rangka menciptakan keseimbangan kepentingan antara 
Pencipta yang menciptakan suatu karya cipta dengan kepentingan hak 
masyarakat yang membutuhkan karya cipta58 Sifat Hak Cipta Selanjutnya 
yaitu Hak Cipta sebagai hak alam. Menurut prinsip ini, hak alam itu bersifat 
absolut serta melindungi karya cipta selama si Pencipta masih hidup dan 
beberapa tahun setelahnya.59  
 Menurut Suyud Margono, Hak Cipta memiliki sifat-sifat sebagai 
berikut: 
a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif, artinya bahwa Hak Cipta hanya 
diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya. Orang lain 
tidak bisa memanfaatkannya atau tidak boleh menggunakannya kecuali 
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atas izin dari Pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima 
hak dari Pencipta tersebut. 
b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum, artinya Hak Cipta atas 
suatu karya cipta dibatasi penggunaannya demi kepentingan umum, 
sehingga ada keseimbangan yang harmonis antara kepentingan pribadi 
dan kepentingan publik. 
c. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan, artinya Hak Cipta juga dapat 
dipindahkan haknya, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. 
Pengalihan ini seringkali melalui dua cara, yaitu ‘transfer’ yang 
merupakan pengalihan Hak Cipta berupa pelepasan hak kepada pihak 
lain dan ‘assignment’ yang merupakan pengalihan Hak Cipta dari satu 
pihak kepada pihak lain berwujud pemberian izin atau persetujuan atas 
pemanfaatan Hak Cipta dalam jangka waktu tertentu. 
d. Hak Cipta bisa dibagi atau diperinci (divisibility), artinya bahwa praktik-
praktik penerapan Hak Cipta dapat dibatasi oleh waktu, geografis dan 
jumlah. 60 
B. Tinjauan Umum tentang Penggunaan Lagu Secara Komersial 
 Lagu dan/atau musik merupakan salah satu media pengembang 
kreativitas yang lebih mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. 
Konser dan jenis pertunjukan lainnya telah menjadi cara yang pas bagi para 
musisi untuk meningkatkan penghasilannya. Hal ini memberikan nilai tambah 
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tersendiri bagi para musisi. Ikatan emosional dalam musik dapat muncul dengan 
adanya orang-orang yang ada di atas panggung yang mengangan-angankan 
sesuatu yang indah dari alat-alat musik maupun suara dari para penyanyi, baik 
pop maupun genre musik lain.61 
 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan Penggunaan 
Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber 
atau berbayar. Sayud Margono mengemukakan bahwa dalam sudut pandang 
ekonomi apabila manfaat yang didapat atau dirasakan dari hasil jerih payah 
Pencipta semakin besar, maka semakin besar pula nilai yang didapatkan tadi. 
Karenanya kegiatan memperbanyak dan/atau mengumumkan karya cipta atau 
mengizinkan orang lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan 
karya cipta tersebut, merupakan tindakan berlandaskan pertimbangan ekonomi 
atau komersial. Artinya, segala bentuk eksploitasi dari suatu karya cipta, 
merupakan hak dari si Pencipta.62 
 Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) menggolongkan para 
pengguna yang menjadikan karya cipta lagu sebagai berikut:63 
a. Featured music, yaitu lagu sebagai menu utama, dengan kata lain suatu 
usaha tidak berjalan jika tidak menggunakan lagu dan/atau musik. Yang 
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termasuk pada kategori ini yaitu usaha atau kegiatan seperti karaoke 
diskotik, konser musik, dan acara musik di televisi; 
b. Entertainment music, yaitu lagu sebagai menu utama atau menu pendukung 
yang sangat penting dan bisa dikatakan, jika tanpa lagu kegiatan atau usaha 
yang bersangkutan tidak akan berjalan dengan baik. Yang termasuk pada 
kategori ini yaitu usaha televise, radio, pub (rumah minum), dan lain-lain; 
c. Background music, yaitu penggunaan lagu akan memberikan nilai tambah 
bagi usahanya. Yang termasuk pada kategori ini yaitu restoran, taman 
hiburan, hotel, pertokoan, dan perusahaan angkutan baik darat, laut maupun 
udara; dan 
d. Accessories music, yaitu lagu dipakai sebagai bahan pendukung atau 
pemanis yang memberikan nilai tambah untuk produk tertentu atau bisa juga 
dijual tersendiri sebagai pelengkap pada produk-produk tertentu. Pemakaian 
lagu ini merupakan fenomena baru seiring dengan kemajuan teknologi dan 
komunikasi, terutama telepon seluler yang memakai lagu sebagai nada 
sambung atau sering disebut ring tones. Selain itu, bermacam situs internet 
sekarang ini banyak yang menyediakan lagu-lagu yang bisa diunduh dengan 
sistem pembayaran tertentu. 
 Hendra Tanu Admadja mengemukaan bahwa hak ekonomi merupakan 
hak yang dipunyai oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari 
eksploitasi ciptaannya yang terdiri atas:64 
                                                 





1. Performing Right, yaitu hak yang dimiliki oleh musisi, dramawan maupun 
seniman lainnya yang karya ciptanya tertuang dalam bentuk pertunjukan. 
Pengaturannya ada dalam Konvensi Berne, UCC (Universal Copyright 
Convention) dan Konvensi Roma 1961. Untuk mengatur hak pertunjukan, 
maka dibentuk lembaga “performing right society”. Lembaga ini yang 
mengkoordinir para musisi, komposer, Pencipta dan penerbit karya cipta 
musik lainnya serta menghimpun dan menyalurkan royalti kepada Pencipta. 
Pelaksanaannya di Indonesia, lembaga ini dikenal dengan sebutan Lembaga 
Manajemen Kolektif.  
2. Broadcasting Right, yaitu hak untuk menyiarkan dengan mentransmisikan 
suatu karya cipta oleh peralatan baik dengan kabel maupun tanpa kabel. Hak 
penyiaran terdiri atas penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini 
diatur dalam Konvensi Berne, Universal Copyright Convention, Konvensi 
Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan dengan 
Relating to Distribution of Progarmme Carrying Signals transmitted by 
Satellite. 
3. Reproduction Rights, yaitu hak yang sama dengan hak perbanyakan. Hak 
reproduksi juga mencakup perubahan wujud ciptaan satu ke ciptaan lainnya. 
Hal ini diatur dalam Konvensi Berne, Universal Copyright Convention. Ada 
beberapa bentuk hak dalam Hak memproduksi, diantaranya: 
a. Menchanical Right, yaitu hak penggunaan lagu untuk mereproduksi 





b. Printing Right, yaitu hak untuk mencetak lagu dalam bentuk buku, 
majalah dan sejenisnya; 
c. Syncronization Right, yaitu hak untuk mengunakan lagu sebagai latar 
dari video, film dan sejenisnya; 
d. Advertising Right, yaitu hak mereproduksi lagu untuk kepentingan 
dalam iklan, baik melalui radio ataupun melalui televisi komersial. 
4. Distribution Right, yaitu hak untuk mengumumkan, hak untuk 
menyebarkan dan hak untuk mendistribusi suatu karya cipta kepada publik. 
Hak Pencipta untuk dapat menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil 
karya ciptanya. Penyebaran tersebut berupa penjualan dan penyewaan agar 
karya ciptanya itu dikenal oleh masyarakat. 
 Apabila suatu pertunjukan musik yang dilakukan oleh pelaku 
pertunjukan direkam dan difiksasi dalam bentuk kaset, maka ada beberapa 
kemungkinan yang bisa terjadi:65 
1. Rekaman itu diproduksi untuk kemudian disiarkan kepada publik baik 
melalui radio maupun melalui televisi; 
2. Rekaman itu diproduksi untuk kemudian dipakai sendiri secara pribadi; 
3. Rekaman itu diproduksi untuk kemudian diperjualbelikan, jadi ada maksud 
dan tujuan komersil; 
4. Rekaman itu diproduksi untuk kemudian diputar atau diperdengarkan 
dihadapan umum di tempat-tempat tertentu yang dalam usahanya kaitannya 
                                                 





dengan kegiatan usaha komersial dengan atau tanpa pungutan pembayaran 
secara khusus. 
C. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum 
 Berdasarkan sejarahnya, orang Yunani adalah orang pertama yang 
melakukan kegiatan perbandingan hukum. Saat itu, Plato sedang 
membandingkan hukum di Yunani. Saat itu juga, Aristoteles mencari tau 
tentang konstitusi kurang lebih ada 153 kota, namun yang berhasil didapat 
hanya kota Athena saja. Ini adalah dugaan filosofis dari hukum perbandingan. 
Bangsa Romawi saat itu kurang memperhatikan hukum komparatif, karena 
merasa memiliki keunggulan dalam sistem hukum dan politik dibandingkan 
dengan hukum luar negeri. Cicero menantang semua yang bukan hukum 
Romawi sebagai hukum yang rancu dan sesuatu yang tidak-tidak.66 
 Di era sebelum ius commune, membandingkan hukum dengan mencari 
bahan hukum yang melintasi batas negara merupakan metode standar yang 
sering digunakan para ahli hukum dan hakim saat itu.67 Perkembangan 
perbandingan hukum di Eropa tersebut, tentu saja bermanfaat bagi 
perkembangan hukum di Indonesia. Berdasarkan itu, sistem hukum Indonesia 
sudah sejak lama menganut asas kodifikasi.68 
 Istilah hukum komparatif dalam bahasa lain antara lain Droit Compare 
(bahasa Perancis), Comparative Law (bahasa Inggris), Vergleihende 
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Rechstlehre (bahasa Belanda), dll. Istilah-istilah itu sering disebut dengan 
hukum persengketaan (conflict law), yang arti istilah itu menjadi hukum lain 
bagi pendidikan hukum Indonesia.69 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mendefinisikan, hukum perbandingan adalah salah satu cabang ilmu hukum 
yang menggunakan cara membandingkan satu atau lebih aspek konstitusi atau 
dua atau lebih negara.70 Menurut Black’s Law Dictionary, Comparative 
Jurisprudence adalah mempelajari prinsip-prinsip ilmu hukum dengan 
membandingkan berbagai sistem hukum.71 
 W. Ewald (dalam Esin Ȍrücü, Critical Comparative Law) berpendapat, 
bahwa perbandingan hukum pada dasarnya adalah kegiatan yang bersifat 
filosofis. Perbandingan hukum ialah suatu kajian atau studi perbandingan 
tentang konsep-konsep intelektual yang berada di balik lembaga atau institusi 
hukum yang tunduk dari satu atau beberapa sistem hukum asing.72 Kemudian 
Gutteridge menyebutkan bahwa perbandingan hukum adalah sebuah metode 
perbandingan yang bisa dipakai dalam segala cabang ilmu hukum. Gutteridge 
juga membedakan antara istilah Comparative law dan istilah Foreign Law. 
Istilah Comparative law mengacu pada untuk membandingkan dua sistem 
hukum atau lebih, sedangkan istilah Foreign Law ialah mempelajari hukum 
asing tanpa secara nyata membandingkan dengan sistem hukum yang lain.73 
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 Selanjutnya Meuwissen mengatakan bahwa perbandingan hukum 
merupakan disiplin ilmu hukum empiris yang berdiri sendiri.74 Menurut Barda 
Nawawi Arief, perbandingan hukum adalah cara untuk memahami apa yang dia 
pelajari (yaitu hukum).75 Kemudian, kata Hartono, perbandingan hukum adalah 
suatu cara membandingkan suatu sistem hukum dari satu sistem hukum dengan 
sistem hukum yang sama dari sistem hukum yang berbeda untuk menemukan 
unsur yang serupa atau berbeda.76 
 Selanjutnya Ole Lando mengatakan bahwa perbandingan hukum itu 
mencakup “analysis and comparison of the laws”. Pendapat ini 
menggambarkan kecenderungan untuk menerima perbandingan sebagai cabang 
hukum.77 R. Soeroso menyampaikan bahwa hukum komparatif merupakan 
salah satu cabang ilmu hukum yang menggunakan hukum komparatif untuk 
menemukan jawaban yang benar atas pertanyaan hukum praktis.78 
 Berdasarkan pendapat para ahli, bahwasanya perbandingan hukum 
memiliki dua perangkat definisi hukum komparatif. Kelompok pertama adalah 
definisi metode komparatif. Kemudian, kelompok kedua memperlakukan 
hukum komparatif sebagai cabang hukum.79 Maka perbandingan hukum 
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sebagai disiplin ilmu hukum lainnya, seperti psikologi hukum, sejarah hukum, 
sosiologi hukum dan dalam perbandingan hukum sebagai disiplin hukum adalah 
dengan studi perbandingan. 
 Tujuan dari perbandingan hukum yang sebenarnya adalah untuk 
membantu tatanan sosial dan reformasi hukum nasional, dan untuk memberikan 
legislator dan hakim pengetahuan tentang berbagai peraturan dan penelitian 
hukum.80 Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum perbandingan sebagai gejala 
dunia dan oleh karenanya, ilmu pengetahuan bercita-cita menyelami gejala-
gejala tersebut. Ia mesti menjadikan hukum dari seluruh dunia sebagai objek 
penyelidikannya.81 Sidharta melihat bahwa salah satu latar belakang 
berkembangnya perbandingan hukum yaitu karena adanya kebutuhan nyata dari 
masyarakat (ekonimis-sosial) untuk melengkapi hukumnya dengan mengadopsi 
hukum asing.82 
 Terdapat dua kegunaan mempelajari perbandingan hukum, yaitu 
kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Kegunaan 
yang bersifat teoritis artinya bahwa studi perbandingan hukum bisa membantu 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Sedangkan kegunaan yang bersifat 
praktis yaitu bahwa studi perbandingan hukum memberikan masukan baik 
terhadap perkembangan pembentukan hukum pada umumnya.83 Menurut David 
dan Brieley, bahwa kegunaan perbandingan hukum meliputi tiga topik. Topik 
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yang pertama yaitu tentang masalah relevansi perbandingan hukum dengan riset 
historis, yuridis dan filosofis; Selanjutnya topik yang keuda yaitu urgensi 
perbandingan hukum untuk lebih mengetahui hukum nasional; Kemudian topik 
yang ketiga yaitu perbandingan hukum dapat membantu mendalami budaya 
bangsa-bangsa lain dan lebih dalam kaitannya dengan pembentukan atau 
pengembangan hubungan antar bangsa.84 
 Perbandingan hukum di Negara Malaysia dapat diartikan sebagai 
hukum komparatif yang artinya mempelajari persamaan dan perbedaan hukum 
dari berbagai negara.85 Di era sekarang ini, pentingnya hukum perbandingan 
semakin meningkat, terutama di bidang globalisasi ekonomi dan demokratisasi. 
Salah satunya adalah tujuan membandingkan hukum dengan negara lain, 
tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengisi kekosongan hukum yang ada 
serta mendorong unifikasi hukum.86 
 Hukum komparatif menurut definisi adalah studi tentang hukum asing, 
dimana perbandingan hukum bukan merupakan bidang hukum subtansif. 
Perbandingan hukum bukanlah kumpulan aturan dan prinsip. Penggunaan 
metode itu untuk memahami hukum negara sendiri maupun hukum negara lain 
dan memberikan jalan keluar untuk masalah hukum yang telah menjadi semakin 
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mendunia.87 Hukum komparatif dapat memberikan wawasan tentang masalah 
transplantasi hukum, yaitu konversi hukum dan sistem hukum dari satu sistem 
ke sistem lainnya.88 Hukum komparatif adalah disiplin ilmu yang berusaha 
memahami integritas berbagai sistem hukum dan hubungannya tanpa harus 
berusaha menghindari atau mengurangi perbedaan di antara keduanya.89 
 Hukum perbandingan memberikan berbagai tujuan, yaitu harus 
menginformasikan pembuatan undang-undang nasional, membantu hakim 
dalam penyelesaian pertanyaan-pertanyaan sulit, memberikan dasar untuk 
penyataan atau harmonisasi hukum, atau sekadar menambah pengetahuan dan 
mempeluas kesadaran, terutama dalam pendidikan hukum.90 Tujuan komparatif 
hukum melihat sistem hukum asing untuk menambah wawasan denga harapan 
diperoleh kebijaksanaan dan pemahaman dari sistem hukum asing untuk 
beroperasi sebagai ilmu hukum, sehingga komparatif hukum dapat memenuhi 
misinya sebagai ilmu hukum kritis.91 
 Dibandingkan dengan Indonesia, pembahasan tentang perbandingan 
hukum sangatlah berbeda. Indonesia mengambil pengertian-pengertian 
perbandingan hukum menurut para ahli karena pada dasarnya sistem 
pemerintahan di Indonesia sangat berbeda, dimana Indonesia menganut sistem 
civil law. Sedangka Malaysia sebagai bekas jajahan Ingris, Malaysia masih 
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mempertahankan tradisi hukum umum Inggris (Common Law Sistem). Tradisi 
ini terletak di antara sistem hukum Islam dan hukum adat. Malaysia secara tidak 
langsung menggunakan sistem common law murni dan tidak tertukar dengan 
sistem lain.92 Sistem Federasi Malaysia terdiri dari pemerintah pusat dan negara 
bagian.93 Tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk menimba ilmu dan 
memahami sistem hukum yang ada untuk memperbaiki sistem hukum yang ada 
saat ini dan berkontribusi pada penyatuan sistem hukum dari skala kecil menjadi 
skala besar.94
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan dan Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta 
Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial di Indonesia 
dan Malaysia 
1. Hukum Positif di Indonesia 
 Regulasi mengenai perlindungan Hak Cipta di Indonesia diatur 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang muncul secara 
otomatis berlandaskan prinsip deklaratif setelah semua karya cipta dapat 
diwujudkan. Jika dihubungkan dengan kepemilikan Hak Cipta, hukum 
berperan dan menjamin Pencipta untuk dapat menguasai dan menikmati 
secara eksklusif hasil karyanya. Bahkan jika diperlukan, dengan bantuan 
negara untuk menegakan hukumnya. Perlindungan Hak Cipta sangatlah 
penting bagi Pencipta, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok yang 
berperan sebagai subjek hak untuk membatasi penonjolan kepentingan 
individu. Hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan di 
masyarakat.95 
 Setiap individu bebas untuk berperan serta dalam kehidupan budaya 
masyarakat untuk menikmati seni dan bisa berbagi dalam kemajuan ilmu 
                                                 





pengetahuan. Semua orang berhak atas perlindungan terhadap kepentingan 
moral dan materiil yang dihasilkan dari setiap karya ilmiah, sastra atau seni 
yang diciptakannya.96 
 Menurut Pasal 40 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas: 
a. buku, pantomim, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 
hasil karya tulis lainnya; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama, drama pantomi, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime; 
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 
g. karya seni terapan; 
h. karya arsitektur; 
i. peta; 
j. karya seni batik atau seni motif lain; 
k. karya fotografi; 
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m. karya sinematografi; 
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 
dengan Program Komputer maupun media lainnya; 
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 
merupakan karya yang asli; 
r. permainan video; dan 
s. Program Komputer. 
 Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 huruf d UU No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta, lagu termasuk dalam kategori karya yang dilindungi Hak 
Ciptanya. Tidak ada pengaturan khusus tentang pengertian Hak Cipta lagu 
dan/atau musik. Lagu dan/atau musik hanya merupakan salah satu karya 
yang dilindungi seperti yang tertuang dalam undang-undang yang 
menyatakan “Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.” Maksud dari 
kalimat “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” merupakan satu kesatuan 





segala aturan umum yang juga berlaku untuk karya cipta lainnya, kecuali 
secara khusus disebutkan tidak berlaku.97 
 Selain karya-karya yang dilindungi hak ciptanya, ada juga hasil 
karya yang tidak dilindungi Hak Ciptanya di Indonesia. Menurut Pasal 41 
dan 42 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi: 
 Pasal 41: 
  Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: 
a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk 
nyata; 
b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, 
temuan atau data walaupun telah diungkapkan, 
dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau 
digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan 
c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk 
menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya 
hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. 
 Pasal 42: 
  Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: 
a. hasil rapat terbuka lembaga negara; 
b. peraturan perundang-undangan; 
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 
e. kitab suci atau simbol keagamaan. 
 Berdasarkan pasal diatas dapat ketahui bahwa yang dilindungi hak 
ciptanya adalah wujud dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu 
sendiri. Artinya, yang dilindungi hak ciptanya merupakan sudah dalam 
bentuk nyata dan berwujud sebagai sebuah karya cipta, bukan masih 
berbentuk ide atau gagasan.98 
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 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara individu 
atau berkelompok melahirkan sebuah karya cipta yang bersifat pribadi dan 
khas. Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan 
bahwa yang di anggap sebagai Pencipta adalah sebagai berikut: 
 Pasal 31: 
Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai 
Pencipta, yaitu Orang yang namanya: 
a. disebut dalam Ciptaan; 
b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; 
c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau 
d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai 
Pencipta. 
 Hak Cipta yaitu hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak 
ekonomi. Hak moral dapat diartikan sebagai hak yang menempel secara 
abadi pada diri Penciptanya. Pengaturan hak moral di jelaskan dalam Pasal 
5 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan: 
 Pasal 5: 
(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri 
Pencipta untuk: 
a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan 
namanya pada salinan sehubungan dengan 
pemakaian Ciptaannya untuk umum; 
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan 
dalam masyarakat; 
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi 
distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi 
Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 
kehormatan diri atau reputasinya. 
(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi 
pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan 





peraturan perundang-undangan setelah Pencipta 
meninggal dunia. 
(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat 
melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan 
syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak 
tersebut dinyatakan secara tertulis. 
 Selain memiliki Hak Moral, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta juga 
memiliki Hak Ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang 
dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat 
ekonomi atas Ciptaannya. Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” yaitu 
hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain 
yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak 
Cipta yang bukan Pencipta aslinya hanya mendapatkan sebagian dari hak 
eksklusif yang berupa hak ekonominya saja. Hak Ekonomi Pencipta di atur 
dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi: 
 Pasal 9: 
(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk 
melakukan: 
a. penerbitan Ciptaan; 
b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 
c. penerjemahan Ciptaan; 
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau 
pentransformasian Ciptaan; 
e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 
f. pertunjukan Ciptaan; 
g. pengumuman Ciptaan; 
h. komunikasi Ciptaan; dan 
i. penyewaan Ciptaan. 
(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 





(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang 
Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau 
Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. 
 Ayat (2) dan (3) dalam Pasal 9 diatas menegaskan bahwa siapa saja 
yang mempergunakan Ciptaan termasuk lagu dan/atau musik untuk 
kegiatan usaha komersial atau untuk kepentingan yang berhubungan 
dengan kegiatan komersial, harus meminta izin terlebih dahulu kepada 
Pencipta lagu dan/atau musik yang bersangkutan dan/atau dari pemegang 
Hak Ciptanya yang sah.99 Ketika ada pihak lain yang memanfaatkan hak 
ekonomi dari Hak Cipta tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak 
Ciptanya yang sah, maka berarti telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang 
dapat berakibat pada munculnya sanksi hukum, baik secara perdata melalui 
gugatan ganti kerugian maupun secara pidana berupa penjara dan denda.100 
 Pengguna lagu dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Pengguna lagu 
non komersial dan Pengguna lagu komersial. Pengguna lagu non komersial 
ialah pengguna yang memanfaatkan lagu/musik hanya untuk kepentingan 
pribadi saja, seperti hanya untuk dinikmati dan didengarkan sendiri. 
Sedangkan Pengguna lagu komersial merupakan pengguna yang 
memanfaatkan lagu/musik untuk tujuan komersial, yaitu untuk 
mendapatkan keuntungan atas lagu tersebut yang sering diputar di mall, 
hotel, tempat karaoke, dan lain-lain.101 
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 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengartikan bahwa yang 
dimaksud dengan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan 
Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Sebagai contoh 
pemanfaatan Ciptaan dalam karya lagu yaitu memperdengarkan rekaman 
lagu di tempat-tempat komersil seperti restoran, café, bar, pub dan 
sebagainya yang bertujuan untuk menarik perhatian para pelanggan agar 
datang ketempat tersebut. 
 Dalam karya cipta lagu dan/atau musik secara umum, terdapat dua 
macam hak ekonomi, yaitu hak perbanyakan dan hak mengumumkan. Hak 
mengumumkan yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan 
memperdengarkan sebuah karya cipta lagu dan/atau musik, misalnya 
menyanyikannya secara langsung atau hanya sekedar memutar kaset 
rekaman suara di tempat umum untuk kepentingan komersial. Kegiatan ini 
biasa dikenal dengan istilah performing right.102 
 Dengan jelas UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 
1 angka 11, telah mengartikan yang dimaksud dengan pengumuman yaitu: 
“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu Ciptaan 
dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik 
atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat 
dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.” 
                                                 





 Jika dijabarkan, kegiatan pengumuman lagu atau penggunaan lagu 
untuk diputar, disiarkan, dan dipertunjukkan sebagai konsumsi publik, 
kegiatannya meliputi:103 
a. Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi baik secara langsung 
maupun melalui kaset, CD atau VCD oleh lembaga penyiaran seperti 
radio dan televisi, baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel. 
b. Mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser-konser 
musik dan acara pertunjukan musik yang bukan konser, seperti pesta-
pesta, pertunjukan di tempat-tempat hiburan malam. 
c. Memperdengarkan lagu melalui pemutaran kaset atau CD lagu 
diberbagai tempat seperti diskotik, karaoke, kafe, bar, hotel, restorant, 
mall, plaza, super market, toko-toko, angkutan umum, rumah sakit, 
sekolah/universitas, perpustakaan, stasiun angkutan umum dan 
sebagainya. 
d. Menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telepon 
seluler. 
 Hak cipta secara konsepsional merupakan hak hukum yang sifatnya 
eksklusif yang muncul secara deklaratif ketika ciptaan dapat diwujudkan 
secara nyata untuk jangka waktu tertentu. Namun, Hak Cipta secara 
konseptual juga tidak hanya dimaknai sebagai hak hukum saja, tetapi juga 
bisa dimaknai sebagai hak kebendaan. Hak kebendaan yang dimaksudkan 
merupakan hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud. Adanya hak 
                                                 





kebendaan ini secara hukum dimungkinkan untuk dapat dialihkan atau 
diperalihkan.104 Dialihkan dan diperalihkannya Hak Cipta ini, mempunyai 
nilai dan manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemajuan 
masyarakat.105 
 Regulasi tentang pengalihan Hak Cipta diatur di dalam Pasal 16 UU 
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi: 
 Pasal 16: 
(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. 
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh 





e. perjanjian tertulis; atau 
f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
g. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan 
fidusia. 
 Berdasarkan Pasal di atas, bahwa Hak Cipta atas karya yang dimiliki 
oleh Pencipta dapat di alihkan kepada pihak lain. Yang dimaksud dengan 
“dapat beralih atau dialihkan” hanya berupa hak ekonominya saja, 
sedangkan hak moralnya tetap menempel pada diri Pencipta aslinya. 
Pengalihan Hak Cipta harus dilaksanakan secara tertulis dan harus jelas, 
baik dengan atau tanpa akta notaris. 
                                                 
104  Heniyatun, et.al., “Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf”, Jurnal 
Hukum Novelty, Volume 8, Nomor 1, Februari, 2017, hlm. 98. 
105  Budi Agus Riswandi dan Sujitno, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta sebagai objek 





 Pengalihan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas 
suatu Ciptaan tidak semata-mata hanya beralih begitu saja. Terdapat 
batasan-batasan dalam pengalihan Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan seperti 
yang tertuang dalam Pasal 17 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
yang berbunyi: 
 Pasal 17: 
(1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta 
atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh 
hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
tersebut kepada penerima pengalihan hak atas 
Ciptaan. 
(2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang 
Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat 
dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta yang sama. 
 Adapun jangka waktu dari pengalihan Hak Ekonomi Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta atas suatu Citaan seperti yang tertuang dalam Pasal 
18 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:  
“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, 
lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang 
dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau 
pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih 
kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut 
mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”.  
Maksud dari istilah “jual putus” yaitu perjanjian yang mewajibkan 
Penciptanya memberikan Ciptaannya kepada pihak lain lewat pembayaran 





kepada pihak lain tanpa batas waktu, atau dalam praktiknya dikenal dengan 
sebutan sold flat.106 
 Hak Cipta dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu Hak Cipta 
dan Hak Terkait.107 Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
yang dimaksud dengan Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak 
Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Produser fonogram, Pelaku 
Pertunjukan dan Lembaga Penyiaran. 
 Perlindungan Hak terkait dalam pengaturan di Indonesia dibagi 
menjadi 4 (empat) hak seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 UU No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang meyatakan: 
 Pasal 20: 
Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
b merupakan hak eksklusif yang meliputi: 
a. hak moral Pelaku Pertunjukan; 
b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan; 
c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan 
d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran. 
  Sama seperti Pencipta, dalam pengaturan di Indonesia, Pelaku 
pertunjukan juga memiliki Hak moral. Pelaku Pertunjukan adalah seorang 
atau beberapa orang yang secara individu atau kolektif mempertunjukkan 
dan menampilkan suatu karya cipta. Hak moral dalam Hak Cipta disebut 
sebagai hak yang bersifat asasi sebagai natural right yang dimiliki 
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manusia.108 Sudah merupakan suatu keharusan bahwa setiap Pelaku 
Pertunjukan wajib memperoleh perlindungan dan pengakuan terhadap hak 
moral yang terlekat dengan karya ciptanya. Hak moral Pelaku Pertunjukan 
merupkan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak bisa 
dihapus atau tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun meskipun hak 
ekonominya telah dialihkan. Dapat diketahui bahwa hak moral tidak hanya 
diberikan bagi Pencipta suatu karya, tapi juga bagi pemegang Hak Terkait 
atau neighboring right.109 Berdasarkan Pasal 22 UU No. 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta, menjelaskan mengenai Hak Moral Pelaku pertunjukan 
sebagai berikut: 
 Pasal 22: 
Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 meliputi hak untuk: 
a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, 
kecuali disetujui sebaliknya; dan 
b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi 
Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang 
bersifat merugikan kehormatan diri atau 
reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. 
 Selain memiliki Hak Moral, Pelaku Pertunjukan juga memiliki Hak 
Ekonomi. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan diatur dalam Pasal 23 UU No. 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi: 
 Pasal 23: 
(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi. 
(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan 
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sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain 
untuk melakukan: 
a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan 
Pelaku Pertunjukan; 
b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum 
difiksasi; 
c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya 
dengan cara atau bentuk apapun; 
d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau 
salinannya; 
e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau 
salinannya kepada publik; dan 
f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat 
diakses publik. 
(3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap: 
a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin 
oleh Pelaku Pertunjukan; atau 
b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah 
diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang 
pertama kali mendapatkan izin pertunjukan. 
(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan 
yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan. 
(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara 
Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa 
meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta 
dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui 
Lembaga Manajemen Kolektif. 
 Dari Pasal tersebut, dapat dijelaskan bahwa Pelaku Pertunjukan 
mempunyai hak untuk memberikan izin dan melarang orang lain untuk 
membuat, memperbanyak dan menyiarkan. Yang dimaksud menyiarkan 
disini dibagi menjadi beberapa unsur, diantaranya: menyewakan, 
pertunjukan umum (public performance), mengkomunikasikan secara 
lansung dan mengkomunikasikan secara interaktif.110 Dengan demikian, 
                                                 





apabila penampilan seorang Pelaku Pertunjukan hendak direkam, maka 
diperlukannya izin dari Pelaku Pertunjukan tersebut sebelum perekaman. 
Begitu pula diperlukannya izin Pelaku Pertunjukan tersebut jika rekaman 
yang berisi penampilan Pelaku hendak diperbanyak atau disiarkan. Yang 
termasuk kegiatan penyiaran suatu rekaman pertunjukan menurut UU Hak 
Cipta antara lain melakukan pertunjukan umum, melakukan komunikasi 
secara langsung maupun komunikasi secara interaktif dan melakukan 
penyewaan.111 Hak lainya bagi para Pencipta lagu, musisi dan penyanyi 
yaitu untuk menerima pembayaran royalti. Royalti itu berasal dari lagu-
lagu yang di putar atau dinyanyikan di berbagai tempat hiburan yang 
bersifat komersial.112 
 Selain Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram juga memiliki Hak 
Ekonomi. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang 
pertama kali merekam dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan 
perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan 
maupun perekaman suara atau bunyi lain.  Hak Ekonomi yang dimiliki oleh 
Produser Fonogran diatur dalam Pasal 24 UU No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta, yang berbunyi: 
 Pasal 24: 
(1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi. 
(2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan 
sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain 
untuk melakukan: 
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a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau 
bentuk apapun; 
b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau 
salinannya; 
c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; 
dan 
d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa 
kabel yang dapat diakses publik. 
(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas 
pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan 
kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada 
pihak lain. 
(4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi 
Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram. 
  Produser rekaman suara memperoleh hak untuk merekam suara dari 
para musisi atau penyanyi. Hak itu didapatkan atas persetujuan Pencipta 
atau orang yang memperoleh hak dari Pencipta. Persetujuan itu dapat 
berupa lisensi. Produser juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk 
biaya produksinya. Produser tidak hanya berhak mendapat keuntungan dari 
penjualan kaset atau CD, tetapi juga berhak atas royalti jika kaset atau CD 
itu diperdengarkan di tempat-tempat yang bersifat komersial.113 
 Selain Pelaku Pertunjukan dan Produser fonogram, ada juga yang 
berhak memiliki Hak Ekonomi atas karya cipta, yaitu Lembaga Penyiaran. 
Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga 
Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran 
komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam 
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan 
                                                 





ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Ekonomi Lembaga 
Penyiaran diatur di dalam Pasal 25 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, yang berbunyi: 
 Pasal 25: 
(1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi. 
(2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan 
sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain 
untuk melakukan: 
a. Penyiaran ulang siaran; 
b. Komunikasi siaran; 
c. Fiksasi siaran; dan/atau 
d. Penggandaan Fiksasi siaran. 
(3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa 
izin dengan tujuan komersial atas konten karya 
siaran Lembaga Penyiaran. 
 Berkaitan dengan perlindungan hak terkait atau neighboring rights, 
Lembaga Penyiaran lain dapat menyiarkan hasil rekaman dengan 
membayar royalti kepada pemegang hak eksklusif. Hak ekslusif itu 
merupakan hak dari lembaga penyiaran yang pertama kali menyiarkan 
acara itu. Artis atau pemegang hak mempunyai hak untuk memperoleh 
imbalan yang wajar dari hasil siaran yang dipublikasikan oleh lembaga-
lembaga penyiaran. Hal ini merupakan hal yang biasa, karena lembaga 
siaran ini memperoleh keuntungan dari produsen-produsen yang 
produknya ditawarkan melalui radio atau televisi tersebut dalam bentuk 
iklan. Inilah wujud dari Property Rights yang dimiliki oleh Pelaku 
pertunjukan.114 
                                                 





 Kemudian, jika Fonogram dalam hak terkait digunakan secara 
Komersial, maka imbalan yang wajar harus diberikan. Pasal 27 UU No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan: 
 Pasal 27: 
(1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan 
atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram 
yang telah dilakukan Pengumuman untuk 
kepentingan komersial. 
(2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar 
kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram 
jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara 
komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut 
digunakan secara langsung untuk keperluan 
Penyiaran dan/atau Komunikasi. 
(3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 
50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman. 
 Dari Penjelasan mengenai Hak Terkait, dapat dilihat meskipun 
ketentuan neightboring right ada dalam pengaturan Hak Cipta, namun 
terdapat beberapa perbedaan antara Hak Cipta dan Hak Terkait.115 Adanya 
Hak Terkait selalu diikuti dengan adanya Hak Cipta, namun, adanya Hak 
Cipta tidak mewajibkan adanya Hak Terkait.116 
 Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait yang dimiliki oleh 
Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait memiliki jangka 
waktu atau masa berlaku. Untuk masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas 
suatu Ciptaan, di atur di dalam Pasal 58 UU No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta, yang berbunyi: 
 Pasal 58: 
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(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: 
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis 
lainnya; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis 
lainnya; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan 
pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, 
pewayangan, dan pantomim; 
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti 
lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, 
patung, atau kolase; 
g. karya arsitektur; 
h. peta; dan 
i. karya seni batik atau seni motif lain, 
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung 
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta 
meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari 
tahun berikutnya. 
(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, 
pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup 
Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan 
berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun 
sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 
berikutnya. 
(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki 
atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 
(lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan 
Pengumuman. 
 Berdasarkan Pasal tersebut diatas, bahwa masa berlaku Hak Cipta di 
Indonesia adalah 70 tahun. Jika di bandingkan dengan kebanyak negara 
lain, jangka waktu perlindungan hak cipta di Indonesia terbilang cukup 
lama. Mengingat bahwa ketentuan di dalam konvensi berne, standar 
minimum mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta yaitu selama 





meninggal dunia. Namun, Konvensi berne tidak menutup kemungkinan 
adanya pengecualian.  
 Kemudian Masa berlaku perlindungan Hak Ekonomi dari Pemilik 
Hak terkait diatur di dalam Pasal 63 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta yang berbunyi: 
 Pasal 63: 
(1) Pelindungan hak ekonomi bagi: 
a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima 
puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi 
dalam Fonogram atau audiovisual; 
b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima 
puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan 
c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua 
puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali 
disiarkan. 
(2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 
tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 
 Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapat imbalan berupa 
royalti ketika ciptaannya digunakan untuk kepentingan komersial. Imbalan 
royalti yang didapat oleh Pencipta atau Pemegang Hak Terkait tertuang 
dalam Pasal 35 Ayat (2) UU No. 28 tahun 2014, yang menyatakan: “Dalam  
hal  Ciptaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  digunakan secara  
komersial,  Pencipta  dan/atau  Pemegang  Hak  Terkait mendapatkan 
imbalan dalam bentuk Royalti.” 
 Satu hal yang harus dipahami yaitu manakala ada pihak lain ataupun 
pelaku usaha ingin menggunakan lagu ditempat usahanya seperti karaoke, 
sepantasnya meminta izin dahulu kepada si pemilik atau pemegang Hak 





harus dibayarkan, karena sebuah lagu merupakan suatu karya intelektual 
yang harus dilindungi menurut hukum.117 
 Royalti merupakan imbalan yang diterima oleh Pencipta atau 
pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu karya cipta 
atau produk hak terkait. Black’s law Dictionary mengartikan royalti 
sebagai “Payment made to an author or inventor for each copy of a work 
ar article sold under a copyright or patent”. Artinya sebuah pembayaran 
yang diberikan kepada Pencipta atas ciptaannya yang dijual atau 
dikomersialisasikan oleh pengguna berdasarkan hukum Hak Cipta atau 
paten.118 Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 
“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan 
atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak 
terkait.” 
 Terdapat empat golongan pemilik hak di dalam royalti, yaitu Hak 
Pencipta, Hak Produser Fonogram, Hak Pelaku Pertunjukan dan Hak 
Lembaga Penyiaran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Masing-
masing dari Pencipta, Produser, Pelaku Pertunjukan dan lembaga penyiaran 
mempunyai hak untuk mengizinkan atau melarang seseorang melakukan 
pemanfaatan ekonomi atas karya cipta. Itu sebabnya, setiap pemanfaatan 
ekonomi terhadap sebuah lagu atau musik, harus memperoleh izin atau 
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lisensi terlebih dahulu dari si pemilik hak.119 Berkaitan dengan hak cipta 
sebagai hak ekslusif dan hak ekonomi, pencipta memiliki otoritas untuk 
melarang dan memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan 
ciptaannya. Pemberian izin tersebut tidak dapat dipisahkan dari masalah 
keuntungan dari penggunaan atas karya cipta.120 Pemberian izin dari 
pencipta kepada pihak lain itulah yang disebut dengan istilah lisensi.121 
 Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Lisensi 
adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik 
Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas 
Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.” Lisensi 
adalah suatu wujud pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas 
kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh Pencipta (pemberi lisensi) 
kepada pihak lain (penerima lisensi). Ini dilakukan agar pihak lain dapat 
melakukan suatu bentuk kegiatan usaha yang dapat dipergunakan untuk 
menghasilkan, menjual dan memproduksi barang tertentu, dengan 
menggunakan karya cipta yang dilisensikan tersebut.122 Jay Dratler 
menjelaskan bahwa lisensi merupakan pemberian hak atas kepemilikan 
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(property) tanpa mengalihkan kepemilikannya.123 Terdapat dua jenis 
lisensi dalam peralihan Hak Cipta, meliputi: 
a. Voluntary licensing, yaitu perjanjian lisensi antara Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta dengan orang atau badan hukum yang akan 
menjadi penerima Hak Cipta, yang dilakukan secara sukarela. 
b. Compulsary licensing, yaitu sekiranya negara memandang perlu atau 
menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting bagi kehidupan 
masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang Hak Cipta yang 
bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya 
atau memberikan izin/ lisensi kepada pihak lain untuk itu.124 
 Regulasi mengenai pemberian lisensi di Indonesia, diatur dalam 
Pasal 80 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi: 
 Pasal 80: 
(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau 
pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi 
kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis 
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), 
Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). 
(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak 
melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. 
(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan 
Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik 
Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi. 
(4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti 
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dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara 
Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan 
penerima Lisensi. 
(5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus 
ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang 
berlaku dan memenuhi unsur keadilan. 
 Dalam karya cipta lagu, sangat dimungkinkan untuk menggunakan 
lebih dulu sebuah lagu tanpa melanggar hak moralnya. Setelahnya, barulah 
lisensi akan dikeluarkan. Jadi, boleh tanpa izin bagi Pelaku Pertunjukan 
untuk mempertunjukkan sebuah ciptaan, tetapi yang menggunakan harus 
membayar royalti kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif 
sesuai dengan Pasal 23 Ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta.125 
 Era sekarang ini, lagu dan/atau musik yang dihasilkan melalui cipta 
karsa para Pencipta sudah bukan lagi untuk dikonsumsi sendiri, melainkan 
banyak dimanfaatkan oleh para pengguna sebagai sarana di tempat hiburan 
seperti restoran, hotel, bar, karaoke, stasiun radio, stasiun televisi, dan lain 
sebagainya.126 Pemanfaatan hak cipta di era sekarang dalam bidang karya 
musik dan lagu melalui perbanyakan dan pengumuman menjadi sangat 
sering terjadi. Penggunaan dan pemakaian ciptaan sudah sedemikian cepat 
dan luas. Hal itu membuat seorang Pencipta tidak mungkin mampu 
mengontrol sendiri penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya yang 
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dilakukan oleh pihak lain.127 Hanya dengan kapasitas suatu lembaga yang 
diakui oleh pemerintah, pemakaian dan penggunaan karya cipta lagu oleh 
masyarakat dapat terkontrol dengan baik dan membawa manfaat ekonomi 
bagi Pencipta secara optimal.128 Untuk mengatasi masalah ini, maka 
pemerintah merumuskan suatu lembaga yang berperan untuk melindungi 
hak ekonomi dari para Pencipta lagu dan/atau musik. Lembaga itu sering 
disebut dengan istilah Lembaga Manajemen Kolektif.129 
 Sesuai dengan bunyi Pasal 87 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta, untuk mendapat hak ekonominya, setiap Pencipta, 
Pemilik Hak Cipta dan pemilik hak terkait harus menjadi anggota Lembaga 
Manajemen Kolektif (LMK) terlebih dahulu agar dapat mendapat royalti 
dari para pengguna yang memanfaatkan karya cipta lagu dan/atau musik 
dalam layanan publik yang bersifat komersial. Pembayaran imbalan berupa 
royalti oleh pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait wajib dibayarkan kepada 
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui 
Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan perjanjian dengan 
LMK. Seperti yang tertuang dalam Pasal 87 Ayat (2) dan (3) UU No. 28 
Tahun 2014, yang menyatakan: 
 Pasal 87 Ayat (2) dan (3): 
(2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang 
memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, 
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Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, 
melalui Lembaga Manajemen Kolektif. 
(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen 
Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar 
Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang 
digunakan. 
 Keberadaan dari suatu lembaga penarik royalti yang bersifat 
nasional pada praktiknya sangat diperlukan.130 Atas dasar itulah untuk 
pengelolaan Royalti Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik di Indonesia, 
maka dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif yang bersifat Nasional, 
yaitu LMKN. LMKN diatur dalam Pasal 89 UU No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta, yang menyatakan: 
 Pasal 89 
(1)  Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu 
dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga 
Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing 
merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: 
a. kepentingan Pencipta; dan 
b. kepentingan pemilik Hak Terkait. 
(2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk 
menarik, menghimpun, dan mendistribusikan 
Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. 
(3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen 
Kolektif wajib melakukan koordinasi dan 
menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak 
masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif 
dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik 
berdasarkan keadilan. 
(4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran 
Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen 
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Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
disahkan oleh Menteri. 
 Para pemilik karya cipta lagu pada umumnya tidak memiliki 
kemampuan yang memadai untuk mengumpulkan imbalan dari seluruh 
hak-hak yang dimilikinya. Mereka memerlukan kehadiran lembaga yang 
mengadministrasikan hak atau pengumpulan royalti yaitu LMK. LMK dan 
Pencipta harus bekerja sama supaya perwujudan hak ekonomi dari Pencipta 
dapat tercapai secara efektif. Lembaga ini akan mewakili Pencipta lagu 
untuk memberi lisensi kepada pengguna lagu dan menarik royalti dari 
mereka.131 
 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama dengan 
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengupayakan 
penarikan dan pendistribusian royalti musik bersistem satu pintu. 
Kebijakan ini berkat dukungan dari delapan Lembaga Manajemen Kolektif 
(LMK), seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO, 
dan SMI saat menyepakati Deklarasi Bali pada Jum’at, 26 April 2019. 
Deklarasi Bali menyepakati bahwasanya LMKN akan menjadi satu-
satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menarik, 
menghimpun, dan mendistribusikan imbalan berupa royalti dari para 
pengguna yang bersifat komersial. Kebijakan ini merupakan upaya 
pengelolaan royalti lagu yang lebih adil, profesional, transparan, dan 
                                                 





efisien. Sebelumnya, pemungutan royalti untuk satu tempat usaha seperti 
restoran, café, bar atau hotel bisa dilakukan oleh lebih dari satu LMK, 
karena belum adanya kesepakatan dan peraturan mengenai hal itu. Hal ini, 
mengakibatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang menggunakan karya 
Hak Cipta dan hak terkait.132 
 Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin 
Operasional serta Evaluasi Lembaga Managemen Kolektif, Lembaga 
Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah Lembaga non APBN yang 
memperoleh kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk 
menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola 
kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu 
dan/atau musik. Sedangkan Lembaga Manajemen kolektif (LMK) adalah 
institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh 
Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait guna 
mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan 
mendistribusikan royalti. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kedua 
lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda. LMKN berwenang 
menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti, sedangkan LMK 
hanya menghimpun dan mendistribusikan royalti. 
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 Bernard Nainggolan mengemukakan bahwa fungsi dari LMK di 
bidang lagu atau musik di era sekarang ini yaitu:133 
a. Posisi LMK adalah untuk mewakili para Pencipta atau pemegang hak 
dalam melakukan pengikatan kerja sama dengan para pengguna lagu 
dan/atau musik; 
b. Kontribusi LMK adalah membantu para Pencipta lagu dan/atau musik 
untuk dapat mewujudkan hak ekonominya dan memastikan agar setiap 
pengeksplotasian ciptaan lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh 
pihak lain selalu dilandasi dengan lisensi pemakaian lagu dan/atau 
musik. 
 Berdasarkan Pasal 10 Permenkumham No. 36 tahun 2018, untuk 
pengelolaan Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik, LMKN memiliki 
tugas sebagai berikut: 
a. Menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu 
dan/atau musik; 
b. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian 
Royalti oleh LMK di bidang lagu dana tau musik; 
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d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi 
atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan 
yang dilakukan oleh pengurus LMK; 
e. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan 
LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada dibawah 
koordinasinya; 
f. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti 
oleh pengguna kepada LMK; 
g. Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti 
untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait; 
h. Melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK 
apabila terdapat keneratan dari anggota LMK; dan 
i. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri. 
 Pasal 16 Ayat (1) Permenkumham  No. 36 tahun 2018, menyebutkan 
bahwa LMKN berwenang dalam menarik, menghimpun dan 
mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik dari para pengguna 
yang memanfaatkan karya cipta lagu untuk kepentingan komersial. 
Kemudian pada Ayat (2) menjelaskan bahwa Pengumpulan royalti yang 
dilakukan LMKN harus berkoordinasi dan menetapkan nominal besaran 
Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kebiasaan 
dalam praktik yang berlandaskan keadilan. Setiap Royalti yang dipungut 
oleh LMKN, dihimpun dalam rekening milik LMKN dan dapat diketahui 





sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 10 persen jumlah keseluruhan Royalti 
yang telah dikumpulkan (Pasal 18). 
 Pada pasal 17 ayat (1) Permenkumham No. 36 Tahun 2018, 
menyebutkan bahwa LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait dapat 
mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis. Pendelegasian 
kewenangan ini meliputi penarikan, penghimpunan dan pendistribusian 
royalti di bidang lagu dari para pengguna. Atas dasar ini, dalam prakteknya 
LMKN mendelegasikan kewenangannya kepada LMK direalisasikan 
dalam bentuk keterwakilan LMK di dalam KP3R (Koordinator 
Pengumpulan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti. KP3R 
merupakan tim khusus yang dibentuk oleh LMKN yang berfungsi sebagai 
koordinator pelaksana penarikan, penghimpunan dan pendistribusian 
Royalti. 
 Pasal 20 Permenkumham No. 36 Tahun 2018 menjelaskan, bahwa 
pendistribusian Royalti kepada pencipta yang dilaksanakan oleh LMKN 
dilakukan melalui LMK. Royalti hanya dapat diberikan kepada Pencipta, 
Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota 
LMK. Pemilik Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait wajib menjadi anggota 
LMK terlebih dahulu untuk mendapatkan Royaltinya. Royalti hanya dapat 
ditarik dan dihimpun oleh LMKN manakala Pencipta, Pemegang Hak Cipta 
dan Pemilik Hak Terkait belum menjadi anggota dari suatu LMK. 
Pendistribusian Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan 





LMK berdasarkan data pemakaian lagu atau log sheet yang diberikan oleh 
para pengguna. 
 Berkenaan dengan tarif royalti, terdapat keputusan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 
Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang 
Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait 
Musik dan Lagu. Keputusan tersebut mengandung beberapa keputusan 
LMKN yang menetapkan besaran tarif royalti yang harus di bayarkan oleh 
para pengguna lagu, diantaranya: 
a. Keputusan LMKN Nomor: 20160512SKK/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Seminar dan Konferensi 
Komersial; 
b. Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, 
Bistro, Klab Malam dan Diskotek; 
c. Keputusan LMKN Nomor: 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Konser Musik; 
d. Keputusan LMKN Nomor: 20160512PBKK/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pesawat Udara, Bus, Kereta 
Api dan Kapal Laut; 
e. Keputusan LMKN Nomor: 20160512PB/LMKN-Pleno/Tarif 





f. Keputusan LMKN Nomor: 20160512B/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Bioskop; 
g. Keputusan LMKN Nomor: 20160512TBK/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Nada Tunggu Telepon, Bank 
dan Kantor; 
h. Keputusan LMKN Nomor: 20160512T/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pertokoan; 
i. Keputusan LMKN Nomor: 20160512PR/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi; 
j. Keputusan LMKN Nomor: 20160512TV/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Televisi; 
k. Keputusan LMKN Nomor: 20160512R/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio; 
l. Keputusan LMKN Nomor: 20160512H/LMKN-Pleno/Tarif 
Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel. 
 Berdasarkan Keputusan LMKN di atas tentang tarif royalti, ada 
beberapa cara untuk menghitung besaran royalti yang harus dibayarkan 
oleh para pengguna yang memanfaatkan karya cipta lagu untuk 
kepentingan komersial. Berikut ini adalah rincian singkatnya:134 
a. Besaran biaya lisensi lagu untuk hotel dihitung berdasarkan jumlah 
kamarnya (kecuali untuk hotel resort, eksklusif, dan butik). Satu hingga 
                                                 





50 kamar akan dikenakan biaya Rp2 juta per tahun. sedangkan 51 
kamar sampai seratus dikenakan Rp4 juta per tahun, Kemudian 101 
sampai 150 kamar dikenakan Rp6 juta per tahun. Selanjutnya 151 
sampai 200 kamar dikenakan Rp8 juta per tahun dan di atas 201 kamar 
dikenakan Rp12 juta per tahun. Sementara itu, hotel resort, eksklusif, 
dan butik akan dikenakan Rp16 juta per tahun. 
b. Besaran biaya lisensi lagu untuk Restoran dan kafe adalah Rp60 ribu/ 
kursi/tahun untuk Hak Cipta dan hak terkait. Untuk tarif pub, bar, dan 
bistro, biayanya adalah Rp180 ribu/meter persegi/ tahun; sementara 
klab malam dan diskotik adalah Rp250 ribu/ meter persegi/tahun (Hak 
Cipta) dan Rp180 ribu/meter persegi/ tahun (hak terkait). 
c. Besaran biaya lisensi lagu untuk tempat Karaoke terdapat empat 
kategori tarif royalti. Pertama, karaoke tanpa kamar (karaoke hall) 
sebesar Rp20 ribu/hari dikali 300 hari. Kedua, karaoke keluarga sebesar 
Rp12 ribu/ kamar dikali 300 hari. Ketiga, karaoke eksklusif sebesar 
Rp50 ribu/hari dikali 300 hari. Keempat karaoke kubus sebesar Rp600 
ribu per kubus. 
d. Besaran biaya lisensi lagu untuk Pertokoan akan dihitung berdasarkan 
luas toko. Untuk ukuran 500 meter persegi, tarifnya Rp4 ribu/ meter 
persegi/tahun. Untuk ukuran 500 meter persegi selanjutnya, akan 
dikenakan Rp3.500/meter persegi/tahun. Adapun untuk ukuran seribu 
meter persegi selanjutnya, dikenakan Rp3 ribu/meter persegi/tahun. 





persegi/tahun. Untuk lima ribu meter persegi dikenakan Rp. 
1.500/meter persegi/tahun. Untuk penambahan selanjutnya dikenakan 
Rp1.000/meter persegi/tahun. Seluruhnya berlaku untuk royalti Hak 
Cipta dan hak terkait. 
 Jadi, berkenaan dengan LMKN sebagai satu-satunya lembaga yang 
berwenang menarik royalti dari para pengguna, dapat dijelaskan alur sistem 
mekanisme pengelolaan royalti seperti pada bagan dibawah ini: 





2. Hukum Positif di Malaysia 
 Regulasi mengenai perlindungan Hak Cipta di Malaysia diatur 
dalam Law of Malaysia: Copyright Act 1987 Amandement Act 332 
(Undang-Undang Hak Cipta Malaysia). Malaysia meratifikasi konvensi 
Berne yang di setujui pada tahun 1990. Sebagai anggota Konvensi Berne, 
Malaysia mengakui berbagai macam karya yang berhak cipta, termasuk 
karya sastra, seni, dan musik, rekaman suara dan film, gambar dan kode 
komputer. Semua karya seni memperoleh perlindungan atas wujud ekspresi 
karya.135 
 Dalam Copyright Act 1987 ini menyebutkan bahwa, Hak Cipta 
adalah hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta dalam jangka waktu 
tertentu. Perlindungan Hak Cipta didapat secara otomatis tanpa 
diperlukannya pendaftaran terlebih dahulu, asalkan hasil karya yang 
diciptakan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:136 
a. Karya tersebut asli hasil ciptaan dari pemilik Hak; 
b. Karya tersebut sudah diwujudkan dalam suatu bentuk yang masuk 
dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta 
c. Karya tersebut pertama kali dipublikasikan atau diumumkan di 
Malaysia. 
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 Karya-karya yang dilindungi Hak Ciptanya di Malaysia disebutkan 
dalam Section 7 Copyright Act 1987, yang berbunyi: 
 Section 7: 
(1) Subject to this section, the following works shall be 
eligible for copyright: 
a. literary works; 
b. musical works; 
c. artistic works; 
d. films; 
e. sound recordings; and 
f. broadcasts. 
 Berdasarkan bunyi Pasal di atas, musik atau lagu termasuk dalam 
karya yang dilindungi Hak Ciptanya di Malaysia. Kemudian selain lagu, 
rekaman suara juga termasuk karya yang dilindungi Hak Ciptanya. Hak 
Cipta akan ada dalam sebuah karya jika karya tersebut bersifat asli dan 
diwujudkan menjadi bentuk nyata serta termasuk dalam salah satu kategori 
karya yang dilindungi dan sesuai dengan kualifikasi Hak Cipta. Jika 
persyaratan ini terpenuhi, sebuah karya dapat dilindungi terlepas dari 
kualitas dan tujuan pembuatannya.137 Musik adalah industri hak cipta 
klasik yang didasarkan pada bakat kreatif dan aset yang sangat istimewa.138 
 Pada setiap karya cipta musik dan/atau lagu terdapat hak eksklusif 
para pemegang yang timbul secara otomatis. Meskipun bersifat eksklusif, 
tidaklah mudah bagi pemegang hak cipta untuk tetap bisa mempertahankan 
haknya. Permasalahannya yaitu tidaklah mudah untuk dapat 
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mengklasifikasikan bagaimana suatu perbuatan itu bisa disebut 
mengadopsi ciptaan, meniru ciptaan, mempertunjukkan ciptaan dan 
menyiarkan ciptaan tanpa seizin Pencipta. Seseorang dapat saja mengambil 
sebagian lirik dari lagu yang sudah ada, akan tetapi dibuat dengan intonasi, 
melodi dan aransemen yang berbeda.139 
 Siapapun orang yang menggunakan karya yang dilindungi Hak 
Ciptanya tanpa persetujuan atau otorisasi dari Pencipta, Pemilik Hak Cipta 
dan pemilik hak terkait, merupakan sebuah pelanggaran menurut Copyright 
Act 1987, tindakan pelanggaran tersebut diantaranya:140 
a. mereproduksi, melakukan, menampilkan atau memainkan atau 
mendistribusikan karya kepada publik, dalam bentuk materi apa pun; 
b. mengimpor karya apapun ke Malaysia untuk tujuan perdagangan atau 
keuntungan finansial; 
c. membuat ulang untuk dijual atau disewakan Salinan karya yang 
melanggar. 
 Pelanggaran Hak Cipta di Malaysia berkaitan dengan Fair Dealing 
yang dilakukan oleh End User, dimana pemakaian barang ciptaan tanpa 
izin dari pencipta adalah bukan pelanggaran selama bersifat non-profit. 141 
Sehingga Pemerintah Malaysia tidak bisa melakukan penindakan hukum 
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kepada penikmat Lagu apabila tidak terdapat bukti yang menunjukkan 
bahwa penikmat tersebut mendapat hak ekonomi dari kegiatan tersebut.142 
 Pemerintah Malaysia telah memberikan hak tertentu kepada Pemilik 
Hak Cipta. Hak ini termasuk hak hukum, moral dan ekonomi. Hak hukum 
memungkinkan pemilik, penulis, Pencipta, atau desainer dari setiap karya 
berhak cipta di Malaysia untuk melindungi karya mereka sesuai dengan 
Undang-Undang Hak Cipta Malaysia. Jika ada pelanggaran Hak Cipta, 
Pencipta atau penulis diperbolehkan untuk mengambil tindakan terhadap 
mereka yang melanggar. Hak moral memungkinkan penulis untuk 
mengklaim hak orisinalitas ciptaan. Hak-hak ini juga mencakup hak untuk 
mencegah para pengguna lagu untuk dapat memutilasi, memutarbalikkan 
atau mengubah karya penulis dengan cara yang tidak sah. Hak ekonomi 
diberikan kepada pemilik ciptaan sehingga pemiliknya memperoleh hak 
untuk pengumuman kepada publik, hak reproduksi, hak untuk 
mempertunjukan, hak untuk mendistribusikan dan hak sewa komersial. 
Hak-hak ini dapat digunakan sesuai dengan Copyright Act 1987. Hak 
ekonomi juga memungkinkan Pencipta untuk menerima keuntungan 
finansial melalui penggunaan karya mereka untuk tujuan komersial.143 
 Ada dua jenis hak moral berdasarkan Section 25 Copyright Act 1987 
diantaranya hak paternitas dan hak integritas. Hak paternitas, adalah hak 
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yang merupakan larangan untuk mempertunjukan Ciptaan dengan cara apa 
pun tanpa menyebutkan siapa penciptanya. Kemudian hak integritas 
merukapan hak yang melarang distorsi, mutilasi, atau modifikasi ciptaan 
yang secara signifikan mengubah ciptaan sehingga dapat dianggap 
merugikan kehormatan atau reputasi penulis. 
 Pemilik Hak Cipta memiliki hak eksklusif berdasarkan bunyi dari 
Section 13 Copyright Act 1987 yang menyebutkan: 
 Section 13: 
(1) Copyright in a literary, musical or artistic work, a 
film, or a sound recording or a derivative work shall 
be the exclusive right to control in Malaysia 
a. the reproduction in any material form; 
b. the communication to the public; 
c. the performance, showing or playing to the 
public; 
d. the distribution of copies to the public by sale or 
other transfer of ownership; and 
e. the commercial rental to the public. 
 Dari Pasal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Pencipta atau 
Pemilik Hak Cipta dan pemilik hak terkait memiliki hak eklusif untuk 
reproduksi ciptaan dalam bentuk materi apa pun. Kemudian mereka berhak 
mengumumkannya kepada publik, mempertunjukan atau memainkan 
ciptaan di depan umum, mendistribusikan salinan ciptaannya kepada publik 
melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya dan menyewakan 
sebuah ciptaan secara komersial untuk umum. Para Pencipta diberi 





Cipta agar mereka mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil kreatifitas 
intelektualnya.144 
 Jadi berdasarkan penjelasan diatas bahwa hukum tersebut 
memberikan perlindungan pada setiap karya yang diproduksi oleh pencipta 
(termasuk lagu dan musik) dengan memberikan hak kontrol eksklusif 
terhadap reproduksi, pertunjukan, distribusi dan persewaan komersial 
ciptaan kepada publik. Oleh karena itu, setiap reproduksi lagu atau 
komposisi musik memerlukan izin dari Pemilik Hak Cipta. Hal tersebut 
untuk menghindari masalah plagiarisme atau peniruan dan tidak 
dibayarkannya royalti kepada Pencipta.145  
 Hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
dan Pemilik Hak Terkait atas sebuah Ciptaan memiliki jangka waktu 
perlindungan Hak Ciptanya. Berdasarkan Copyright Act 1987, durasi hak 
eksklusif berbeda-beda sesuai dengan kategori karya berhak cipta. Untuk 
karya sastra, musik, dan seni, durasi Hak Ciptanya adalah seumur hidup 
penulis ditambah 50 tahun setelah kematiannya. Untuk karya penulis 
bersama, perhitungan 50 tahun dimulai dari tanggal kematian penulis 
terakhir yang masih hidup. Kemudian Untuk edisi terbitan, rekaman suara, 
siaran, film dan karya pemerintah, Hak Ciptanya akan terus ada hingga 
berakhirnya 50 tahun dihitung dari awal tahun kalender setelah tahun di 
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mana karya tersebut pertama kali diterbitkan.146 Untuk lebih jelasnya 
mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang berkaitan dengan 
penggunaan lagu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 3.1. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta di Malaysia 
Kategori Jangka Waktu Perlindungan 
Hak Cipta 
Hak cipta akan tetap ada selama umur 
penulis dan akan terus ada sampai 
berakhirnya jangka waktu 50 tahun setelah 
kematiannya. (Section 17 Article 1 
Copyright Act 1987) 
Hak Rekaman Suara 
50 tahun dihitung dari awal tahun kalender 
berikutnya setelah tahun rekaman pertama 
kali diterbitkan atau, jika rekaman suara 
belum dipublikasikan, dari awal tahun 
kalender setelah tahun penetapan. (Section 
19 Copyright Act 1987) 
Hak Siaran 
50 tahun dihitung dari awal tahun kalender 
berikutnya setelah tahun pertama kali siaran 
dibuat. (Section 20 Copyright Act 1987) 
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Hak Pelaku Pertunjukan 
50 tahun dihitung dari awal tahun kalender 
berikutnya setelah tahun di mana kinerja 
diberikan atau ditetapkan dalam rekaman 
suara. (Section 23a Copyright Act 1987) 
 Hak ekonomi yang diberikan kepada pemegang hak meliputi hak 
reproduksi, hak berkomunikasi kepada publik, hak untuk tampil, 
mempertunjukkan atau mempermainkan kepada umum, hak distribusi dan 
hak sewa komersial. Hak ini dapat digunakan selama jangka waktu 
perlindungan yang diatur dalam Copyright Act 1987. Hak ekonomi 
memungkinkan pemilik hak untuk memperoleh imbalan finansial dari 
penggunaan karyanya oleh pengguna atau tujuan komersial. Bentuk hak 
ekonomi bisa dengan cara pengalihan, lisensi dan disposisi wasiat.147 
 Setelah sebuah ide dialihwujudkan ke dalam lembaran notasi atau 
rekaman suara, sebuah komposisi musik menjadi berhak cipta, asalkan 
memenuhi persyaratan kelayakan tertentu seperti orisinalitas dan upaya 
kreatif yang memadai. Hak cipta pada awalnya adalah milik penulis atau 
Pencipta fiksasi pertama yang mengontrol reproduksi, distribusi, atau 
pertunjukan publik setelahnya dari karya tersebut. Namun, setelah 
komposisi musik direkam dan publikasikan untuk umum, siapa pun dapat 
membuat rekaman dari komposisi lagu tersebut dan merilisnya untuk 
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dijual, asalkan royalti yang ditentukan dibayarkan kepada penulis asli, dan 
tidak ada adaptasi yang tidak sah dari komposisi asli berdasarkan ketentuan 
lisensi wajib undang-undang hak cipta di sebagian besar negara.148 
  Tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, para Pelaku Pertunjukan di 
Malaysia juga memiliki hak eksklusif berupa hak ekonomi yang melekat 
pada diri Pelaku Pertunjukan tersebut. Hak ekslusif Pelaku Pertunjukan 
tersebut diatur di dalam Section 16a Copyright Act 1987, yang berbunyi: 
 Section 16a: 
(1) Performers’ right shall be the exclusive right to 
control in Malaysia: 
a. the communication to the public of a 
performance, except where the performance 
used in such communication is itself a live 
broadcast performance; 
b. the fixation of an unfixed performance; 
c. the reproduction of the fixation of a 
performance; 
d. the first distribution to the public of a fixation of 
a performance, or copies thereof, through sale 
or other transfer of ownership; and 
e. the commercial rental to the public of a fixation 
of a performance, or copies thereof, irrespective 
of the ownership of the copy rented. 
 Secara singkat dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pelaku 
Pertunjukan memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan kepada publik 
tentang suatu pertunjukan, kecuali pertunjukan yang digunakan dalam 
pengumuman tersebut adalah pertunjukan siaran langsung. Pelaku 
Pertunjukan juga di perbolehkan mereproduksi atau memproduksi ulang 
pertunjukannya dan menjual atau mengalihkan kepemilikan haknya. Selain 
                                                 





itu para Pelaku Pertunjukan juga diberi hak untuk menyewakan secara 
komersial kepada publik sebuah fiksasi dari suatu pertunjukan atau 
salinannya, terlepas dari kepemilikan salinan yang disewakannya. 
 Selain memiliki hak ekonomi, Pelaku Pertujukan di Malaysia juga 
memiliki hak moral. Berdasarkan Section 25a Copyright Act 1987, Seorang 
Pelaku Pertunjukan, sehubungan dengan penampilan atau penampilannya 
yang ditetapkan dalam fonogram, berhak untuk mengklaim bahwa dirinya 
sebagai pelaksana penampilannya serta berhak untuk menolak setiap 
distorsi, mutilasi atau modifikasi lain dari penampilannya yang akan 
merusak reputasinya. 
 Pengaturan tentang praktek penggunaan lagu untuk kepentingan 
komersial di Malaysia termaktub dalam bunyi Section 16b Copyright Act 
1987 yang menyebutkan: 
“Where a sound recording is published for commercial 
purposes or a reproduction of such recording is publicly 
performed or used directly for broadcast or other 
communication to the public, an equitable remuneration 
for the performance shall be payable to the performer by 
the user of the sound recording.” 
 Berdasarkan bunyi Pasal di atas, dapat dijelaskan bahwa jika 
rekaman suara diterbitkan untuk tujuan komersial atau reproduksi rekaman 
tersebut dipertunjukan di depan umum atau digunakan secara langsung 
untuk siaran atau komunikasi lain kepada publik, imbalan yang wajar atas 
pertunjukan tersebut harus dibayarkan kepada Pelaku Pertunjukan oleh 





menggunakan sebuah lagu untuk kepentingan komersial, maka mereka 
harus membayar imbalan kepada Pelaku Pertunjukan tersebut. 
 Hak cipta memberikan landasan hukum dan komersial untuk industri 
musik. Meskipun rezim sekarang ini mendukung industri musik, 
penegakan hukum dalam sistem aliran royalti antara pengguna musik dan 
pemegang hak cipta sama sekali tidak bisa secara otomatis. Sistem royalti 
perlu dipantau dan dikelola melalui lembaga pengelolaan yang baik. 
Lembaga pengumpul royalti pertama kali muncul di Eropa pada 
pertengahan abad kesembilan belas dan berkembang pada dekade awal 
abad kedua puluh. Mereka pada dasarnya merupakan monopoli pembuatan 
nirlaba yang dikendalikan oleh anggotanya dan fungsinya adalah memberi 
lisensi kepada penggunaan karya tertentu yang hak ciptanya mereka miliki. 
Selain itu juga dapat memantau penggunaan karya cipta dan 
mengumpulkan royalti serta untuk mendistribusikan pendapatan royalti 
kepada para Pencipta.149 
 Pencipta lagu sama sekali tidak mempunyai akses kepada semua 
penggunaan ciptaan lagunya. Mereka juga tidak dapat mengontrol sendiri 
imbalan ekonomi dari orang-orang yang menggunakan lagunya untuk 
tujuan komersial. Agar mereka bisa mengakses dan mengontrol pendapatan 
ekonomi yang layak dari penggunaan ciptaannya oleh orang lain, di sinilah 
peranan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif yang dapat membantu 
mereka para pencipta. Secara internasional, Lembaga ini dikenal dengan 
                                                 





beberapa penyebutan, seperti Performing Right Society (PRS, Collective 
Management Organization (CMO) dan Collecting Society (CS).150 
 Music Rights Malaysia Berhad (MRM) adalah satu-satunya badan 
lisensi yang ditunjuk oleh MyIPO dan Kementerian Perdagangan Dalam 
Negeri dan Urusan Konsumen Malaysia (MDTCA) untuk melaksanakan 
kegiatan penerbitan lisensi musik dan pengumpulan royalti di Malaysia atas 
nama badan lisensi atau LMK. Namun pada tanggal 27 Juli 2020, MRM 
telah dibubarkan dan kewenangan lisensinya telah dikembalikan ke badan 
perizinan masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif. Badan perizinan 
ini meliputi: 
a. Music Authors ’Copyright Protection Berhad (MACP)151 
  MACP mewakili para komposer, penulis lirik, dan penerbit di 
mana karya mereka disiarkan dan dipertunjukkan di depan umum dan 
mengeluarkan lisensi menyeluruh bagi mereka yang ingin 
menggunakan karya cipta yang dikelola oleh MACP. 
  Fungsi MACP mencakup bisnis pemberi lisensi, organisasi, dan 
individu yang menggunakan musik berhak cipta dengan satu atau 
beberapa cara berikut: 
1) dengan menampilkan musik hak cipta di depan umum kepada 
pelanggan dan staf dan dengan cara pertunjukan langsung dan 
dalam bentuk rekaman (termasuk melalui TV atau radio); 
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2) dengan mengkomunikasikan musik berhak cipta kepada publik 
melalui siaran terestrial atau satelit; 
3) dengan mereproduksi musik hak cipta untuk tujuan komersial; dan 
4) menyewakan musik berhak cipta secara komersial (termasuk 
melalui operator musik seluler). 
 MACP mengklasifikasikan kegiatan pengumuman menjadi 3 
jenis, yaitu terdiri atas Mechanical Music, Featured Music dan Live 
Music. Mechanical Music mengacu pada karya musik dengan 
menggunakan segala bentuk rekaman (termasuk format digital), CD, 
DVD, pemutar kaset, radio dan televisi dan termasuk dari, dan disalin 
ke perangkat digital seperti tablet dan smartphone di mana musik 
disediakan untuk latar belakang saja. Featured Music mengacu pada 
pertunjukan musik oleh DJ dan termasuk musik yang disediakan untuk 
tujuan mengiringi nyanyian oleh pengunjung (karaoke) selain 
penggunaan segala bentuk rekaman (termasuk format digital), CD, 
DVD, pemutar kaset, radio dan televisi dan termasuk dari, dan disalin 
ke perangkat digital seperti tablet dan smartphone. Live Music mengacu 
pada pertunjukan musik oleh artis secara langsung termasuk penyanyi, 
band, musisi, penari, model, dan konduktor. 
b. Public Performers Malaysia Sdn. Berhad (PPM)152 
                                                 
152 Public Performers Malaysia Berhad, https://ppm.my/, diakses pada tanggal 15 Desember 





  PPM mewakili semua perusahaan rekaman Malaysia yang 
memenuhi syarat dan perusahaan rekaman internasional yang memiliki 
lisensi eksklusif anggota PPM untuk mengontrol hak mereka di 
Malaysia. PPM menerbitkan lisensi untuk penggunaan karya berhak 
cipta dalam bentuk suara, video musik dan / atau karaoke rekaman. 
 RPM sebagai Collective Management Organization memiliki 
tujuan utama sebagai berikut: 
1) Memberikan lisensi pertunjukan publik kepada pengguna atas 
Pertunjukan, pertunjukan atau pemutaran Rekaman Musik di depan 
umum dengan cara apa pun, terlepas dari apakah Rekaman Musik 
tersebut, digunakan secara langsung atau tidak langsung di 
Malaysia. 
2) Memberikan lisensi komunikasi publik kepada pengguna atas 
Transmisi Rekaman Musik melalui sarana kabel atau nirkabel 
kepada publik sedemikian rupa sehingga publik dapat mengakses 
Rekaman Musik dari suatu tempat dan pada waktu yang dipilih 
secara individual di Malaysia. 
3) Memberi lisensi reproduksi kepada pengguna atas pembuatan, 
penyalinan dan/atau reproduksi satu atau lebih salinan digital 
Rekaman Musik dari sumber yang sah untuk tujuan Pertunjukan 





4) Memberikan lisensi sewa untuk kepentingan komersial kepada 
pengguna atas Persewaan komersial Rekaman Musik untuk umum 
hanya untuk Tujuan Pertunjukan Publik di Malaysia. 
c. Recording Performers Malaysia Berhad (RPM)153 
  RPM mewakili artis dan musisi dan isu rekaman lisensi untuk 
pengguna yang ingin menggunakan rekaman suara baik dengan 
melakukan perekaman suara secara publik, penyiaran dan/atau 
mengkomunikasikannya kepada publik. RPM sebagai Collective 
Management Organization memiliki tujuan utama sebagai berikut: 
1) Untuk mempromosikan dan menegakkan dengan cara yang sah 
untuk dan atas nama artis rekaman dan musisi sesuai dengan hak 
artis mereka berdasarkan Section 16B Copyright Act 1987 dan 
umumnya untuk mengawasi dan melindungi kepentingan tersebut; 
2) Untuk mengumpulkan dan mengelola royalti (pertunjukan publik, 
penyiaran dan komunikasi kepada publik) untuk pemain yang 
diwakilinya; 
3) Untuk memulai dan meningkatkan hukum yang berkaitan dengan 
perlindungan dan penegakan hak atau kepentingan pelaku dari 
anggota yang diusulkan perusahaan sesuai dengan Copyright Act 
1987; dan 
                                                 
153  Recording Performers Malaysia Berhad, https://www.rpm.my/, diakses pada tanggal 15 





4) Untuk menyebarkan informasi di antara para pelaku tentang hal-hal 
yang mempengaruhi eksploitasi hak mereka. 
 Pada dasarnya, seorang penyanyi dan/atau musisi (termasuk 
sessionist) yang telah berkontribusi dalam produksi rekaman suara 
(rekaman lagu) baik di studio rekaman atau di depan umum, mereka 
berhak mengumpulkan royalti dari pengguna suara tersebut. Merekam 
setiap kali rekaman suara dilakukan di depan umum (misalnya di 
diskotik, lounge, kompleks perbelanjaan, pub, dll.), disiarkan (oleh TV 
atau stasiun radio) dan/atau dikomunikasikan kepada publik (melalui 
kabel, internet, video atau musik sesuai permintaan, dll.) 
 Berdasarkan Section 27a Copyright Act 1987, suatu perkumpulan 
atau organisasi yang bermaksud untuk beroperasi sebagai badan pemberi 
lisensi untuk Pemilik Hak Cipta atau untuk kelas tertentu dari Pemilik Hak 
Cipta harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk 
dinyatakan sebagai badan pemberi lisensi. Badan pemberi izin harus 
memberikan kepada Pengawas salinan laporan laba rugi, neraca dan 
laporan auditor yang diajukan pada rapat umum tahunan badan pemberi 
izin selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal rapat umum tahunan.  
 Menurut Section 27aa Copyright Act 1987, skema lisensi yang 
dioperasikan oleh badan pemberi lisensi dalam kaitannya dengan Hak Cipta 
dalam setiap karya, sejauh terkait dengan lisensi untuk: 
a. mereproduksi karya cipta; 





c. mengkomunikasikan karya cipta kepada publik; 
d. menyiarkan ulang karya cipta; 
e. persewaan komersial dari karya cipta tersebut kepada publik; atau 
f. membuat adaptasi dari karya cipta tersebut. 
 Terkait dengan tarif royalti yang harus dibayarkan oleh para 
pengguna lagu, masing masing Badan Lisensi memiliki tarif royalti yang 
berbeda-beda. Setiap Badan lisesi di beri kebebasan untuk menentukan tarif 
royaltinya masing masing sesuai dengan kelaziman praktek dan keadilan 
saat ini. 
Bagan 3.2. Alur Pengelolaan Royalti di Malaysia 
Pengguna (User): 
Radio, TV, Hotel, 























B. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Hak Cipta Terhadap 
Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial di Indonesia dan 
Malaysia 
1. Persamaan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu 
Untuk Kepentingan Komersial di Indonesia dan Malaysia 
 Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, 
dapat diketahui bahwa Perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan lagu 
untuk kepentingan komersial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan 
di Malaysia diatur dalam Law of Malaysia: Copyright Act 1987 
Amandement Act 332. Pada dasarnya, peraturan mengenai Hak Cipta di 
Indonesia dan di Malaysia memiliki banyak persamaan, dikarenakan 
Indonesia dan Malaysia menyetujui perjanjian-perjanjian internasional 
tentang Hak Cipta yang sama. Berikut ini akan diuraikan tentang 
persamaannya: 
 Persamaan yang pertama yaitu Indonesia dan Malaysia menyetujui 
perjanjian internasional yang sama. Indonesia sudah meratifikasi beberapa. 
Konvensi internasional diantaranya Berne Convention, WIPO Copyright 
Treaty dan WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT).154 
Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the 
Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations Pada tanggal 15 April 
                                                 
154  Antara News, https://www.antaranews.com/berita/32423/indonesia-ratifikasi-sejumlah-






1994, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (Persetujuan TRIP’s) sebagaimana telah disahkan dengan 
UU No. 7 Tahun 1994.155 Ratifikasi dari peraturan tersebut menunjukkan 
keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Berne sebagaimana telah 
disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 
1997 dan WIPO Copy Right Treaty yang telah disahkan dengan Keputusan 
Presiden Nomor 19 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997.156 Pada 8 Januari 2020, 
Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Pengesahan Beijing Treaty on Audiovisual 
Performances (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual).157 
Malaysia menyetujui Konvensi Bern 1886 untuk Perlindungan Karya 
Sastra dan Seni  sebagaimana direvisi oleh Paris Act 1971 pada tanggal 1 
Oktober 1990. Malaysia juga merupakan anggota WTO dan mengikuti 
Perjanjian TRIP’s. Malaysia menyetujui Perjanjian Hak Cipta WIPO pada 
tanggal 27 September 2012 dan Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram 
WIPO (WPPT) pada tanggal 27 September 2012.158 
  Persamaan yang kedua yaitu terkait dengan Hak Eksklusif Pencipta. 
Berdasarkan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pencipta 
atau Pemegang Hak Cipta di Indonesia memiliki hak ekonomi untuk 
                                                 
155  Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, https://bit.ly/39LfIKs, diakses pada tanggal 14 
Desember 2020, pukul 22.35 WIB. 
156  Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, op.cit., hlm. 48. 
157  Hukum Online, https://bit.ly/2YPZ2ep, diakses pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 23.05 
WIB. 
158  Chambers & Partner, https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/copyright-





melakukan: penerbitan ciptaan, Penggandaan ciptaan dalam segala 
bentuknya, penerjemahan ciptaan; pengadaptasian ciptaan, 
pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, Pendistribusian 
Ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, Pengumuman ciptaan, 
Komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Tidak jauh berbeda dengan di 
Indonesia, berdasarkan Section 13 Copyright Law 1987, Pencipta atau 
Pemilik Hak Cipta dan pemilik hak terkait di Malaysia memiliki hak eklusif 
untuk mereproduksi ciptaan dalam bentuk materi apa pun, 
mengumumkannya kepada publik, mempertunjukan atau memainkan 
ciptaan di depan umum, mendistribusikan salinan ciptaannya kepada publik 
melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya dan menyewakan 
sebuah ciptaan secara komersial untuk umum. 
 Persamaan yang ketiga yaitu tentang jangka waktu atau masa 
berlaku perlindungan Hak Terkait kepada Pelaku Pertunjukan. Menurut 
Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masa 
berlaku Pelaku Pertunjukan di Indonesia berlaku selama 50 tahun sejak 
pertunjukannya difiksasi dalam bentuk Fonogram atau audiovisual. 
Selanjutnya di Malaysia berdasarkan Section 23a Copyright Act 1987, 
masa berlaku perlindungan Pelaku Pertunjukan jangka waktunya 50 tahun 
dihitung dari awal tahun kalender berikutnya setelah sebuah ide 
diwujudkan dalam bentuk rekaman suara. Indonesia dan Malaysia sama-
sama memberlakukan masa berlaku perlindungan hak cipta bagi Pelaku 





 Persamaan yang keempat adalah jangka waktu atau masa berlaku 
perlindungan Hak Terkait atas rekaman suara atau fonogram. Berdasarkan 
Pasal 63 Ayat (1) huruf b UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masa 
berlaku rekaman suara atau fonogram berlaku selama 50 tahun sejak 
Fonogramnya difiksasi. Kemudian di Malaysia berdasarkan Section 19 
Copyright Act 1987, masa berlaku fonogram juga berlaku selama 50 tahun 
dihitung dari awal tahun kalender berikutnya setelah rekaman pertama kali 
diterbitkan. Indonesia dan Malaysia sama-sama memberlakukan masa 
berlaku perlindungan hak cipta bagi Produser fonogram selama 50 tahun. 
  Persamaan yang kelima yaitu terkait dengan Pemberian Imbalan 
yang Wajar atas Penggunaan rekaman suara atau fonogram. Berdasarkan 
Pasal 27 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa Pengguna lagu 
harus membayar imbalan yang wajar dalam bentuk royalti kepada Pelaku 
Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan 
Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut 
digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau 
Komunikasi. Kemudian di Malaysia berdasarkan Section 16B Copyright 
Act 1987, bahwa Jika rekaman suara digunakan untuk tujuan komersial atau 
produk rekaman tersebut dilakukan di depan umum atau digunakan secara 
langsung untuk siaran atau komunikasi lainnya kepada publik, imbalan 
yang setara untuk pertunjukan tersebut harus dibayarkan kepada pemilik 





 Berdasarkan uraian persamaan diatas, maka penulis membuat tabel 
sebagai ringkasan untuk memudahkan para pembaca, sebagai berikut: 







vensi Berne 1886 pada 
tanggal 7 Mei 1997. 
Indonesia menyetujui WIPO 
Copy Right Treaty pada 
tanggal 7 Mei 1997. 
Malaysia menyetujui Kon-
vensi Berne 1886 pada 
tanggal 1 Oktober 1990. 
Malaysia menyetujui WIPO 
Copy Right Treaty pada 





Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta serta pemegang hak 
terkait di Indonesia memiliki 
hak eksklusif berupa hak 
ekonomi  
Pencipta atau Pemilik Hak 
Cipta dan pemilik hak terkait 
di Malaysia memiliki hak 






Berlaku selama 50 tahun 
sejak pertunjukan difiksasi 
dalam Fonogram atau 
audiovisual. (Pasal 63 UU. 
No 28 Tahun 2014) 
Berlaku 50 tahun setelah 
pertunjukannya diberikan 
atau ditetapkan dalam 
rekaman suara. (Section 23A 




Berlaku selama 50 tahun 
sejak Fonogram difiksasi.  
Berlaku 50 tahun sejak 





Pengguna harus membayar 
imbalan Pelaku Pertunjukan 
dan Produser Fonogram jika 
Fonogram telah dilakukan 
Pengumuman secara 
komersial. 
Jika rekaman suara 
digunakan untuk tujuan 
komersial, imbalan harus 
dibayarkan kepada pemilik 






2. Perbedaan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu 
Untuk Kepentingan Komersial di Indonesia dan Malaysia 
 Selain memiliki persamaan, Perlindungan Hak Cipta terhadap 
penggunaan lagu secara komersial di Indonesia dan Malaysia juga memiliki 
beberapa perbedaan. Perbedaannya adalah sebagai berikut: 
 Perbedaan yang pertama yaitu masa berlaku atau jangka waktu 
perlindungan Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta dan pemegang Hak 
Cipta atas ciptaannya termasuk lagu didalamnya. Menurut Pasal 58 Ayat 
(1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa masa berlaku 
perlindungan Hak Cipta atas ciptaan di Indonesia berlaku selama  hidup  
Pencipta  dan  terus  berlangsung  selama  70 (tujuh  puluh)  tahun  setelah  
Penciptanya  meninggal  dunia,  terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 
berikutnya. Sedangkan di Malaysia, masa berlaku perlindungan Hak Cipta 
atas ciptaan berdasarkan Section 17 Copyright Act 1987 Hak Ciptanya akan 
tetap ada selama umur Pencipta dan akan terus ada sampai berakhirnya 
jangka waktu 50 (lima puluh) tahun setelah kematiannya. 
 Perbedaan yang kedua yaitu masa berlaku hak siaran. Menurut Pasal 
63 Ayat (1) huruf c UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa masa 
berlaku hak ekonomi Lembaga Penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) 
tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan. Sedangkan di Malaysia, 
berdasarkan Section 20 Copyright Act 1987, masa berlaku perlindungan 
Hak Cipta dalam siaran, berlaku selama 50 tahun dihitung dari awal tahun 





 Perbedaan yang ketiga yaitu terkait Badan Lisensi lagu yang bersifat 
nasional. Berdasarkan Pasal 89 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
bahwa untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik, 
maka dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang 
masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan 
kepentingan pemilik Hak Terkait. Sedangkan di Malaysia tidak memiliki 
badan lisensi yang bersifat nasional. Malaysia pernah memiliki badan 
lisensi yang bersifat nasional yaitu Music Right Malaysia (MRM). Namun 
pada tanggal 27 juli 2020 berdasarkan notis pembatalan perisytiharan 
badan pelesenan MRM berhad no. perisytiharan: LB20170002, Music 
Right Malaysia dibubarkan. Maka dari itu untuk sekarang Malaysia tidak 
memiliki badan pelisensian yang bersifat nasional. 
 Perbedaan yang keempat yaitu berkenaan dengan sistem 
pengelolaan royalti. Sistem pengelolaan royalti di Indonesia bersistem satu 
pintu, yaitu satu-satunya lembaga yang berwenang menarik royalti dari 
para pengguna lagu adalah LMKN di bawah naungan Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia. Para pengguna yang menggunakan lagu untuk 
kepetingan komersial, membayarkan royaltinya kepada LMKN Pencipta 
dan LMKN Hak Terkait berdasarkan tarif royalti yang sudah di tetapkan 
melalui Keputusan Menteri. Nantinya royalti yang sudah dihimpun oleh 
LMKN di berikan kepada LMK yang sudah diberi kuasa oleh Pencipta atau 





Pencipta atau pemegang Hak Cipta dan pemilik hak terkait yang sudah 
menjadi anggota LMK. Berbeda dengan di Indonesia, Malaysia tidak lagi 
menerapkan sistem satu pintu terhadap pengelolaan royaltinya. 
Sebelumnya, Music Rights Malaysia Berhad (MRM) adalah satu-satunya 
badan lisensi yang ditunjuk oleh MyIPO dan Kementerian Perdagangan 
Dalam Negeri dan Urusan Konsumen (MDTCA) untuk melaksanakan 
kegiatan penerbitan lisensi musik dan pengumpulan royalti di Malaysia. 
Namun, MRM telah dibubarkan dan kewenangan lisensinya telah 
dikembalikan ke badan perizinan masing-masing Lembaga Manajemen 
Kolektif yaitu Music Authors Copyright Protection Berhad (MACP), 
Public Performers Malaysia Berhad (PPM) dan Recording Performers 
Malaysia Berhad (RPM). Nantinya para pengguna lagu membeli lisensinya 
langsung kepada LMK sesuai dengan bidangnya masing-masing. 
 Perbedaan yang kelima adalah mengenai besaran tarif royalti yang 
harus dibayarkan oleh para pengguna lagu. Besaran tarif royati yang belaku 
di Indonesia ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri melalui Keputusan 
Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti 
untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan 
dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Sedangkan di Malaysia, 
besaran tarif royalti yang harus dibayarkan oleh para pengguna ditentukan 





masing badan lisensi meliliki besaran tarif royalti yang berbeda-beda sesuai 
dengan bidangnya.  
 Berdasarkan uraian perbedaan yang telah dijelaskan diatas, untuk 
lebih singkatnya dapat dilihat pada tabel perbedaan di bawah: 






Hak Cipta  
Berlaku selama  hidup  
Pencipta  ditambah  70 tahun  
setelah  Pencipta  meninggal  
dunia (Pasal 58 UU No. 28 
Tahun 2014) 
Berlaku selama hidup 
Pencipta ditambah 50 tahun 
setelah kematiannya. (Section 




Berlaku selama 20 tahun 
sejak karya siarannya 
pertama kali disiarkan. 
(Pasal 63 UU No. 28 Tahun 
2014) 
Berlaku selama 50 tahun 
setelah tahun pertama kali 
siaran dibuat. (Section 20 
Copyright Act 1987) 
Badan Lisensi 
Nasional 
Terdapat badan lisensi yang 
bersifat nasional yaitu 
LMKN. 
Malaysia tidak memiliki 





Sistem pengelolaan royalti 
di Indonesia bersistem satu 
pintu.  
Sistem Pengelolaan royalti di 
Malaysia tidak lagi bersistem 
satu pintu  
Tarif Royalti 
Tarif royalti atau biaya 
lisensi para pengguna di 
tetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri. 
Tarif Royalti atau biaya 
lisensi yang harus dibayarkan 
oleh pengguna ditentukan 








 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah jelaskan 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan 
komersial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah Republik Indonesia 
telah menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay 
Round of Multilateral Trade Negotiations yang mencakup Persetujuan 
TRIP’s, sebagaimana telah disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1994. 
Ratifikasi dari peraturan tersebut menunjukkan keikutsertaan Indonesia 
dalam Konvensi Berne dan WIPO Copy Right Treaty. Kemudian 
Perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan 
komersial di Malaysia diatur dalam Law of Malaysia Act 332 Copyright Act 
1987. Malaysia menyetujui Konvensi Berne 1886 untuk Perlindungan 
Karya Sastra dan Seni sebagaimana direvisi oleh Paris Act 1971 pada 
tanggal 1 Oktober 1990. Malaysia juga merupakan anggota dari WTO dan 
mengikuti Perjanjian TRIP’s. Malaysia menyetujui Perjanjian WIPO 
Copyright Treaty (WCT) pada tanggal 27 September 2012 dan Perjanjian 






2. Perbandingan mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan lagu 
untuk kepentingan komersial antara Indonesia dan Malaysia memiliki 
persamaan dan perbedaan. Secara garis besar, aturan perlindungan Hak 
cipta di Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan, lantaran kedua 
negara tersebut menyetujui perjanjian internasional yang sama, diantaranya 
yaitu Bern Convention, WIPO Copyright Treati (WCT) dan WIPO 
Performance and Phonogram Treaty (WPPT). Walaupun memiliki banyak 
kesamaan, tetap saja terdapat sedikit perbedaan dalam aturan dikedua 
negara, yaitu diantaranya: Pertama, masa berlaku perlindungan Hak Cipta 
di Indonesia berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah 
kematiannya, sedangkan di Malaysia berlaku selama hidup pencipta 
ditambah 50 tahun setelah kematiannya. Kedua, masa berlaku Perlindungan 
hak ekonomi Lembaga Penyiaran di Indonesia berlaku selama 20 tahun, 
sedangkan di Malaysia berlaku selama 50 tahun. Ketiga, Indonesia memiliki 
badan lisensi yang bersifat nasional yaitu Lembaga Manajemen Kolektif 
Nasional (LMKN), sedangkan di Malaysia tidak terdapat badan lisensi yang 
bersifat nasional. Keempat, sistem pengelolaan royalti di Indonesia 
bersistem satu pintu atau one-gate policy, sedangkan sistem pengelolaan 
royalti di Malaysia tidak bersistem satu pintu. Kelima, besaran tarif royati 
pengguna lagu di Indonesia ditetapkan berdasarkan keputusan menteri, 
sedangkan di Malaysia, besaran tarif royalti yang harus dibayarkan oleh 
para pengguna ditentukan oleh masing-masing badan pemberi lisensi yang 






 Adapun saran dari penulis terkait dengan permasalahan dalam 
penelitian ini yaitu diantaranya: 
1. Perlunya sosialisasi lebih luas lagi kepada masyarakat terutama kepada 
para pengguna lagu yang memanfaatkan lagu untuk kepentingan komersial 
dikarenakan masih kurangnya pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang 
terdapat di dalam undang-undang dan kurangnya kesadaran terhadap 
penghargaan karya cipta orang lain dan karenanya perlu ditumbuhkan, 
termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan 
musik, baik di Indonesia maupun di Malaysia. 
2. Berdasarkan perbandingan yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat 
menjadi tolak ukur dan bisa digunakan untuk bisa saling mencontoh antar 
negara satu sama lain terkait dengan hukum di Indonesia dan di Malaysia, 
mengingat Indonesia dan Malaysia menggunakan sistem hukum yang 
berbeda. Misalnya dalam hak sistem pengelolaan royalti di Indonesia dan 
Malaysia. Masing-masing negara harus saling mengamati tentang 
perkembangan penerapan sistem pengelolaan royalti dikedua negara, 
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No. 266, 2014 HUKUM. Hak Cipta. Perlindungan. Jaminan Kepastian. 
Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5599) 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 2014 
TENTANG 
HAK CIPTA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di 
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang 
mempunyai peranan strategis dalam mendukung 
pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan 
umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan 
peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum 






c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai 
perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak 
terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut 
dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan 
kreator nasional mampu berkompetisi secara 
internasional; 
d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak 
cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum 
dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan 
Undang-Undang yang baru; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta. 
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 





Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 





nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau 
bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 
sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 
keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang 
menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima 
lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak 
eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. 
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. 
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali 
merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara 
atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara 
atau bunyi lain. 
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran 
publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun 
lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan 
tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam 
bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan 
agarkomputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil 
tertentu. 
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. 
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan 
menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan 






12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan 
Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, 
secara permanen atau sementara. 
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau 
keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan 
melalui perangkat apapun. 
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi 
suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi 
atau Ciptaan audiovisual lainnya. 
15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa 
kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat 
transmisi berasal. 
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah 
pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau 
media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk 
penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses 
publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. 
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan 
dan/atau produk Hak Terkait. 
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa 
dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. 
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada 
Menteri. 
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau 
Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas 
Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. 
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau 
Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. 
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum 





Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan 
mendistribusikan royalti. 
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara 
tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas 
untuk memperoleh keuntungan ekonomi. 
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk 
Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari 
berbagai sumber atau berbayar. 
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak 
Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang 
berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak 
Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. 
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum. 
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 
28. Hari adalah Hari kerja. 
Pasal 2 
Undang-Undang ini berlaku terhadap: 
a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan 
hukum Indonesia; 
b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan 
penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama 
kali dilakukan Pengumuman di Indonesia; 
c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau 
produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, 
dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan: 
1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik 





2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta 
dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta 
dan Hak Terkait. 
Pasal 3 
Undang-Undang ini mengatur: 
a. Hak Cipta; dan 






Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif 




(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat 
secara abadi pada diri Pencipta untuk: 
a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 
sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; 
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi 
Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan 
diri atau reputasinya. 
(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama 





wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
setelah Pencipta meninggal dunia. 
(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya 
dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan 
secara tertulis. 
Pasal 6 
Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 
Pencipta dapat memiliki: 
a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau 
b. informasi elektronik Hak Cipta. 
Pasal 7 
(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 
meliputi informasi tentang: 
a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi 
Ciptaan dan Penciptanya; dan 
b. kode informasi dan kode akses. 
(2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
meliputi informasi tentang: 
a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan 
dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan; 
b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya; 
c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta; 
d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan; 
e. nomor; dan 
f. kode informasi. 
(3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 









Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
Pasal 8 
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. 
Pasal 9 
(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 
a. penerbitan Ciptaan; 
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 
c. penerjemahan Ciptaan; 
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 
f. pertunjukan Ciptaan; 
g. Pengumuman Ciptaan; 
h. Komunikasi Ciptaan; dan 
i. penyewaan Ciptaan. 
(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 
(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang 
melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. 
Pasal 10 
Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau 
penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat 







(1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap 
Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan 
Ciptaan kepada siapapun. 
(2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program 
Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek 
esensial dari penyewaan. 
Paragraf 2 
Hak Ekonomi atas Potret 
Pasal 12 
(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, 
Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang 
dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa 
persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. 
(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, 
dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat 
Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada 
dalam Potret atau ahli warisnya. 
Pasal 13 
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa 
orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai 
pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku 
Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat 
pertunjukan berlangsung. 
Pasal 14 
Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses 





Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari 
seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret. 
Pasal 15 
(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, 
lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak 
melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau 
Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran 
tanpa persetujuan Pencipta. 
(2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 
Paragraf 3 
Pengalihan Hak Ekonomi 
Pasal 16 
(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. 





e. perjanjian tertulis; atau 
f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. 
(4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana 








(1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang 
Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan 
seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada 
penerima pengalihan hak atas Ciptaan. 
(2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh 
atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta yang sama. 
Pasal 18 
Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan 
atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan 
tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat 
perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. 
Pasal 19 
(1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan 
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya 
meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut 






Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif 
yang meliputi: 
a. hak moral Pelaku Pertunjukan; 
b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan; 





d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran. 
Bagian Kedua 
Hak Moral Pelaku Pertunjukan 
Pasal 21 
Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku 
Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan 
apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. 
Pasal 22 
Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak 
untuk: 
a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui 
sebaliknya; dan 
b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau 





Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan 
Pasal 23 
(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi. 
(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk 
melakukan: 
a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; 
b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi; 
c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; 
d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya; 





f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. 
(3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak 
berlaku terhadap: 
a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; 
atau 
b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga 
Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan. 
(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku 
terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan. 
(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam 
suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan 
membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. 
Paragraf 2 
Hak Ekonomi Produser Fonogram 
Pasal 24 
(1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi. 
(2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain 
untuk melakukan: 
a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; 
b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; 
c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan 
d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses 
publik. 
(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku 
terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah 
dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain. 
(4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram 







Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran 
Pasal 25 
(1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi. 
(2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain 
untuk melakukan: 
a. Penyiaran ulang siaran; 
b. Komunikasi siaran; 
c. Fiksasi siaran; dan/atau 
d. Penggandaan Fiksasi siaran. 
(3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan 




Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak 
berlaku terhadap: 
a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk 
pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan 
informasi aktual; 
b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan 
penelitian ilmu pengetahuan; 
c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 
pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan 
Pengumuman sebagai bahan ajar; dan 
d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait 







Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram 
Pasal 27 
(1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus 
dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk 
kepentingan komersial. 
(2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan 
Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara 
komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung 
untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi. 
(3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman. 
Pasal 28 
Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku 
Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya. 
Paragraf 6 
Pengalihan Hak Ekonomi 
Pasal 29 
Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 
17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi 
atas produk Hak Terkait. 
Pasal 30 
Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau 
dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada 









Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang 
namanya: 
a. disebut dalam Ciptaan; 
b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; 
c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau 
d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta. 
Pasal 32 
Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak 
menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah 
tersebut dianggap sebagai Pencipta. 
Pasal 33 
(1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 
2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang 
memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. 
(2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta 
yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta 
masing-masing atas bagian Ciptaannya. 
Pasal 34 
Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh 
Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang 
dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan. 
Pasal 35 
(1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh 






(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara 
komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan 
dalam bentuk Royalti. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara 
komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Pasal 36 
Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang 
dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat 
Ciptaan. 
Pasal 37 
Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, 
Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum 
tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap 
sebagai Pencipta yaitu badan hukum. 
BAB V 
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI 
Bagian Kesatu 
Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya 
Tidak Diketahui 
Pasal 38 
(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. 
(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya 
tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas 







(1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum 
dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara 
untuk kepentingan Pencipta. 
(2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui 
Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak 
Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman 
untuk kepentingan Pencipta. 
(3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak 
yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh 
Negara untuk kepentingan Pencipta. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak 
berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat 
membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut. 
(5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 
dilaksanakan oleh Menteri. 
Bagian Kedua 
Ciptaan yang Dilindungi 
Pasal 40 
(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, 
dan sastra, terdiri atas: 
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 
karya tulis lainnya; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 





g. karya seni terapan; 
h. karya arsitektur; 
i. peta; 
j. karya seni batik atau seni motif lain; 
k. karya fotografi; 
l. Potret; 
m. karya sinematografi; 
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 
modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 
budaya tradisional; 
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 
Program Komputer maupun media lainnya; 
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan 
karya yang asli; 
r. permainan video; dan 
s. Program Komputer. 
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai 
Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. 
(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk 
pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman 
tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan 
Penggandaan Ciptaan tersebut. 
Bagian Ketiga 
Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta 
Pasal 41 
Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: 





b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data 
walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau 
digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan 
c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah 
teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. 
Pasal 42 
Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: 
a. hasil rapat terbuka lembaga negara; 
b. peraturan perundang-undangan; 
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 
e. kitab suci atau simbol keagamaan. 
BAB VI 
PEMBATASAN HAK CIPTA 
Pasal 43 
Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: 
a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang 
negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 
b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala 
sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan 
dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan 
tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, 
Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan; 
c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, 
Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan 
ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 
d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi 
informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau 
menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan 





e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil 
Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, 
pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan 
kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 44 
(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan 
dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial 
tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau 
dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 
a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 
b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; 
c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 
d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. 
(2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang 
kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna 
huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai 
pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara 
lengkap, kecuali bersifat komersial. 
(3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan 
berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi 
penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan 
dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana 







(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang 
dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: 
a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan 
b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah 
untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. 
(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi 
Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. 
Pasal 46 
(1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan 
Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan 
tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 
(2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak mencakup: 
a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; 
b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; 
c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; 
d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 
(1); dan 
e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan 
dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 
Pasal 47 
Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat 
membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta dengan cara: 
a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, 






1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa Salinan tersebut hanya 
akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; 
2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara 
berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling 
berhubungan; dan 
3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif 
kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang 
digandakan. 
b. salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal Salinan hilang, 
rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakan atau lembaga arsip 
lain dengan syarat: 
1. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam 
kondisi wajar; atau 
2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan 
secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang 
tidak saling berhubungan. 
c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi 
antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga 
arsip. 
Pasal 48 
Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi 
yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap 
pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa: 
a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam 
media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh 
Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu 
Ciptaan; 
b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau 





c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada 
publik. 
Pasal 49 
(1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta 
jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan: 
a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara 
digital dalam media penyimpanan; 
b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi 
Ciptaan; dan 
c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara 
otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali. 
(2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan 
fasilitasnya sendiri.  
(3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.  
(4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang 
mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi. 
Pasal 50 
Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi 
Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, 
atau pertahanan dan keamanan negara. 
Pasal 51 
(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau 
Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain 
untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan 
ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta. 
(2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau 





mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan 
ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus 
mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta. 
BAB VII 
SARANA KONTROL TEKNOLOGI 
Pasal 52 
Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat 
tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan 
atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk 
kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan, atau diperjanjikan lain. 
Pasal 53 
(1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau 
penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib 
memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh 
instansi yang berwenang. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data 
berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
BAB VIII 
KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
Pasal 54 
Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis 
teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: 
a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak 





b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar 
negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran 
Hak Cipta dan Hak Terkait; dan 
c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun 
terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan. 
Pasal 55 
(1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait 
melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat 
melaporkan kepada Menteri. 
(2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri 
merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup 
sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem 
elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. 
(4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari 
setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan. 
Pasal 56 
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses 
pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem 
elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. 
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak 
akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem 
elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas 






MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT 
Bagian Kesatu 
Masa Berlaku Hak Cipta 
Paragraf 1 
Masa Berlaku Hak Moral 
Pasal 57 
(1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, 
huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu. 
(2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan 
huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan 
yang bersangkutan. 
Paragraf 2 
Masa Berlaku Hak Ekonomi 
Pasal 58 
(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: 
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 
g. karya arsitektur; 
h. peta; dan 





berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) 
tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 
berikutnya. 
(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) 
orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang 
meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun 
sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 
(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima 
puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. 
Pasal 59 
(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: 
a. karya fotografi; 
b. Potret; 
c. karya sinematografi; 
d. permainan video; 
e. Program Komputer; 
f. perwajahan karya tulis; 
g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 
modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi 
budaya tradisional; 
i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 
Program Komputer atau media lainnya; dan 
j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan 
karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali 
dilakukan Pengumuman. 
(2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 







(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. 
(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh 
negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 
(lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan 
Pengumuman. 
(3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan 
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 
50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan 
Pengumuman. 
Pasal 61 
(1) Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan 
Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian 
yang terakhir. 
(2) Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang 
terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala 
dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan 
tersendiri. 
Bagian Kedua 
Masa Berlaku Hak Terkait 
Paragraf 1 
Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan 
Pasal 62 
Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara 







Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan 
Lembaga Penyiaran 
Pasal 63 
(1) Pelindungan hak ekonomi bagi: 
a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 
pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual; 
b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 
Fonogramnya difiksasi; dan 
c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya 
siarannya pertama kali disiarkan. 
(2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 
BAB X 




(1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk 
Hak Terkait. 
(2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. 
Pasal 65 
Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau 
tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau 







Tata Cara Pencatatan 
Pasal 66 
(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, 
pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik 
dan/atau non elektronik dengan: 
a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya; 
b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan 
c. membayar biaya. 
Pasal 67 
(1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) 
diajukan oleh: 
a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau 
produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang 
membuktikan hak tersebut; atau 
b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan 
hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 
(2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus 
dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. 
(3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui 
konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa. 
Pasal 68 
(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui 





sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan 
atau objek kekayaan intelektual lainnya. 
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 
bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan. 
(4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam 
waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya 
Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
66 dan Pasal 67. 
Pasal 69 
(1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam 
daftar umum Ciptaan. 
(2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak 
Terkait; 
b. tanggal penerimaan surat Permohonan; 
c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan 
Pasal 67; dan 
d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait. 
(3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh 
setiap Orang tanpa dikenai biaya. 
(4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak 
Terkait. 
Pasal 70 
Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 
ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada 







(1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum 
Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan 
petikan resmi. 
(2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan dikenai biaya. 
Pasal 72 
Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan 
merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk 
Hak Terkait yang dicatat. 
Pasal 73 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak 
Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Bagian Ketiga 
Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait 
Pasal 74 
(1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena: 
a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai 
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait; 
b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 
60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61; 
c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau 
d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan 
keamanan negara, atau peraturan perundangundangan yang 
penghapusannya dilakukan oleh Menteri. 
(2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang 
namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak 






Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan 
produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Bagian Keempat 
Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait 
Pasal 76 
(1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas 
Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak. 
(2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak 
kepada Menteri. 
(3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar 
umum Ciptaan dengan dikenai biaya. 
Pasal 77 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan 
produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Bagian Kelima 
Perubahan Nama dan/atau Alamat 
Pasal 78 
(1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya 
tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, 
atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan 
tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait 
yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri. 
(2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya 





atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan 
dikenai biaya. 
Pasal 79 
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
BAB XI 




(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait 
berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis 
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 
Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). 
(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka 
waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. 
(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada 
Pemegang Hak Cipta atau pemilik HakTerkait selama jangka waktu Lisensi. 
(4) Penentuan besaran Royalti sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara 
pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang 
Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. 
(5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan 
kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. 
Pasal 81 
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat 
melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk 
melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 






(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian 
perekonomian Indonesia. 
(2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau 
mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya. 
Pasal 83 
(1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian 
Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. 
(2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi. 
(3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum 
terhadap pihak ketiga. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi 




Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau 
Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan 
berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan 
pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan 
pengembangan. 
Pasal 85 
Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam 





kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan 
pengembangan kepada Menteri. 
Pasal 86 
(1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, 
Menteri dapat: 
a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri 
penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik 
Indonesia dalam waktu yang ditentukan; 
b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan 
izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau 
Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu 
yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak 
melaksanakan sendiri; atau 
c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan 
Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 
(2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang 
ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut 
belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
(3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan setelah lewat jangka waktu: 
a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam 
dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan 
Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan 
buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; dan 
c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman 
dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara 





(4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf 
c disertai imbalan yang wajar. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
BAB XII 
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF 
Pasal 87 
(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, 
pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat 
menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan 
Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. 
(2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak 
Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. 
(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan 
Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti 
atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. 
(4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan 
dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang 
pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan 
Lembaga Manajemen Kolektif. 
Pasal 88 
(1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) 
wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri. 
(2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: 
a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba; 
b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak 





c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) 
orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau 
musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima 
puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik 
Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya; 
d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan 
e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada 
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. 
(3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari 
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, 
dan mendistribusikan Royalti. 
Pasal 89 
(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 
(dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing 
merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: 
a. kepentingan Pencipta; dan 
b. kepentingan pemilik Hak Terkait. 
(2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan 
Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. 
(3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua 
Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan 
besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen 
Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan 
keadilan. 
(4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh 
Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 







Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga 
Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang 
dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan 
diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 
1 (satu) media elektronik. 
Pasal 91 
(1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional 
paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang 
dikumpulkan setiap tahunnya. 
(2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif 
berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat 
menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari 
jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. 
Pasal 92 
(1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 
(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan 
Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri 
mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif. 
Pasal 93 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin 










Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), 
Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) 
merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan 






(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternative 
penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. 
(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
Pengadilan Niaga. 
(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) 
tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. 
(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk 
Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya 
dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus 
menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum 
melakukan tuntutan pidana. 
Pasal 96 
(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli 






(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan 
sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak 
Cipta dan/atau Hak Terkait. 
(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau 
pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
Pasal 97 
(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain 
yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan 
Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. 
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta 
dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar. 
Pasal 98 
(1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi 
hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan 
sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak 
moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 
(2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak 
mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap 
Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku 
Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22. 
Pasal 99 
(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan 
gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau 
produk Hak Terkait. 
(2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang 





pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak 
Terkait . 
(3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak 
Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan 
sela kepada Pengadilan Niaga untuk: 
a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau 
Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk 
menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; 
dan/atau 
b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, 
dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak 
Cipta dan produk Hak Terkait. 
Bagian Kedua 
Tata Cara Gugatan 
Pasal 100 
(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. 
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan 
Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut 
didaftarkan. 
(3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani 
pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. 
(4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua 
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal 
gugatan didaftarkan. 
(5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, 
Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang. 
(6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam 







(1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari 
sejak gugatan didaftarkan. 
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut 
dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari. 
(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum. 
(4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari 




(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 
ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi. 
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 
14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga 
diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan 
Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang 
besarannya ditetapkan oleh pengadilan. 
(4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal 
permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah 
ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan 
tanggal pendaftaran. 
(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 







(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera 
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung 
sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. 
(2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 
(tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori 
kasasi. 
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera 
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung 
sejak termohon kasasi menerima memori kasasi. 
(4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada 
pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak 
panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi. 
(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada 
Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung 
sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
Pasal 104 
(1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung 
menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang. 
(2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung 
sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 
(3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi 
kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak 
putusan kasasi diucapkan. 
(4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon 
kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera 







Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau 
Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk 
menuntut secara pidana. 
BAB XV 
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN 
Pasal 106 
Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau 
Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk: 
a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak 
Terkait ke jalur perdagangan; 
b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang 
berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut; 
c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; 
dan/atau 
d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. 
Pasal 107 
(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, 
Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan 
Niaga dengan memenuhi persyaratan: 
a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait; 
b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak 
Terkait; 
c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen 
yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan 
pembuktian; 
d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga 
melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan 





e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang 
yang akan dikenai penetapan sementara. 
(2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat 
ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta 
atau Hak Terkait. 
Pasal 108 
(1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat 
permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam 
waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua 
Pengadilan Niaga. 
(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya 
permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua 
Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa 
permohonan penetapan sementara. 
(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan 
untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara. 
(4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan 
Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan. 
(5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara 
pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. 
(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga 
memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara 
dengan disertai alasan. 
Pasal 109 
(1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana 





dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung 
sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan. 
(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan 
bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung 
sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal 
dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan 
untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan. 
(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka: 
a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon 
penetapan; 
b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran 
Hak Cipta; dan/atau 
c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai 
negeri sipil. 
(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah 
dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara 




(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana Hak Cipta dan Hak Terkait. 





a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 
b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan 
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 
c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 
d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang 
bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 
f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap 
bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 
g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; 
h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, 
penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan 
terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan 
i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak 
pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. 
(3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat 
meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan 
kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
(5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri 
sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian 





(6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e 
dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Pasal 111 
(1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti 




Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
Pasal 113 
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau 
huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 





(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau 
huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 
Pasal 114 
Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang 
dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan 
barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan 
yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Pasal 115 
Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya 
melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, 
Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial 
baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
Pasal 116 
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 





f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
Pasal 117 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp100.000.000 ( seratus juta 
rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, 
dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
Pasal 118 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 





c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
Pasal 119 
Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan 
penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Pasal 120 





Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 
a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam 
proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta; 
b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat 
pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih 
tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir; 
c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau 
musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku 
sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir; 
d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan 





e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi 
profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum 
Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya 
Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; 
f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana 
dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini; 
g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada 
yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan 
Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan 
berubah menjadi Lembaga Manajamen Kolektif dalam jangka waktu paling 
lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. 
Pasal 122 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau 
hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang 
dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang 
telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada 
Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah 
mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya 
kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; 
b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini 
belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak 
Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak 




Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan 





2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini. 
Pasal 124 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 125 
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) 
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
Pasal 126 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Oktober 2014 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Oktober 2014 
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LAWS OF MALAYSIA 
Act 332 
COPYRIGHT ACT 1987 
 
An Act to make better provisions in the law relating to copyright and for other 
matters connected therewith. 
[1 December 1987; P.U. (B) 586/1987] 
BE IT ENACTED by the Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong with the 
advice and consent of the Dewan Negara and Dewan Rakyat in Parliament 
assembled, and by the authority of the same, as follows: 
Part I 
PRELIMINARY 
Short title, application and commencement 
1.  (1) This Act may be cited as the Copyright Act 1987 and shall come into force 
on such date as the Minister may, by notification in the Gazette, appoint 
and different dates may be appointed for the coming into force of different 
provisions of this Act. 
 (2)  This Act shall apply throughout Malaysia. 
Extent of application 
2.  (1)  Subject to this section and section 59a and regulations made under section 
59a, this Act shall apply in relation to works made before the 
commencement of this Act as it applies in relation to works made after the 
commencement of this Act: 
  Provided that this section shall not be construed as reviving any copyrights 
which had expired before the commencement of this Act. 
 (2)  Where only by virtue of subsection (1) copyrights subsist in works that were 
made before the commencement of this Act, nothing done before the 
commencement of this Act shall be taken to constitute an infringement of 
those copyrights. 
 (3)  For the purposes of this section, a work the making of which extended over 
a period of time shall not be deemed to have been made before the 
commencement of this Act unless the making of the work was completed 
before such commencement. 
Interpretation 
3.  In this Act, unless the context otherwise requires— 





(a) in relation to a literary work, a version of the work (whether in its original 
language or a different language) in which it is converted into a dramatic 
work; 
(b) in relation to a dramatic work, a version of the work (whether in its original 
language or a different language) in which it is converted into a literary 
work; 
(c) in relation to a literary or dramatic work— 
(i) a translation of the work; 
(ii) a version of the work in which the story or action is conveyed wholly 
or mainly by means of pictures in a form suitable for reproduction in a 
book or in a newspaper, magazine or similar periodical; 
(d) in relation to a literary work in the form of a computer program, a version 
of the work, whether or not in the language, code or notation in which the 
work was originally expressed not being a reproduction of the work; 
(e) in relation to a musical work, an arrangement or transcription of the work; 
(f) in relation to a literary or artistic work, a version of the work (whether in its 
original language or a different language) in which it is converted into a 
film; 
“appointed date” has the same meaning as is assigned to that expression in the 
Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002 [Act 617]; 
“artistic work” means— 
(a) graphic work, photograph, sculpture or collage, irrespective of artistic 
quality; 
(b) a work of architecture being a building or a model for a building; or 
(c) a work of artistic craftsmanship, 
but does not include a layout-design within the meaning of the Layout-Designs of 
Integrated Circuits Act 2000 [Act 601]; 
“Assistant Controller” means the person appointed or deemed to have been 
appointed to be an Assistant Controller under subsection 5(2) or (3); 
“author”— 
(a) in relation to literary works, means the writer or the maker of the works; 
(b) in relation to musical works, means the composer; 
(c) in relation to artistic works other than photographs, means the artist; 
(d) in relation to photographs, means the person by whom the arrangements for 
the taking of the photograph were undertaken; 
(e) in relation to films or sound recordings, means the person by whom the 
arrangements for the making of the film or recording were undertaken; 





(i) the person transmitting the programme, if he has responsibility for 
the selection of its contents; or 
(ii) any person providing the programme who makes with the person 
transmitting it the arrangements necessary for its transmission; 
(g) in relation to any other cases, means the person by whom the work was 
made; 
“broadcast” means a transmission, by wire or wireless means, of visual images, 
sounds or other information which— 
(a) public; or 
(b) is transmitted for presentation to members of the public, 
and includes the transmission of encrypted signals where the means for decrypting 
are provided to the public by the broadcasting service or with its consent; 
 “broadcasting service” means any service of radio or television broadcast, 
operated under the general direction and control of or under licence by the 
Government, in any part of Malaysia; 
 “building” includes any fixed structure, and a part of a building or fixed 
structure; 
 “citizen” includes a person who, if he had been alive on the relevant day, would 
have qualified for citizenship under the Federal Constitution; 
 “communication to the public” means the transmission of a work or 
performance through wire or wireless means to the public, including the making 
available of a work or performance to the public in such a way that members of the 
public may access the work or performance from a place and at a time individually 
chosen by them; 
 “computer program” means an expression, in any language, code or notation, of 
a set of instructions (whether with or without related information) intended to cause 
a device having an information processing capability to perform a particular 
function either directly or after either or both of the following: 
(a) conversion to another language, code or notation; 
(b) reproduction in a different material form; 
 “Controller” means the Controller of Copyright as designated in subsection 
5(1); 
 “copy” means a reproduction of a work in written form, in the form of a 
recording or film, or in any other material form; 
 “copyright” means copyright under this Act; 
 “Corporation” means the Intellectual Property Corporation of Malaysia 





 “Deputy Controller” means the person appointed or deemed to have been 
appointed to be a Deputy Controller under subsection 5(2) or (3); 
 “derivative works” means the works mentioned in paragraphs 8(1)(a) and (b); 
 “educational institution” shall have the same meaning as assigned to it in the 
Education Act 1961 [Act 550]; 
 “film” means any fixation of a sequence of visual images on material of any 
description, whether translucent or not, so as to be capable by use of that material 
with or without any assistance of any contrivance— 
(a) of being shown as a moving picture; or 
(b) of being recorded on other material, whether translucent or not by the use 
of which it can be so shown, 
and includes the sounds embodied in any soundtrack associated with a film; 
 “fixation” means the embodiment of sounds, images or both, or the 
representation thereof, in a material form sufficiently permanent or stable to permit 
them to be perceived, reproduced or otherwise communicated during a period of 
more than transitory duration by using a device; 
 “future copyright” means copyright which will or may come into existence in 
respect of any future works or class of works or other subject matter, or on the 
coming into operation of any provision of this Act, or in any future event; 
 “Government” means the Government of Malaysia or the Government of any 
State; 
 “graphic work” includes— 
(a) any painting, drawing, diagram, map, chart or plan; and 
(b) any engraving, etching, lithograph, woodcut or similar work; 
 “infringing copy”— 
(a) in relation to copyright, means any reproduction of any work eligible for 
copyright under this Act the making of which constitutes an infringement 
of the copyright in the work or, in the case of any article imported into 
Malaysia without the consent of the owner of the copyright, the making of 
which was carried out without the consent of the owner of the copyright; 
(b) in relation to performers’ right, means any reproduction of any recording 
of a performance the making of which constitutes an infringement of the 
performers’ right or, in the case of any recording imported into Malaysia 
without the consent of the performer, the making of which was carried out 
without the consent of the performer; 
 “licence” means a lawfully granted licence in writing, permitting the doing of 





 “licensing body” means a society or organization which is declared as a 
licensing body under section 27a; 
 “licensing scheme” means a scheme (including anything in the nature of a 
scheme, whether described as a scheme or as a tariff or by any other name) setting 
out— 
(a) the classes of case in which the operator of the scheme, or the person on 
whose behalf he acts, is willing to grant copyright licences; and 
(b) the terms on which licences would be granted in those classes of case; 
 “literary work” includes— 
(a) novels, stories, books, pamphlets, manuscripts, poetical works and other 
writings; 
(b) plays, dramas, stage directions, film scenarios, broadcasting scripts, 
choreographic works and pantomimes; 
(c) treatises, histories, biographies, essays and articles; 
(d) encyclopedias, dictionaries and other works of reference; 
(e) letters, reports and memoranda; 
(f) lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; 
(g) tables or compilations, whether or not expressed in words, figures or 
symbols and whether or not in a visible form; and 
(h) computer programs, 
but does not include official texts of the Government or statutory bodies of a 
legislative or regulatory nature, or judicial decisions, or political speeches and 
political debates, or speeches delivered in the course of legal proceedings, and the 
official translation thereof; 
 “performance”— 
(a) includes— 
(i) a performance of a dramatic work, or part of such a work, including 
such a performance given with the use of puppets, or the 
performance of an improvised dramatic work; 
(ii) a performance of a musical work or part of such a work, or the 
performance of an improvised musical work; 
(iii) the reading, recitation or delivery of a literary work, or part of such 
a work, or the reading, recitation or delivery of an improvised 
literary work; 
(iv) a performance of a dance; 
(v) a performance of a circus act or a variety act or any similar 
presentation or show; or 





which is given live by one or more persons in Malaysia, whether in the presence of 
an audience or otherwise; but 
(b) does not include— 
(i) any reading, recital or delivery of any item of news or information; 
(ii) any performance of a sporting activity; or 
(iii) a participation in a performance by a member of an audience; 
 “manuscript”, in relation to a work, means the original document embodying 
the work, whether written by hand or not; 
 “material form”, in relation to a work or a derivative work, includes any form 
(whether visible or not) of storage from which the work or derivative work, or a 
substantial part of the work or derivative work can be reproduced; 
 “Minister” means the Minister for the time being charged with the responsibility 
for intellectual property; 
 “musical work” means any musical work, and includes works composed for 
musical accompaniment; 
 “performer” means an actor, singer, musician, dancer or any person who acts, 
sings, delivers, declaims, plays in, interprets, or otherwise performs a performance; 
 “performers’ right” means the performers’ right under this Act; 
 “photograph” means a recording of light or other radiation on any medium on 
which an image is produced or from which an image may by any means be 
produced, and which is not part of a film; 
 “premises” means any place, stationary or otherwise established or set up by 
any person, whether such place is with or without enclosure, and also includes 
vehicles, aircraft, ships and any other vessel; 
 “qualified person”,— 
(a) in relation to an individual, means a person who is a citizen of, or a 
permanent resident in, Malaysia; and 
(b) in relation to a body corporate, means a body corporate established in 
Malaysia and constituted or vested with legal personality under the laws of 
Malaysia; 
 “rebroadcast” means a simultaneous or subsequent broadcast by one 
broadcasting service of the broadcast of another broadcasting service, whether 
situated in Malaysia or abroad, and includes diffusion of such broadcast over wires; 
and “rebroadcasting” shall be construed accordingly; 
 “recording” means a sound recording or film, other than a recording made under 
subsection 16A(3); 
 “relevant day” means Merdeka Day in respect of Peninsular Malaysia and 





 “reproduction” means the making of one or more copies of a work in any form 
or version, and in relation to an artistic work includes the making of a copy in three 
dimensions of a two-dimensional work and the making of a copy in two dimensions 
of a three-dimensional work, and “reproducing” shall be construed accordingly; 
 “sculpture” includes a cast or model made for the purposes of a sculpture; 
 “sound recording” means any fixation of a sequence of sounds or of a 
representation of sounds capable of being perceived aurally and of being 
reproduced by any means, but does not include a soundtrack associated with a film; 
 “technological protection measure” means any technology, device or 
component that, in the normal course of its operation, effectively prevents or limits 
the doing of any act that results in an infringement of the copyright in a work; 
 “Tribunal” means the Copyright Tribunal established under section 28; and 
 “work of joint authorship” means a work produced by the collaboration of two 
or more authors in which the contribution of each author is not separable from the 
contribution of the other author or authors. 
Publication 
4.  (1) Subject to this section, for the purposes of this Act— 
(a) a work, shall be deemed to have been published only if a copy or copies 
of the work have been made available with the consent of the author or 
of any person lawfully claiming under the author in a manner sufficient 
to satisfy the reasonable requirements of the public, whether by sale or 
otherwise; 
(b) a film shall be deemed to have been published only if a copy or copies 
of the film have been sold, let on hire, or offered or exposed for sale or 
hire, with the consent of the author or of any person lawfully claiming 
under the author in a manner sufficient to satisfy the reasonable 
requirements of the public; 
(c) a sound recording shall be deemed to have been published only if a copy 
or copies of such sound recording have been made available with the 
consent of the author or of any person lawfully claiming under the 
author in a manner sufficient to satisfy the reasonable requirements of 
the public; and 
(d) a fixed performance shall be deemed to have been published only if a 
copy or copies of the fixed performance have been made available with 
the consent of the performer in a manner sufficient to satisfy the 
reasonable requirements to the public. 
 (2) For the purposes of this Act, the performance of a literary or musical work 





 (3) For the purposes of this Act, a publication shall be deemed to be a first 
publication in Malaysia if— 
(a) the work or performance was first published in Malaysia and not 
elsewhere; or 
(b) the work or performance was first published elsewhere but published in 
Malaysia within thirty days of such publication elsewhere. 
 (4) Where in the first instance a part only of a work or performance is 
published, that part shall be treated for the purposes of this Act as a separate work 
or performance, as the case may be. 
Controller, Deputy Controllers and Assistant Controllers 
5. (1) The Director General of the Corporation shall be the Controller of 
Copyright. 
 (2) The Minister may appoint, on such terms and conditions as the Minister 
may determine, from amongst any public officers and persons in the employment 
of the Corporation, such number of *Deputy Controllers of Copyright, Assistant 
Controllers of Copyright and other officers as may be necessary for the proper 
administration of this Act, and may revoke the appointment of any person so 
appointed or deemed to have been so appointed under subsection (3). 
 (3) The persons holding office as Deputy Controllers, Assistant Controllers and 
other officers under this Act before the appointed date shall on the appointed date 
be deemed to have been appointed as Deputy Controllers, Assistant Controllers and 
such other officers under subsection (2). 
 (4) Subject to the general direction and control of the Controller and to such 
conditions or restrictions as may be imposed by the Controller and subject to 
section 41a, a Deputy Controller or an Assistant Controller may exercise any 
function of the Controller under this Act, and anything by this Act appointed or 
authorized or required to be done or signed by the Controller may be done or signed 
by any Deputy Controller or Assistant Controller and the act or signature of a 
Deputy Controller or an Assistant Controller shall be as valid and effectual as if 
done or signed by the Controller. 
 (5) The Controller or Deputy Controller may perform all the duties imposed 
and exercise all the powers conferred on an Assistant Controller under this Act. 
Part II 
GENERAL PROVISIONS 
No copyright except by virtue of this Act 







Works eligible for copyright 
7. (1) Subject to this section, the following works shall be eligible for copyright: 
(a) literary works; 
(b) musical works; 
(c) artistic works; 
(d) films; 
(e) sound recordings; and 
(f) broadcasts. 
 (2) Works shall be protected irrespective of their quality and the purpose for 
which they were created. 
 (2a) Copyright protection shall not extend to any idea, procedure, method of 
operation or mathematical concept as such. 
 (3) A literary, musical or artistic work shall not be eligible for copyright 
unless— 
(a) sufficient effort has been expended to make the work original in 
character; and 
(b) the work has been written down, recorded or otherwise reduced to 
material form. 
 (4) A work shall not be ineligible for copyright by reason only that the making 
of the work, or the doing of any act in relation to the work involves an infringement 
of copyright in some other work. 
 (5) Copyright shall not subsist under this Act in any design which is registered 
under any written law relating to industrial design. 
 (6) (Deleted by Act A1420). 
 (7) For the purpose of this section, “any written law relating to industrial 
design” includes: 
(a) the United Kingdom Designs (Protection) Act 1949 [Act 214]; 
(b) the United Kingdom Designs (Protection) Ordinance of Sabah [Sabah 
Cap. 152]; and 
(c) the Designs (United Kingdom) Ordinance of Sarawak [SWK Cap. 59]. 
Derivative works 
8. (1) The following derivative works are protected as original works: 
(a) translations, adaptations, arrangements and other transformations of 
works eligible for copyright; and 
(b) collections of works eligible for copyright, or compilation of mere data 
whether in machine readable or other form, which constitute intellectual 





 (2) Protection of works referred to in subsection (1) shall be without prejudice 
to any protection of the existing works used. 
Copyright in published editions of works 
9. (1) Copyright shall subsist, subject to the provisions of this Act, in every 
published edition of any one or more literary, artistic or musical work in the case 
of which either— 
(a) the first publication of the edition took place in Malaysia; or 
(b) the publisher of the edition was a qualified person at the date of the first 
publication thereof: 
 Provided that this subsection does not apply to an edition which reproduces the 
typographical arrangement of a previous edition of the same work or works. 
 (2) Subject to the provisions of this Act, the publisher of an edition shall be 
entitled to any copyright subsisting in the edition by virtue of this section. 
 (3) Subject to the provisions of this Act, the act restricted by the copyright 
subsisting by virtue of this section in an edition is the making of a reproduction of 
the typographical arrangement of the edition. 
 (4) Reproduction of the typographical arrangement of a published edition for 
any purpose including research, private study, criticism, review or the reporting of 
news or current events does not infringe the copyright subsisting by virtue of this 
section if such reproduction is compatible with fair dealing: 
 Provided that if such reproduction is made public it is accompanied by an 
acknowledgement of the title of the work and its authorship, except where the work 
is incidentally included in a broadcast. 
 (5) The Government, the National Archives, or any State Archives, the 
National Library, or any State library, or any public libraries and educational, 
scientific or professional institutions as the Minister may by order prescribe, may 
reproduce the typographical arrangement of a published edition without infringing 
the copyright subsisting by virtue of this section if such reproduction is in the public 
interest and is compatible with fair dealing and the provisions of any regulations. 
Qualification for protection 
10.(1) Copyright shall subsist in every work eligible for copyright of which the 
author or in the case of a work of joint authorship, any of the authors is, at the time 
when the work is made, a qualified person. 
 (2) Copyright shall also subsist in every work which is eligible for copyright 
and which— 
(a) being a literary, musical or artistic work or film or sound recording is 





(b) being a work of architecture is erected in Malaysia or being any other 
artistic work is incorporated in a building located in Malaysia; 
(c) being a broadcast is transmitted from Malaysia. 
 (3) Notwithstanding subsections (1) and (2), copyright shall subsist, subject to 
this Act, in every work eligible for copyright if the work is made in Malaysia. 
Qualification for protection of performer 
10a.  Performers’ right shall subsist in every performances of which the 
performer is— 
(a) a citizen or permanent resident of Malaysia; or 
(b) not a citizen or permanent resident of Malaysia but whose 
performance— 
(i) takes place in Malaysia; 
(ii) is incorporated in sound recordings that are protected under this 
Act; or 
(iii)has not been fixed in a sound recording but is included in a 
broadcast qualifying for protection under this Act. 
Copyright in works of Government, Government organizations and 
international bodies 
11.(1) Copyright shall subsist in every work which is eligible for copyright and 
which is made by or under the direction or control of the Government and such 
Government organizations or international bodies as the Minister may by order 
prescribe. 
 (2) Section 10 shall not be taken to confer copyright on works to which this 
section applies. 
Administration of Government copyright 
12. Where the copyright in any work is vested in the Government, the Ministry or 
Department concerned with the copyright shall be responsible for the 
administration and control of that copyright on behalf of the Government: 
 Provided that the Ministry or Department concerned may authorize the 
Director of National Archives to administer and control that copyright on behalf of 
the Government. 
Part III 
NATURE AND DURATION OF COPYRIGHT 
Nature of copyright in literary, musical or artistic works, films and sound 
recordings 
13. (1) Copyright in a literary, musical or artistic work, a film, or a sound recording 





(a) the reproduction in any material form; 
(aa) the communication to the public; 
(b) the performance, showing or playing to the public; 
(c) (Deleted by Act A994); 
(d) (Deleted by Act A994); 
(e) the distribution of copies to the public by sale or other transfer of 
ownership; and 
(f) the commercial rental to the public, 
of the whole work or a substantial part thereof, either in its original or derivative 
form provided that— 
(A) the exclusive right to control the distribution of copies refer only to 
the act of putting into circulation copies not previously put into 
circulation in Malaysia and not to any subsequent distribution of those 
copies or any subsequent importation of those copies into Malaysia; 
and 
(B) the exclusive right to control commercial rental in relation to films 
shall only apply when such commercial rental has led to widespread 
copying of such work materially impairing the exclusive right of 
reproduction. 
 (2) Notwithstanding subsection (1), the right of control under that subsection 
does not include the right to control— 
(a) the doing of any of the acts referred to in subsection (1) by way of 
fair dealing including for purposes of research, private study, 
criticism, review or the reporting of news or current events: 
  Provided that it is accompanied by an acknowledgement of the 
title of the work and its authorship, except that no acknowledgment 
is required in connection with the reporting of news or current 
events by means of a sound recording, film or broadcast; 
(b) the doing of any of the acts referred to in subsection (1) by way of 
parody, pastiche or caricature; 
(c) the inclusion in a film or broadcast of any artistic work situated in a 
place where it can be viewed by the public; 
(d) the reproduction and distribution of copies of any artistic work 
permanently situated in a place where it can be viewed by the public; 
(e) the incidental inclusion of a work in an artistic work, sound 
recording, film or broadcast; 
(f) the inclusion of a work in a broadcast, performance, showing, or 





recording or film, if such inclusion is made by way of illustration 
for teaching purposes and is compatible with fair practice: 
  Provided that mention is made of the source and of the name of 
the author which appears on the work used; 
(ff) any use of a work for the purpose of an examination by way of 
setting the questions, communicating the questions to the candidates 
or answering the questions: 
  Provided that a reprographic copy of a musical work shall not be 
made for use by an examination candidate in performing the work; 
(g) the reproduction made in schools, universities or educational 
institutions of a work included in a broadcast intended for such 
schools, universities or educational institutions; 
(gg) the making of a sound recording of a broadcast, or a literary, 
dramatic or musical work, sound recording or a film included in the 
broadcast insofar as it consists of sounds if such sound recording of 
a broadcast is for the private and domestic use of the person by 
whom the sound recording is made; 
(ggg) the making of a film of a broadcast, or a literary, artistic, dramatic 
or musical work or a film included in the broadcast insofar as it 
consists of visual images if such making of a film of the broadcast 
is for the private and domestic use of the person by whom the film 
is made; 
(gggg) the making and issuing of copies of any work into a format to cater 
for the special needs of people who are visually or hearing impaired 
and the issuing of such copies to the public by non-profit making 
bodies or institutions and on such terms as the Minister may 
determine; 
(h) the reading or recitation in public or in a broadcast by one person of 
any reasonable extract from a published literary work if 
accompanied by sufficient acknowledgement; 
(i) any use made of a work by or under the direction or control of the 
Government, by the National Archives or any State Archives, by the 
National Library, or any State library, or by such public libraries and 
educational, scientific or professional institutions as the Minister 
may by order prescribe, where such use is in the public interest and 
is compatible with fair practice and the provisions of any 
regulations, and— 





(ii) no admission fee is charged for the performance, showing or 
playing, if any, to the public of the work thus used; 
(j) the reproduction of any work by or under the direction or control of 
a broadcasting service where such reproduction or any copies 
thereof are intended exclusively for a lawful broadcasting and are 
destroyed before the end of the period of six calendar months 
immediately following the making of the reproduction or such 
longer period as may be agreed between the broadcasting service 
and the owner of the relevant part of the copyright in the work: 
 Provided that any reproduction of a work made under this 
paragraph may, if it is of exceptional documentary character, be 
preserved in the archives of the broadcasting service which are 
hereby designated official archives for the purpose, but subject to 
this Act, shall not be used for broadcasting or for any other purpose 
without the consent of the owner of the relevant part of the copyright 
in the work; 
(k) the performance, showing or playing of a work by a non-profit 
making club or institution where such performance, showing or 
playing is for charitable or educational purpose and is in a place 
where no admission fee is charged in respect of such performance, 
showing or playing; 
(l) any use of a work for the purposes of any judicial proceedings, the 
proceedings of a royal commission, a legislative body, a statutory or 
Governmental inquiry, or of any report of any such proceedings, or 
for the purpose of the giving of professional advice by a legal 
practitioner; 
(m) the making of quotations from a published work if they are 
compatible with fair practice and their extent does not exceed that 
justified by the purpose, including quotations from newspaper 
articles and periodicals in the form of press summaries: 
 Provided that mention is made of the source and of the name of 
the author which appears on the work thus used; 
(n) the reproduction by the press, the broadcasting or the showing to the 
public of articles published in newspapers or periodicals on current 
topics, if such reproduction, broadcasting or showing has not been 
expressly reserved: 
 Provided that the source is clearly indicated; 
(o) the reproduction by the press, the broadcasting or the performance, 





works of the same nature which are delivered in public if such use 
is for informatory purposes and has not been expressly reserved; 
(p) the commercial rental of computer programs, where the program is 
not the essential object of the rental; and 
(q) the making of a transient and incidental electronic copy of a work 
made available on a network if the making of such copy is required 
for the viewing, listening or utilization of the said work. 
 (2a) For the purposes of paragraph (2)(a), in determining whether a dealing 
constitutes a fair dealing, the factors to be considered shall include— 
(a) the purpose and character of the dealing, including whether such dealing 
is of a commercial nature or is for non-profit educational purposes; 
(b) the nature of the copyright work; 
(c) the amount and substantiality of the portion used in relation to the 
copyright work as a whole; and 
(d) the effect of the dealing upon the potential market for or value of the 
copyright work. 
 (3) For the purposes of paragraph (2)(l), “a legislative body” means the 
Parliament of Malaysia or, in relation to a State, the authority having power under 
the Constitution of that State to make laws for the State, as the case may be. 
Design documents and models 
13a. (1) It shall not be an infringement of any copyright in a design document or 
model recording or embodying a design for anything other than an artistic work or 
a typeface— 
(a) to make an article to the design, or to copy or to reproduce an article 
made to the design; or 
(b) to issue to the public, or include in a film, broadcast or cable 
programme service, anything the making of which was, by virtue of 
paragraph (a), not an infringement of that copyright. 
 (2) In this section— 
 “design” means the design of any aspect of the shape or configuration (whether 
internal or external) of the whole or part of an article, other than surface decoration; 
and 
 “design document” means any record of a design, whether in the form of a 
drawing, a written description, a photograph, data stored in a computer or 
otherwise. 
Effect of exploitation of design derived from artistic work 
13b. (1) This section applies where an artistic work has been exploited, by or with 





(a) making, by an industrial process or means, articles falling to be 
treated for the purposes of this Act as copies of the work; and 
(b) marketing such articles in Malaysia or elsewhere. 
 (2) After the end of the period of twenty-five years from the end of the 
calendar year in which such articles are first marketed, the work may be copied by 
making articles of any description, or doing anything for the purpose of making 
articles of any description, and anything may be done in relation to articles so made, 
without infringing copyright in the work. 
 (3) Where only part of an artistic work is exploited as mentioned in 
subsection (1), subsection (2) applies only in relation to that part. 
 (4) The Minister may by order make provision— 
(a) as to the circumstances in which an article, or any description of 
article, is to be regarded for the purposes of this section as made by 
an industrial process or means; and 
(b) for excluding from the operation of this section such articles of a 
primarily literary or artistic character as he thinks fit. 
 (5) In this section— 
(a) references to articles do not include films; and 
(b) references to the marketing of an article shall be construed as 
references to it being sold or let for hire or offered or exposed for 
sale or hire. 
13c. (Deleted by Act A1420). 
Nature of copyright in works of architecture 
14. Copyright in a work of architecture shall include the exclusive right to control 
the erection of any building which reproduces the whole or a substantial part of the 
work either in its original form or in any form recognizably derived from the 
original: 
 Provided that the copyright in any such work shall not include the right to 
control the reconstruction or rehabilitation in the same style as the original, of a 
building to which that copyright relates. 
Nature of copyright in broadcasts 
15. (1) Copyright in a broadcast shall be the exclusive right to control in 
Malaysia the recording, the reproduction, and the rebroadcasting, of the whole or 
a substantial part of the broadcast, and the performance, showing or playing to the 
public in a place where an admission fee is charged of the whole or a substantial 
part of a television broadcast either in its original form or in any way recognizably 





 (2) Notwithstanding subsection (1), paragraphs 13(2)(a), (g), (gg), (ggg), 
(gggg), (h) and (o) shall also apply to the copyright in a broadcast. 
 (3) The copyright in a television broadcast shall include the right to control 
the taking of still photographs from such broadcasts. 
Broadcasting of works incorporated in films 
16. (1) Where the owner of the copyright in any literary, musical or artistic work 
authorizes a person to incorporate the work in a film and a broadcasting service 
broadcasts the film in the absence of any express agreement to the contrary between 
such owner and person, it shall be deemed that the owner of the copyright 
authorized the broadcast. 
 (2) Notwithstanding subsection (1), where a broadcasting service broadcasts 
a film in which a literary, musical or artistic work is incorporated, the owner of the 
right to broadcast the literary, musical or artistic work shall be entitled to receive 
fair compensation from the broadcasting service. 
Nature of performers’ right 
16a. (1) Performers’ right shall be the exclusive right to control in Malaysia— 
(a) the communication to the public of a performance, except where the 
performance used in such communication is itself a live broadcast 
performance; 
(b) the fixation of an unfixed performance; 
(c) the reproduction of the fixation of a performance; 
(d) the first distribution to the public of a fixation of a performance, or 
copies thereof, through sale or other transfer of ownership; and 
(e) the commercial rental to the public of a fixation of a performance, or 
copies thereof, irrespective of the ownership of the copy rented. 
 (2) A performer shall cease to have the exclusive right under paragraph 
(1)(b) once he has given consent to the fixation of his performance. 
 (3) Notwithstanding subsection (1), the right to control under that subsection 
does not include the right to control— 
(a) a direct or an indirect sound recording or an indirect film of a 
performance— 
(i) being a sound recording or film made solely for the purpose of 
the private and domestic use of the person who made it; or 
(ii) being a sound recording or film made solely for the purpose of 
use in scientific research; 





(i) made for the purpose of, or associated with, the reporting of 
news or current events; 
(ii) made for the purpose of criticism or review; or 
(iii)made for the purpose of a judicial proceeding, a proceeding of a 
royal commission or legislative body, a statutory or 
Governmental inquiry, or the report of any such proceeding or 
inquiry, or for the purpose of the giving of professional advice 
by a legal practitioner; 
(c) an indirect sound recording or film of a performance— 
(i) being a sound recording or film made by, or on behalf of, the 
body administering an educational institution solely for the 
educational purposes of that institution or of another educational 
institution; or 
(ii) being a sound recording or film made by, or on behalf of, the 
body administering an institution assisting persons with a print 
disability solely for the purpose of the provision, whether by the 
institution or otherwise, of assistance to persons with a visual, 
aural, intellectual and print disability; 
(d) a direct sound recording or film of a performance made by or under 
the direction or control of a broadcasting service who has the consent 
of the performer to broadcast the performance, and such recording 
or film is destroyed before the end of the period of six months 
immediately following the making of the recording or film or such 
longer period as may be agreed between the broadcasting service and 
the performer; 
(e) a direct or an indirect sound recording or an indirect film of a 
performance made by a person who reasonably believes, due to a 
fraudulent or innocent misrepresentation made to the person, that the 
performer has authorized the making of the recording by the person; 
(f) a copy of a sound recording or film referred to in paragraphs (a), (b), 
(c) and (d), being a copy made solely for a purpose referred to in any 
of those paragraphs; 
(g) a copy of a sound recording or film referred to in paragraph (e), being 
a copy made solely for the purpose referred to in that paragraph; and 
(h) a copy of a sound recording or film referred to in paragraph (f), being 
a copy made— 
(i) by a person who believes, due to a fraudulent or innocent 
representation made to the person, that the performer has 





(ii) solely for a purpose referred to in paragraphs (a), (b), (c) and (d). 
 (4) For the purpose of this section— 
 “direct” in relation to a sound recording or film of a performance, means made 
directly from a performance; 
 “indirect” in relation to a sound recording or film of a performance, means made 
from a broadcast or rebroadcast of the performance. 
Equitable remuneration 
16b. (1) Where a sound recording is published for commercial purposes or a 
reproduction of such recording is publicly performed or used directly for broadcast 
or other communication to the public, an equitable remuneration for the 
performance shall be payable to the performer by the user of the sound recording. 
 (2) Remuneration shall not be considered inequitable merely because it was 
paid by way of single payment. 
 (3) Nothing in this section shall be construed so as to deprive a performer of 
the right to agree by contract on terms and conditions more favourable for him in 
respect of his performance. 
 (3a) In the absence of a contract on the equitable remuneration payable under 
subsection (1), the performer may apply to the Tribunal to determine the amount 
payable as equitable remuneration. 
 (3b) The performer may also apply to the Tribunal— 
(a) to vary any contract as to the amount payable as equitable 
remuneration; or 
(b) to vary any previous determination of the Tribunal relating to the 
equitable remuneration. 
 (3c) An application by a performer under paragraph (3b)(b) may only be 
made within twelve months from the date of a previous determination, unless 
special leave by the Tribunal has been obtained. 
 (3d) On an application under this section, the Tribunal shall consider the 
matter and make such order as to the method of calculation and payment of 
equitable remuneration as it may determine to be reasonable in the circumstances, 
taking into account the importance of the contribution of the performer to the sound 
recording. 
 (3e) A contract is of no effect in so far as it purports to prevent a performer 
questioning the amount of equitable remuneration or to restrict the powers of the 
Tribunal under this section. 
 (4) For the purpose of this section, “published for commercial purpose” 





wireless means in such a way that members of the public may access them from a 
place and at a time individually chosen by them. 
Duration of copyright in literary, musical or artistic works 
17. (1) Except as otherwise provided in this Act, copyright in any literary, 
musical or artistic work which subsists in such work under this Act shall subsist 
during the life of the author and shall continue to subsist until the expiry of a period 
of fifty years after his death. 
 (2) Where a literary, musical or artistic work had not been published before 
the death of the author, copyright which subsists in such work under this Act shall 
continue to subsist until the expiry of a period of fifty years computed from the 
beginning of the calendar year next following the year in which the work was first 
published. 
 (3) Where a literary, musical or artistic work is published anonymously or 
under a pseudonym, copyright which subsists in such work under this Act shall 
continue to subsist until the expiry of a period of fifty years computed from the 
beginning of the calendar year next following the year in which the work was first 
published or first made available to the public or made, whichever is the latest: 
 Provided that in the event of the identity of the author becoming known, the 
duration of copyright shall be calculated in accordance with subsection (1). 
 (4) In this section, a reference to “author” shall, in the case of a work of joint 
authorship, be construed as a reference to the author who dies last. 
Duration of copyright in published editions 
18. Copyright which subsists in a published edition under this Act shall continue 
to subsist until the expiry of a period of fifty years computed from the beginning 
of the calendar year next following the year in which the edition was first 
published. 
Duration of copyright in sound recording 
19. Copyright which subsists in a sound recording under this Act shall continue 
to subsist until the expiry of a period of fifty years computed from the beginning 
of the calendar year next following the year in which the recording was first 
published or, if the sound recording has not been published, from the beginning of 
the calendar year following the year of fixation. 
Duration of copyright in broadcasts 
20. Copyright which subsists in a broadcast under this Act shall continue to 
subsist until the expiry of a period of fifty years computed from the beginning of 
the calendar year next following the year in which the broadcast was first made. 





Duration of copyright in films 
22.  Copyright which subsists in a film under this Act shall continue to subsist 
until the expiry of a period of fifty years computed from the beginning of the 
calendar year next following the year in which the film was first published. 
Duration of copyright in works of Government, Government organizations 
and international bodies 
23.  Copyright which subsists in works of the Government, Government 
organizations and international bodies under this Act shall continue to subsist until 
the expiry of a period of fifty years computed from the beginning of the calendar 
year next following the year in which the work was first published. 
Duration of performers’ rights 
23a.  Rights in a performance which subsists under this Act shall continue to 
subsist until the expiry of a period of fifty years computed from the beginning of 
the calendar year next following the year in which the performance was given or 
was fixed in a sound recording. 
Duration of an equitable remuneration 
23b.  The right to equitable remuneration shall subsist from the time the sound 
recording is published until the expiry of a period of fifty years computed from the 
beginning of the calendar year next following the year of publication or, if the 
sound recording has not been published, from the time of fixation of the sound 
recording until the expiry of a period of fifty years computed from the beginning 
of the calendar year next following the year of the fixation. 
24.  (Deleted by Act A775). 
Moral rights 
25. (1) For the purposes of this section, the word “name” includes initials or 
monograms. 
 (2) Subject to this section, where copyright subsists in a work, no person 
may, without the consent of the author, or, after the author’s death, of his personal 
representative, do or authorize the doing of any of the following acts: 
(a) the presentation of the work, by any means whatsoever, without 
identifying the author or under a name other than that of the author; 
and 
(b) (b) the distortion, mutilation or other modification of the work if the 
distortion, mutilation or modification— 
(i) significantly alters the work; and 
(ii) is such that it might reasonably be regarded as adversely 





 (3) Where a person is authorized, whether by virtue of an assignment, a 
licence or otherwise, to publish, reproduce, perform in public or communicate to 
the public a work, that person may make modifications to the work if it would be 
reasonable to expect that the authorized publication, reproduction, public 
performance or communication to the public, as the case may be, could not take 
place without the modifications; but nothing in this subsection shall authorize a 
modification to a work which would constitute a contravention of subsection (2). 
 (4) The author or, after his death, his personal representative, may exercise 
the rights conferred by this section notwithstanding that the copyright in the work 
is not at the time of the act complained of, vested in the author or personal 
representative, as the case may be. 
 (5) Any contravention or threatened contravention of this section in respect 
of a work shall be actionable at the suit of the author of the work or, if he is dead, 
at the suit of his personal representative, as a breach of statutory duty. 
 (6) Any damages recovered under this section by a personal representative 
in respect of a contravention committed in relation to a work after the death of the 
author of the work shall devolve as part of the author’s estate, as if the right of 
action had subsisted and had been vested in him immediately before his death. 
 (7) Where in an action brought under this section a contravention of the 
restrictions imposed by this section is proved or admitted, the court may order the 
offender to publish such correction in such manner as the court may direct. 
 (8) Nothing in this section shall derogate from any right of action or other 
remedy (whether civil or criminal) in proceedings instituted otherwise than by 
virtue of this section; but this subsection shall not be construed as requiring any 
damages recovered by virtue of this section to be disregarded in assessing damages 
in any proceedings instituted otherwise than by virtue of this section and arising 
out of the same transaction. 
Moral rights of a performer 
25a. (1) A performer shall, as regards his performance or performance fixed in 
phonogram, have the right— 
(a) to claim to be identified as the performer of his performance, except 
where omission is dictated by the manner of the use of the 
performance; and 
(b) to object to any distortion, mutilation or other modification of his 
performance that would be prejudicial to his reputation. 
 (2) The rights granted to a performer under subsection (1) shall, after his 
death, be maintained and shall be exercisable by the persons or institutions 





 (3) For the purpose of this section, “phonogram” means the fixation of the 
sounds of a performance or of other sounds or of a representation of the sounds, 
other than in the form of a fixation incorporated in a film or other audiovisual work. 
Part IV 
OWNERSHIP AND ASSIGNMENT OF COPYRIGHT 
First ownership of copyright 
26. (1) Copyright conferred by section 10 shall vest initially in the author. 
 (2) Notwithstanding subsection 27(6), where a work— 
(a) is commissioned by a person who is not the author’s employer under 
a contract of service or apprenticeship; or 
(b) not having been so commissioned, is made in the course of the 
author’s employment, 
 the copyright shall be deemed to be transferred to the person who 
commissioned the work or the author’s employer, subject to any agreement 
between the parties excluding or limiting such transfer. 
 (3)  Copyright conferred by section 11 shall vest initially in the Government, 
Government organization or international body and not in the author. 
 (4)  Subject to subsection (3)— 
(a) the name on a work purporting to be the name of its author shall be 
considered as such, unless the contrary is proved; 
(b) in the case of an anonymous or pseudonymous work, the publisher 
whose name is indicated in the work as such shall be deemed to be, 
unless the contrary is proved, the legal representative of the 
anonymous or pseudonymous author and shall be entitled to exercise 
and protect the rights belonging to the author under this Act; 
(c) in the case of unpublished work where the identity of the author is 
unknown, but where there is every reason to presume that he is a 
citizen of Malaysia, the copyright conferred by this Act shall be 
deemed to vest in the Minister charged with the responsibility for 
culture. 
 (5)  Paragraphs (4)(b) and (c) shall cease to apply when the identity of the 
author becomes known. 
Voluntary notification of copyright 
26a.  (1)  A notification of copyright in any work may be made to the Controller 
by or on behalf of the author of the work, the owner of the copyright in the work, 
an assignee of the copyright, or a person to whom an interest in the copyright has 





 (2)  A notification of copyright shall not be entertained unless the prescribed 
fee has been paid to the Controller. 
 (3)  A notification of copyright shall contain the following particulars: 
(a) the name, address and nationality of the owner of the copyright; 
(b) a statutory declaration that the applicant is the author of the work, or 
the owner of the copyright in the work, or an assignee of the 
copyright, or a person to whom an interest in the copyright has been 
granted by licence; 
(c) the category of the work; 
(d) the title of the work; 
(e) the name of the author and, if the author is dead, the date of the 
author’s death, if known; 
(f) in the case of a published work, the date and place of the first 
publication; and 
(g) any other information as the Minister may determine. 
Register of Copyright 
26b.  (1)  The Controller shall keep and maintain a register called the Register of 
Copyright. 
 (2)  The Register of Copyright shall contain all such particulars relating to a 
copyright in a work as notified to the Controller under section 26a. 
 (3)  The Register of Copyright shall be kept in such form and on such 
medium as the Minister may determine. 
 (4)  Any person may examine the Register of Copyright at such times and 
upon such conditions as may be determined by the Minister, and may obtain 
certified extracts from the Register on payment of the prescribed fee. 
 (5)  The Controller or Deputy Controller may certify true extracts from the 
Register of Copyright which shall be prima facie evidence of the particulars entered 
therein and such certified extracts of the Register of Copyright shall be admissible 
in all courts. 
Amendments to the Register of Copyright 
26c.  (1)  The Controller may correct any clerical error in any entry made in the 
Register of Copyright. 
 (2)  Any interested person may apply to the court for an order to— 
(a) correct any error in an entry in the Register; or 






 and any correction, expungement or amendment made under this section 
shall be effective from such date as the court may order. 
 (3)  For the purpose of this section, “court” means the appropriate High 
Court in Malaysia. 
Assignment, licences and testamentary disposition 
27. (1) Subject to this section, copyright shall be transferable by assignment, 
testamentary disposition, or by operation of law, as movable property. 
 (2)  An assignment or testamentary disposition of copyright may be limited 
so as to apply only to some of the acts which the owner of the copyright has the 
exclusive right to control, or to only part of the period of the copyright, or to a 
specified country or other geographical area. 
 (3)  No assignment of copyright and no licence to do an act the doing of 
which is controlled by copyright shall have effect unless it is in writing. 
 (4)  An assignment or licence granted by one copyright owner shall have 
effect as if the assignment or licence is also granted by his co- owner or co-owners, 
and subject to any agreement between the co-owners, fees received by any of the 
owners shall be divided equally between all the co-owners. 
 (5)  For the purposes of this section, persons shall be deemed to be co-owners 
if they share a joint interest in the whole or any part of a copyright. 
 (6)  An assignment, licence or testamentary disposition may be effectively 
granted or made in respect of a future work, or an existing work in which copyright 
does not yet subsist, and the future copyright in any such work shall be transferable 
by operation of law as movable property. 
 (7)  Where under a testamentary disposition, whether specific or general, a 
person is entitled beneficially or otherwise, to the manuscript of a literary or 
musical work, or to an artistic work, and the work has not been published before 
the death of the testator, the testamentary disposition shall, unless a contrary 
intention is indicated in the testator’s will or a codicil thereto, be construed as 
including the copyright in the work in so far as the testator was the owner of the 




27A.  (1)  A society or an organization which intends to operate as a licensing body 
for copyright owners or for a specified class of copyright owners shall apply to the 





 (2)  An application for a declaration shall be made in such form and on such 
medium as the Controller may determine which shall contain the following 
information: 
(a) the applicant’s constituent document, which has as its main object, 
or one of its main objects, the negotiation or granting, either as owner 
or prospective owner of copyright or as agent for him, of copyright 
licences, and whose objects also include the granting of licences 
covering works of more than one author; and 
(b) the list of copyright owners or their agents who are members of the 
applicant. 
 (3)  Upon receipt of an application, the Controller may declare an applicant 
to be a licensing body and issue a declaration in writing to that effect to the said 
applicant. 
 (4)  Notwithstanding subsection (3), the Controller shall refuse an 
application if the information provided by the applicant pursuant to subsection (2) 
is insufficient or unsatisfactory to show that the applicant is fit and proper to be a 
licensing body. 
 (5)  The licensing body shall provide the Controller with a copy of its profit 
and loss account, balance sheet and auditor’s report which are tabled at the 
licensing body’s annual general meeting not later than one month after the date of 
the annual general meeting. 
 (6)  The Controller may revoke a declaration given to a licensing body if he 
is satisfied that the licensing body— 
(a) is not functioning adequately as a licensing body; 
(b) no longer has the authority to act on behalf of all its members; 
(c) is not acting in accordance with its rules or in the best interests of its 
members, or their agents; 
(d) has altered its rules so that it no longer complies with any provision 
of this Act; 
(e) has refused, or failed, without reasonable excuse, to comply with the 
provisions of this Act; or 
(f) has been dissolved. 
 (7)  A licensing body which is aggrieved by the decision of the Controller 
under subsection (6) may appeal to the Tribunal within one month from the date of 
the decision. 
 (8)  Any society or organization which operates as a licensing body without 





comply with the provisions of subsection (5) commits an offence and shall upon 
conviction be liable to a fine not exceeding five hundred thousand ringgit. 
Licensing schemes to which sections 27b to 27g apply 
27A.  (1)  Sections 27b to 27g shall apply to licensing schemes operated by 
licensing bodies in relation to the copyright in any work, so far as they relate to 
licences for— 
(a) reproducing the work; 
(b) performing, showing or playing the work in public; 
(c) communicating the work to the public; 
(d) rebroadcasting the work; 
(e) the commercial rental of the work to the public; or 
(f) making adaptation of the work. 
 (2)  For the purposes of sections 27b to 27g, “licensing scheme” means any 
of the licensing schemes described in subsection (1). 
Reference of proposed licensing scheme to Tribunal 
27B.  (1)  The terms of a licensing scheme proposed to be operated by a licensing 
body may be referred to the Tribunal by any organization claiming to be 
representative of persons claiming that they require licences in cases of a 
description to which the licensing scheme would apply, either generally or in 
relation to any description of case. 
 (2)  The Tribunal shall first decide whether to entertain the reference, and 
may decline to do so on the ground that the reference is premature. 
 (3)  If the Tribunal decides to entertain the reference, it shall consider the 
matter referred and make such order, either confirming or varying the proposed 
licensing scheme, either generally or so far as it relates to cases of the description 
to which the reference relates, as the Tribunal may determine to be reasonable in 
the circumstances. 
 (4)  An order under subsection (3) may be made so as to be in force 
indefinitely or for such period as the Tribunal may determine. 
Reference of licensing scheme to Tribunal 
27c.  (1)  If while a licensing scheme is in operation a dispute arises between the 
operator of the licensing scheme and— 
(a) a person claiming that he requires a licence in a case of a description 
to which the licensing scheme applies; 
(b) an organization claiming to be representative of such persons; or 






that operator, person or organization may refer the licensing scheme to the Tribunal 
in so far as it relates to cases of that description. 
 (2)  A licensing scheme which has been referred to the Tribunal under this 
section shall remain in operation until proceedings on the reference are concluded. 
 (3)  The Tribunal shall consider the matter in dispute and make such order, 
either confirming or varying the licensing scheme so far as it relates to cases of the 
description to which the reference relates, as the Tribunal may determine to be 
reasonable in the circumstances. 
 (4)  An order under subsection (3) may be made so as to be in force 
indefinitely or for such period as the Tribunal may determine. 
Further reference of licensing scheme to Tribunal 
27D.  (1)  Subject to subsection (2), where the Tribunal has on a previous reference 
of a licensing scheme under section 27b or 27c or under this section made an order 
with respect to the licensing scheme, then, while the order remains in force— 
(a) the operator of the licensing scheme; 
(b) a person claiming that he requires a licence in a case of the 
description to which the order applies; 
(c) an organization claiming to be representative of such persons; or 
(d) a person who has been granted a licence to which the licensing 
scheme applies, 
may again refer the licensing scheme to the Tribunal so far as it relates to cases of 
that description. 
 (2)  A licensing scheme shall not, except with the special leave of the 
Tribunal, be again referred to the Tribunal in respect of the same description of 
cases— 
(a) within twelve months from the date of the order on the previous 
reference; or 
(b) if the order was made so as to be in force for fifteen months or less, 
until the last three months before the expiry of the order. 
 (3)  A licensing scheme which has been referred to the Tribunal under this 
section shall remain in operation until proceedings on the reference are concluded. 
 (4)  The Tribunal shall consider the matter in dispute and make such order, 
either confirming, varying or further varying the licensing scheme so far as it 
relates to cases of the description to which the reference relates, as the Tribunal 
may determine to be reasonable in the circumstances. 
 (5)  An order under subsection (4) may be made so as to be in force 
indefinitely or for such period as the Tribunal may determine. 





27E.  (1)  A person who claims, in a case covered by a licensing scheme, that the 
operator of the licensing scheme— 
(a) has refused to grant him or procure the grant to him of a licence in 
accordance with the licensing scheme; or 
(b) has failed to grant him or procure the grant to him of a licence in 
accordance with the licensing scheme within a reasonable time after 
being asked, 
may apply to the Tribunal for an order under subsection (4). 
 (2)  A person who claims, in a case excluded from a licensing scheme, that 
the operator of the licensing scheme either— 
(a) has refused to grant him a licence or procure the grant to him of a 
licence, or has failed to do so within a reasonable time of being 
asked, and that in the circumstances it is unreasonable that a licence 
should not be granted; or 
(b) proposes terms for a licence which are unreasonable, 
may apply to the Tribunal for an order under subsection (4). 
 (3)  A case shall be regarded as excluded from a licensing scheme for the 
purposes of subsection (2) if— 
(a) the licensing scheme provides for the grant of licences subject to 
terms excepting matters from the licence and the case falls within 
such an exception; or 
(b) the case is so similar to those in which licences are granted under the 
licensing scheme that it is unreasonable that it should not be dealt 
with in the same way. 
 (4)  If the Tribunal is satisfied that the claim is well-founded, it shall make 
an order declaring that, in respect of the matters specified in the order, the applicant 
is entitled to a licence on such terms as the Tribunal may determine to be applicable 
in accordance with the licensing scheme or, as the case may be, to be reasonable in 
the circumstances. 
 (5)  An order under subsection (4) may be made so as to be in force 
indefinitely or for such period as the Tribunal may determine. 
Application for review of order as to entitlement to licence 
27F.  (1)  Where the Tribunal has made an order under section 27e that a person is 
entitled to a licence under a licensing scheme, the operator of the licensing scheme 
or the original applicant may apply to the Tribunal to review its order. 






(a) within twelve months from the date of the order, or of the decision 
on a previous application under this section; or 
(b) if the order was made so as to be in force for fifteen months or less, 
or as a result of the decision on a previous application under this 
section which is due to expire within fifteen months of that decision, 
until the last three months before the expiry of the order. 
 (3)  The Tribunal shall on an application for review confirm or vary its order 
as the Tribunal may determine to be reasonable having regard to the terms 
applicable in accordance with the licensing scheme or, as the case may be, the 
circumstances of the case. 
Effect of order of Tribunal as to licensing scheme 
27G.  (1)  A licensing scheme which has been confirmed or varied by the Tribunal 
under section 27b, 27c or 27d shall be in force or, as the case may be, remain in 
operation, so far as it relates to the description of case in respect of which the order 
was made, so long as the order remains in force. 
 (2)  While the order is in force a person, who in a case of a class to which the 
order applies, shall— 
(a) pay to the operator of the licensing scheme any charges payable 
under the licensing scheme in respect of a licence covering the case 
in question or, if the amount cannot be ascertained, give an 
undertaking to the operator to pay the charges when ascertained; and 
(b) comply with the other terms applicable to such a licence under the 
licensing scheme; and 
(c) be in the same position as regards infringement of copyright as if he 
had at all material times been the holder of a licence granted by the 
owner of the copyright in question in accordance with the licensing 
scheme. 
 (3)  The Tribunal may direct that the order, so far as it varies the amount of 
charges payable, has effect from a date before that on which it is made, but not 
earlier than the date on which the reference was made or, if later, on which the 
licensing scheme came into operation. 
 (4)  Where a direction is made under subsection (3)— 
(a) any necessary repayments, or further payments, shall be made in 
respect of charges already paid or payable; and 
(b) the reference in paragraph (2)(a) to the charges payable under the 
licensing scheme shall be construed as a reference to the charges so 





 (5)  Where the Tribunal has made an order under section 27e and the order 
remains in force, the person in whose favour the order is made shall, if he— 
(a) pays to the operator of the licensing scheme any charges payable in 
accordance with the order or, if the amount cannot be ascertained, 
gives an undertaking to the operator to pay the charges when 
ascertained; and 
(b) complies with the other terms specified in the order, 
be in the same position as regards infringement of copyright as if he had at all 
material times been the holder of a licence granted by the owner of the copyright 
in question on the terms specified in the order. 
Licences to which sections 27i to 27l apply 
27H.   Sections 27i to 27l shall apply to the following descriptions of licence 
granted by a licensing body otherwise than in pursuance of a licensing scheme: 
(a) licences relating to the copyright in literary or musical works which 
cover works of more than one author, so far as they authorize— 
(i) reproducing the work; 
(ii) performing, showing or playing the work in public; 
(iii)communicating the work to the public; or 
(iv) distributing the work to the public; and 
(b) licences relating to the copyright in any other works, so far as they 
authorize— 
(i) making copies of the work; 
(ii) performing, showing or playing the work in public; 
(iii)communicating the work to the public; or 
(iv) causing the work to be publicly performed, shown or played, 
and in those sections, a “licence” means a licence of any of those descriptions. 
Reference to Tribunal of terms of proposed licence 
27I.  (1)  The terms on which a licensing body proposes to grant a licence may be 
referred to the Tribunal by the prospective licensee. 
 (2)  The Tribunal shall first decide whether to entertain the reference, and 
may decline to do so on the ground that the reference is premature. 
 (3)  If the Tribunal decides to entertain the reference, it shall consider the 
terms of the proposed licence and make such order, either confirming or varying 
the terms, as the Tribunal may determine to be reasonable in the circumstances. 
 (4)  An order under subsection (3) may be made so as to be in force 






Reference to Tribunal of expiring licence 
27J.  (1)  A licensee under a licence which is due to expire, by effluxion of time 
or as a result of notice given by the licensing body, may apply to the Tribunal on 
the ground that it is unreasonable in the circumstances that the licence should cease 
to be in force. 
 (2)  Such an application may not be made until the last three months before 
the licence is due to expire. 
 (3)  A licence in respect of which a reference has been made to the Tribunal 
under this section shall remain in operation until proceedings on the reference are 
concluded. 
 (4)  If the Tribunal finds the application to be well-founded, it shall make an 
order declaring that the licensee shall continue to be entitled to the benefit of the 
licence on such terms as the Tribunal may determine to be reasonable in the 
circumstances. 
 (5)  An order under subsection (4) may be made so as to be in force 
indefinitely or for such period as the Tribunal may determine. 
Application for review of order as to licence 
27K.  (1)  Where the Tribunal has made an order under section 27i or 27j, the 
licensing body or the person entitled to the benefit of the order may apply to the 
Tribunal to review its order. 
 (2)  An application shall not be made, except with the special leave of the 
Tribunal,— 
(a) within twelve months from the date of the order, or of the decision 
on a previous application under this section; or 
(b) if the order was made so as to be in force for fifteen months or less, 
or as a result of the decision on a previous application under this 
section which is due to expire within fifteen months of that decision, 
until the last three months before the expiry of the order. 
 (3)  The Tribunal shall on an application for review confirm or vary its order 
as the Tribunal may determine to be reasonable in the circumstances. 
Effect of order of Tribunal as to licence 
27L.  (1)  Where the Tribunal has made an order under section 27i or 27j and the 
order remains in force, the person entitled to the benefit of the order shall, if he — 
(a) pays to the licensing body any charges payable in accordance with 
the order or, if the amount cannot be ascertained, gives an 
undertaking to the operator to pay the charges when ascertained; and 





be in the same position as regards infringement of copyright as if he had at all 
material times been the holder of a licence granted by the owner of the copyright 
in question on the terms specified in the order. 
 (2)  The benefit of the order may be assigned— 
(a) in the case of an order under section 27i, if assignment is not 
prohibited under the terms of the Tribunal’s order; and 
(b) in the case of an order under section 27j, if assignment is not 
prohibited under the terms of the original licence. 
 (3)  The Tribunal may direct that an order under section 27i or 27j, or an 
order under section 27k varying such an order, so far as it varies the amount of 
charges payable, has effect from a date before that on which it is made, but not 
earlier than the date on which the reference or application was made or, if later, on 
which the licence was granted or, as the case may be, was due to expire. 
 (4)  Where a direction is made under subsection (3)— 
(a) any necessary repayments, or further payments, shall be made in 
respect of charges already paid or payable; and 
(b) the reference in paragraph (1)(a) to the charges payable in 
accordance with the order shall be construed, where the order is 
varied by a later order, as a reference to the charges so payable by 
virtue of the later order. 
Part V 
COPYRIGHT TRIBUNAL 
Establishment and powers of Copyright Tribunal 
28.  (1)  There shall be established a tribunal to be known as the Copyright 
Tribunal. 
 (2)  The Tribunal shall have the power to decide on the following matters: 
(a) an application by a performer under section 16b; 
(b) any reference by an operator, a person or an organization referred to 
in Part IVa; 
(c) an appeal by a licensing body under subsection 27a(7); and 
(d) the exercise of the power under section 31. 
Appointment of Chairman and members of Tribunal 
29.  (1)  The Tribunal shall consist of the following persons who shall be 
appointed by the Minister: 
(a) a Chairman; 





(c) twelve persons whom the Minister considers fit and proper to be 
members of the Tribunal. 
 (2)  The Chairman, Deputy Chairmen, and members of the Tribunal shall 
hold office for a period not exceeding three years, after which they shall be eligible 
to be reappointed. 
 (3)  The Minister shall determine the remuneration and other terms and 
conditions of the appointment of the Chairman, Deputy Chairmen, and members 
of the Tribunal. 
 (4)  The Minister may declare the office of any member of the Tribunal 
vacant on the ground that he is found to be unfit to continue in office or unable to 
perform the duties thereof. 
 (5)  The Chairman, Deputy Chairmen, or any member of the Tribunal may 
at any time resign from his office by giving notice in writing to the Minister. 
 (6)  The Chairman, Deputy Chairmen, and members of the Tribunal shall be 
deemed to be public servants within the meaning of the Penal Code. 
 (7)  There shall be a Secretary to the Tribunal and such other officers as may 
be necessary to assist the Tribunal, who shall be appointed by the Minister. 
Proceedings before the Tribunal 
30.  (1)  Every proceedings before the Tribunal shall be heard and disposed of by 
the Chairman or Deputy Chairman and two other members selected by the 
Chairman from among the members appointed under section 29. 
 (2)  No member of the Tribunal shall take part in any proceedings before the 
Tribunal if he has a pecuniary interest in any matter which is to be determined by 
the Tribunal. 
 (3)  Where the Chairman has been disqualified under subsection (2), the 
Minister shall appoint a Deputy Chairman to act as chairman for the purposes of 
that proceedings. 
 (4)  A person is deemed to have a pecuniary interest if he, his partner, 
employer or any member of his family or if a body whether statutory or not of 
which he is a member has a pecuniary interest in any matter which is to be 
determined by the Tribunal. 
 (5) If, on any matter to be determined by the Tribunal there is an equality of 
votes, the chairman of the proceedings shall have a casting vote in addition to his 
deliberative vote. 
 (6)  If, in the course of any proceedings, any member of the Tribunal is 
unable through illness or any other cause to continue, the proceedings shall 





and the Tribunal shall, for the purposes of the proceedings, be deemed to be duly 
constituted. 
 (7)  In any such case as is mentioned in subsection (6) where the member 
who is unable to continue is the chairman of the proceedings, then the Minister 
shall— 
(a) appoint from amongst the remaining members a new chairman for 
the purpose of the continued proceedings; and 
(b) where appropriate, appoint a Deputy Chairman to attend the 
proceedings to advise the members of the proceedings on any issue 
that may arise during the proceedings. 
Reference of questions of law to High Court 
30A.  (1)  The Tribunal may of its own motion, or shall at the request of a party, 
refer a question of law arising in proceedings concluded before it for determination 
by the High Court. 
 (2)  A request under subsection (1) shall be made in writing within fourteen 
days of the date on which the decision was made. 
 (3)  Where a question has been referred to the High Court under this section, 
the Tribunal shall forward the record of its proceedings to the Registrar of the High 
Court who shall thereupon appoint and notify the parties to the proceedings of the 
time and place for its hearing. 
 (4)  At the hearing of the reference in the High Court, every party to the 
proceedings before the Tribunal shall be entitled to appear and to be heard. 
 (5)  The High Court shall hear and determine the question referred to it under 
this section as if the reference were an appeal to the High Court against the decision 
of the Tribunal, and may consequently confirm, vary, substitute or quash the 
decision, or make such other order as it considers just or necessary. 
 (6)  A decision of the High Court under subsection (5) shall be final and 
conclusive, and no such decision shall be challenged, appealed against, reviewed, 
quashed or called in question in any other court or before any other authority, 
judicial or otherwise, whatsoever. 
 (7)  For the purposes of this section, a question of law shall not include a 
question whether there is sufficient evidence to justify a finding of fact by the 
Tribunal. 
Licence to produce and publish translation 
31.  (1)  Any person may apply to the Tribunal for a licence to produce and 
publish in the national language or other vernacular languages in Malaysia a 





 (2)  The Tribunal after holding such inquiry as it thinks necessary may, 
subject to this section, grant to the applicant a licence (not being an exclusive 
licence) to produce and publish a translation of the work in the national language 
or other vernacular languages, on condition that the applicant shall pay to the owner 
of the right of translation in the work in respect of copies sold to the public, 
royalties at a rate to be determined by the Tribunal in the prescribed manner. 
 (3)  A licence may be granted on an application made under subsection (1) 
in respect of a work only where— 
(a) a translation of the work in the national language or other vernacular 
languages has not been published by the owner of the copyright (or 
by any person authorized by him) within one year after the first 
publication of the work or, if such translation has been so published, 
it is out of print; 
(b) (i) the applicant has requested and been denied authorization by 
the owner of the right to produce and publish the translation; or 
(ii) the applicant, after due diligence on his part, is unable to 
trace or ascertain the owner; 
(c) the applicant, if the nationality of the owner of the right of translation 
is known, has sent a copy of his request for the translation to the 
diplomatic or consular representative of the state of which that owner 
is a national, or to the organization which may have been designated 
by the government of that state; 
(d) the Tribunal is satisfied that— 
(i) the applicant is able to produce and publish a correct translation 
of the work and possesses the means to pay to the owner of the 
right of translation the royalties payable under this section; and 
(ii) the applicant undertakes to have the original title and the name 
of the author of the work printed on all copies of the published 
translation; 
(e) the author of the work has not withdrawn it from circulation; 
(f) an opportunity of being heard is first given, wherever practicable, to 
the owner of the right of translation in the work; 
(g) a further period of nine months has elapsed from the fulfilment of 
the formalities mentioned in paragraphs (b) and (c) and during this 
period no translation in the national language or other vernacular 
languages has been published by the owner of the right of translation 
or with his authorization; and 





 (4)  The licence granted under this section shall not be transferable and shall 
not extend to the export of copies: 
  Provided that the sending of copies to another country by the 
Government or any Government organization shall not constitute export if all of 
the following conditions are met: 
(a) the recipients are individuals who are nationals of Malaysia or 
organizations grouping such individuals; 
(b) the copies are to be used only for the purpose of teaching, scholarship 
or research; 
(c) the sending of the copies and their subsequent distribution to 
recipients is without any commercial purpose; and 
(d) the country to which the copies have been sent has agreed with 
Malaysia to allow the receipt, or distribution, or both. 
 (5)  The licence shall be valid only for publication of the translation in 
Malaysia and all copies published under the licence shall bear a notice in the 
national language or other vernacular languages stating that the copies are available 
for distribution only in Malaysia. 
 (6)  Any licence granted under this section shall terminate if a translation in 
the national language or other vernacular languages and with substantially the same 
content as that for which a licence has been granted has been published by the 
owner of the right of translation or with his authorization at a price reasonably 
related to that charged in Malaysia for comparable works: 
  Provided that any copies already made before the licence terminates 
may, however, continue to be distributed until their stock is exhausted. 
 (7)  If the work to be translated consists mainly of illustrations, no licence 
under this section shall be granted. 
32.  (Deleted by Act A952). 
Tribunal may request for information 
33.  (1)  The Tribunal may request for such information as it may deem necessary 
for the purpose of exercising any of its powers and functions under this Act and 
any subsidiary legislation made thereunder. 
 (2)  Any person who refuses to comply with such request by the Tribunal 
shall be guilty of an offence under this Act. 
No action to lie against Tribunal 
34.   No action or other legal proceedings shall lie against any member of the 
Tribunal for anything done or omitted to be done in good faith in connection with 





Regulations relating to Tribunal 
35.   The Minister may make regulations in respect of the Tribunal and in 
particular and without prejudice to the generality of the foregoing, in respect of the 
following matters: 
(a) prescribing the manner in which any matter may be referred to the 
Tribunal; 
(b) prescribing the procedure to be adopted by the Tribunal in dealing 
with any matter referred to it under this Act and the records to be 
kept by the Tribunal; 
(c) prescribing the manner in which the Tribunal shall be convened and 
the place where the Tribunal shall hold its sittings; 
(d) prescribing a scale of costs and fees payable in respect of any inquiry 
or proceedings before the Tribunal; and 
(e) generally for the better carrying out of the functions assigned to the 
Tribunal by this Act. 
Part VI 
REMEDIES FOR INFRINGEMENTS AND OFFENCES 
Infringements 
36.  (1)  Copyright is infringed by any person who does, or causes any other 
person to do, without the licence of the owner of the copyright, an act the doing of 
which is controlled by copyright under this Act. 
 (2)  Copyright is infringed by any person who, without the consent or licence 
of the owner of the copyright, imports an article into Malaysia for the purpose of— 
(a) selling, letting for hire, or by way of trade, offering or exposing for 
sale or hire, the article; 
(b) distributing the article— 
(i) for the purpose of trade; or 
(ii) for any other purpose to an extent that it will affect prejudicially 
the owner of the copyright; or 
(c) by way of trade, exhibiting the article in public, 
where he knows or ought reasonably to know that the making of the article was 
carried out without the consent or licence of the owner of the copyright. 
 (3)  (Deleted by Act A1420). 
 (4)  (Deleted by Act A1420). 






Circumvention of technological protection measure 
36A.  (1)  If a technological protection measure is applied to a copy of a work by 
or with the authorization of the owner of the copyright in the work, no person shall 
circumvent, or cause or authorize any other person to circumvent, the technological 
protection measure— 
(a) that is used by the owner of the copyright in connection with the 
exercise of his rights under this Act; and 
(b) that restricts acts in respect of his works which are not authorized by 
the owner concerned or permitted by law. 
 (2)  Subsection (1) does not apply if the circumvention of technological 
protection measure is— 
(a) for the sole purpose of achieving interoperability of an independently 
created computer program with the original program or any other 
programs; 
(b) for the sole purpose of identifying and analyzing flaws and 
vulnerabilities of encryption technology; 
(c) for the sole purpose of testing, investigating or correcting the 
security of a computer, computer system or computer network; 
(d) for the sole purpose of identifying and disabling an undisclosed 
capability to collect or disseminate personally identifying 
information about the online activities of a natural person; 
(e) in relation to anything lawfully done for the sole purpose of— 
(i) law enforcement; 
(ii) national security; or 
(iii)performing a statutory function; or 
(f) done by a library, an archive or an educational institution for the sole 
purpose of making an acquisition decision in relation to a work in 
which copyright subsists. 
 (3)  No person shall— 
(a) manufacture for sale or hire; 
(b) import otherwise than for his private and domestic use; or 
(c) in the course of a business— 
(i) sell or let for hire; 
(ii) offer or expose for sale or hire; 
(iii)advertise for sale or hire; 






(d) distribute for purposes other than in the course of a business to such 
an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright; or 
(e) offer to the public or provide any service in relation to, 
 any technology, device or component which— 
(A) is promoted, advertised or marketed for the purpose of the 
circumvention of technological protection measure; 
(B) has only a limited commercially significant purpose or use other than 
to circumvent technological protection measure; or 
(C) is primarily designed, produced, adapted or performed for the 
purpose of enabling or facilitating the circumvention of 
technological protection measure. 
 (4)  The Minister may prescribe any technology, device or component which 
may operate as a technological protection measure to be exempted from the 
application of this section. 
Rights management information  
36B.  (1)  No person shall— 
(a) remove or alter any electronic rights management information 
without authority; or 
(b) distribute, import for distribution or communicate to the public, 
without authority, of works or copies of works knowing that 
electronic rights management information has been removed or 
altered without authority, 
 and knowing or having reasonable grounds to know that such act will induce, 
enable, facilitate or conceal an infringement of any rights under this Act. 
 (2)  Subsection (1) does not apply if the removal or alteration of any 
electronic rights management information without authority is— 
(a) in relation to anything lawfully done for the sole purpose of— 
(i) law enforcement; 
(ii) national security; or 
(iii)performing a statutory function; or 
(b) done by a library, an archive or an educational institution for the sole 
purpose of making an acquisition decision in relation to a work in 
which copyright subsists. 
 (3)  For the purposes of this section and section 41, “rights management 
information” means information which identifies the work, the author of the work, 
the owner of any right in the work, the performer or the terms and conditions of 





these items is attached to a copy of a work or appears in connection with the 
communication of a work to the public. 
Action by owner of copyright and relief 
37.  (1)  Infringements of copyrights and the prohibited acts under sections 36a 
and 36b shall be actionable at the suit of the owner of the copyright and, in any 
action for such an infringement or prohibited act, the court may grant the following 
types of relief: 
(a) an order for injunction; 
(b) damages; 
(c) an account of profits; 
(d) statutory damages of not more than twenty-five thousand ringgit for 
each work, but not more than five hundred thousand ringgit in the 
aggregate; or 
(e) any other order as the court deems fit. 
 (2)  Notwithstanding subsection (1), all such relief shall be available to the 
plaintiff in an action under subsection 36a(3) except for statutory damages. 
 (3)  In making an award under paragraph (1)(b), the court may also make an 
order under paragraph (1)(c) for an account of any profits attributable to the 
infringement or prohibited act that have not been taken into account in computing 
the damages. 
 (4)  Except as provided in subsection (3), the types of relief referred to in 
paragraphs (1)(b), (c) and (d) are mutually exclusive. 
 (5)  For the purpose of paragraph (1)(d), all parts of a collective work shall 
constitute one work. 
 (6)  Where in an action under this section it is established that an 
infringement or a prohibited act under section 36A or 36B was committed but it is 
also established that at the time of the infringement or commission of the prohibited 
act the defendant was not aware, and had no reasonable grounds for suspecting, 
that the act was an infringement of the copyright or prohibited under section 36a 
or 36b, the plaintiff shall not be entitled under this section to any damages against 
the defendant in respect of the infringement or commission of the prohibited act, 
but shall be entitled to an account of profits or statutory damages whether or not 
any other relief is granted under this section. 
 (7)  Where in an action under this section an infringement of copyright or the 
commission of a prohibited act under section 36a or 36b is established, the court 
may, in assessing damages for the infringement or commission of the prohibited 
act, award such additional damages as it may consider appropriate in the 





(a) the flagrancy of the infringement or prohibited act; 
(b) any benefit shown to have accrued to the defendant by reason of the 
infringement or prohibited act; and 
(c) all other relevant matters. 
 (8)  In awarding statutory damages under paragraph (1)(d), the court shall 
have regard to— 
(a) the nature and purpose of the infringing act or prohibited act, 
including whether the infringing act or prohibited act was of a 
commercial nature or otherwise; 
(b) the flagrancy of the infringement or prohibited act; 
(c) whether the defendant acted in bad faith; 
(d) any loss that the plaintiff has suffered or is likely to suffer by reason 
of the infringement or prohibited act; 
(e) any benefit shown to have accrued to the defendant by reason of the 
infringement or prohibited act; 
(f) the conduct of the parties before and during the proceedings; 
(g) the need to deter other similar infringement or prohibited act; and 
(h) all other relevant matters. 
 (9)  An injunction shall not be issued in any proceedings under this section 
if it requires a completed or partly built building to be demolished or prevents the 
completion of a partly built building. 
 (10)  For the purposes of this section and section 38— 
(a) “action” includes a counterclaim, and reference to the plaintiff and 
to the defendant in an action shall be construed accordingly; 
(b) “collective work” means a work in which relevant materials, 
constituting separate and independent works in themselves, are 
assembled into a collective whole; and 
(c) “court” means the appropriate High Court in Malaysia. 
 (11)  For the purpose of this section, “owner of the copyright” means the first 
owner or an assignee of the relevant part of the copyright. 
Proceedings in case of copyright subject to exclusive licence 
38.  (1)  This section shall have effect as to proceedings in the case of any 
copyright in respect of which an exclusive licence has been granted and is in force 
at the time of the events to which the proceedings relate. 
 (2) Subject to this section, the exclusive licensee shall (except against the 
owner of the copyright) have the same rights of action, and be entitled to the same 





rights and remedies shall be concurrent with the rights and remedies of the owner 
of the copyright under that section. 
 (3)  Where an action is brought either by the owner of the copyright or by 
the exclusive licensee, and the action, in so far as it is brought under section 37, 
relates (wholly or partly) to an infringement in respect of which they have 
concurrent rights of action under that section, the owner or licensee, as the case 
may be, shall not be entitled, except with the leave of the court, to proceed with the 
action, in so far as it is brought under that section and relates to that infringement, 
unless the other party is either joined as a plaintiff in the action or added as a 
defendant: but this subsection shall not affect the granting of an interlocutory 
injunction on the application of either of them. 
 (4)  In any action brought by the exclusive licensee by virtue of this section, 
any defence which would have been available to a defendant in the action, if this 
section had not been enacted and the action have been brought by the owner of the 
copyright, shall be available to that defendant as against the exclusive licensee. 
 (5)  Where an action is brought in the circumstances mentioned in subsection 
(3) and the owner of the copyright and the exclusive licensee are not plaintiffs in 
the action, the court, in assessing damages in respect of any infringement as is 
mentioned in that subsection— 
(a) if the plaintiff is the exclusive licensee, shall take into account any 
liabilities (in respect of royalties or otherwise) to which the licence 
is subject; and 
(b) whether the plaintiff is the owner of the copyright or the exclusive 
licensee, shall take into account any pecuniary remedy awarded to 
the other party under section 37 in respect of that infringement, or, 
as the case may require, any right of action exercisable to the other 
party under that section in respect thereof. 
 (6)  Where an action, in so far as it is brought under section 37, relates 
(wholly or partly) to an infringement in respect of which the owner of the copyright 
and the exclusive licensee have concurrent rights of action under that section, and 
in that section (whether they are both parties to it or not) an account of profits is 
directed to be taken in respect of that infringement, then subject to any agreement 
of which the court is aware whereby the application of those profits is determined 
as between the owner of the copyright and the exclusive licensee, the court shall 
apportion the profits between them as the court may consider just and shall give 
such directions as the court may consider appropriate for giving effect to the 
apportionment. 






(a) no judgment or order for the payment of damages or statutory 
damages in respect of an infringement of copyright shall be given or 
made under section 37, if a final judgment or order has been given 
or made awarding an account of profits to the other party under that 
section in respect of the same infringement; and 
(b) no judgment or order for an account of profit in respect of an 
infringement of copyright shall be given or made under that section, 
if a final judgment or order has been given or made awarding either 
damages, statutory damages or an account of profits to the other 
party under that section in respect of the same infringement. 
 (8)  Where, in an action brought in the circumstances mentioned in 
subsection (3), whether by the owner of the copyright or by the exclusive licensee, 
the other party is not joined as a plaintiff (either at the commencement of the action 
or subsequently) but is added as a defendant, he shall not be liable for any costs in 
the action unless he enters an appearance and takes part in the proceedings. 
 (9)  For the purposes of this section, the expression— 
 “exclusive licence” means a licence signed by or on behalf of an owner or a 
prospective owner of copyright authorizing the licensee to the exclusion of all other 
persons, to exercise a right which by virtue of this Act would (apart from the 
licence) be exercisable exclusively by the owner of the copyright; and “exclusive 
licensee” shall be construed accordingly; 
 “if the licence had been an assignment” means if, instead of the licence, there 
had been granted (subject to terms and conditions corresponding as nearly as may 
be with those subject to which the licence was granted) an assignment of the 
copyright in respect of its or their application to the doing, at the place and time 
authorized by the licence, of the acts so authorized; 
 “the other party”, in relation to the owner of the copyright, means the 
exclusive licensee, and in relation to the exclusive licensee, means the owner of the 
copyright. 
Restriction on importation of infringing copies 
39.  (1)  The owner of copyright in any work, or any person authorized by him, 
may make an application to the Controller to request that during a period specified 
in the application copies of the work to which this section applies be treated as 
infringing copies. 
 (1a)  The application under subsection (1)— 
(a) shall be in such form as may be prescribed; 






(c) shall be supported by such documents and information, and 
accompanied by such fee, as may be prescribed. 
 (2)  This section shall apply to any copy of a work made outside Malaysia 
the making of which was carried out without the consent or licence of the owner of 
the copyright in the work. 
 (2a)  Upon receipt of the application under subsection (1), the Controller shall 
determine the application and the Controller shall within a reasonable period 
inform the applicant by a written notice whether the application has been approved 
and specify the period during which the copies shall be treated as infringing copies. 
 (3)  Where the application is approved by the Controller in respect of a work 
and the application is not withdrawn, the importation of any infringing copies into 
Malaysia for the duration of the period specified in the Controller’s notice shall be 
prohibited: 
 Provided that this subsection shall not apply to the importation of any copy 
by a person for his private and domestic use. 
 (4)  (Deleted by Act A1082). 
 (5)  The Controller shall require any person making an application under 
subsection (1)— 
(a) to deposit a security which in the Controller’s opinion is sufficient to 
reimburse the Government for any liability or expenses which may 
be incurred in consequence of the detention at any time within the 
period specified in the Controller’s notice of any infringing copies or 
in consequence of anything done in relation to a copy so detained; 
and 
(b) whether or not a security is given, to keep the Controller indemnified 
against any liability or expenses referred to in paragraph (a). 
 (6)  Any Assistant Controller, police officer not below the rank of Inspector 
or any officer of Customs may search for and seize any infringing copies which are 
prohibited from being imported into Malaysia under subsection (3). 
 (7)  Whenever any infringing copies are seized under this section, the seizing 
officer shall forthwith give notice in writing of such seizure and the grounds thereof 
to the owner of the infringing copies if known, either by delivering such notice to 
him personally or by post at his residence, if known: 
 Provided that such notice shall not be required to be given where such seizure 
is made on the person, or in the presence of the offender or the owner or his agent, 
or in the case of a vessel or aircraft, in the presence of the master or pilot, as the 
case may be. 
 (8)  Infringing copies shall be liable to forfeiture as if they were prohibited 





 (9)  The Minister may make such regulations as he thinks necessary or 
expedient for the purpose of this section. 
Application of sections 36, 37, 38 and 39 to performers’ right 
39A.  Sections 36, 37, 38 and 39 shall apply mutatis mutandis to performers’ right. 
Back-up copy of computer program 
40.  (1)  Notwithstanding any express contract condition to the contrary, the 
copyright in a literary work in the form of a computer program is not infringed by 
the making of a reproduction of the work or of a computer program being an 
adaptation of the work, if— 
(a) the reproduction is made by, or on behalf of, the owner of the copy 
(in this section referred to as “the original copy”) from which the 
reproduction is made; and 
(b) the reproduction is made for the purpose only of being used, by or 
on behalf of the owner of the original copy, in lieu of the original 
copy in the event that the original copy is lost, destroyed or rendered 
unusable. 
 (2)  Subsection (1) does not apply to the making of a reproduction of a 
computer program, or of an adaptation of a computer program— 
(a) from an infringing copy of the computer program; or 
(b) contrary to an express direction by or on behalf of the owner of the 
copyright in the computer program given to the owner of the original 
copy not later than the time when the owner of the original copy 
acquired the original copy. 
 (3)  For the purposes of this section— 
(a) a reference to a copy of a computer program or of an adaptation of a 
computer program is a reference to any article in which the computer 
program or adaptation is reproduced in a material form; and 
(b) a reference to an express direction, in relation to a copy of a computer 
program, or of an adaptation of a computer program, includes a 
reference to a clearly legible direction printed on the copy or on a 
package in which the copy is supplied. 
Offences 
41.  (1)  Any person who during the subsistence of copyright in a work or 
performers’ right— 
(a) makes for sale or hire any infringing copy; 
(b) sells, lets for hire or by way of trade, exposes or offers for sale or 





(c) distributes infringing copies; 
(d) has in his possession, custody or control, otherwise than for his 
private and domestic use, any infringing copy; 
(e) by way of trade, exhibits in public any infringing copy; 
(f) imports into Malaysia, otherwise than for his private and domestic 
use, an infringing copy; 
(g) makes or has in his possession any contrivance used or intended to 
be used for the purposes of making infringing copies; 
(h) circumvents or causes or authorizes the circumvention of any 
effective technological measures referred to in subsection 36a(1); 
(i) manufactures, imports or sells any technology or device for the 
purpose of the circumvention of technological protection measure 
referred to in subsection 36a(3); 
(j) removes or alters any electronic rights management 
(k) information referred to in section 36b without authority; or 
(l) distributes, imports for distribution or communicates to the public, 
without authority, works or copies of works in respect of which 
electronic rights management information has been removed or 
altered without authority, shall, unless he is able to prove that he had 
acted in good faith and had no reasonable grounds for supposing that 
copyright or performers’ right would or might thereby be infringed, 
be guilty of an offence and shall on conviction be liable— 
(i) in the case of an offence under paragraphs (a) to (f), to *a fine 
of not less than two thousand ringgit and not more than twenty 
thousand ringgit for each infringing copy, or to imprisonment 
for a term not exceeding five years or to both and for any 
subsequent offence, to **a fine of not less than four thousand 
ringgit and not more than forty thousand ringgit for each 
infringing copy or to imprisonment for a term not exceeding ten 
years or to both; 
(ii) in the case of an offence under paragraphs (g) and (ha), to ***a 
fine of not less than four thousand ringgit and not more than 
forty thousand ringgit for each contrivance in respect of which 
the offence was committed or to imprisonment for a term not 
exceeding ten years or to both and for any subsequent offence to 
†a fine of not less than eight thousand ringgit and not more than 
eighty thousand ringgit for each contrivance in respect of which 
the offence was committed or to imprisonment for a term not 





(iii)in the case of an offence under paragraphs (h), (i) and (j), to a 
fine not exceeding two hundred and fifty thousand ringgit or to 
imprisonment for a term not exceeding ††five years or to both 
and for any subsequent offence, to a fine not exceeding five 
hundred thousand ringgit or to imprisonment for a term not 
exceeding †††ten years or to both. 
 (2)  For the purposes of paragraphs (1)(a) to (f), any person who has in his 
possession, custody or control three or more infringing copies of a work or 
recording in the same form shall, unless the contrary is proved, be presumed to be 
in possession of or to import such copies otherwise than for private or domestic 
use. 
 (3)  Any person who causes a literary or musical work, sound recording or 
film to be performed in public shall be guilty of an offence under this subsection 
unless he is able to prove that he had acted in good faith and had no reasonable 
grounds for supposing that copyright would or might thereby be infringed. 
 (4)  Where an offence under this section is committed by a body corporate 
or by a person who is a partner in a firm, every director, chief executive officer, 
chief operating officer, secretary, manager or other similar officer of the body 
corporate or every other partner in the firm or was purporting to act in any such 
capacity or was in any manner or to any extent responsible for the management of 
the affairs of the body corporate or firm or was assisting in such management, as 
the case may be, shall be deemed to be guilty of the offence and may be charged 
severally or jointly in the same proceedings with the body corporate or firm unless 
he proves that the offence was committed without his consent or connivance and 
that he exercised all due diligence to prevent the commission of the offence. 
Compounding of offences 
41A.  (1)  The Controller or a Deputy Controller or any person authorized in 
writing by the Controller may with the written consent of the Public Prosecutor 
compound any offence under any subsidiary legislation made under this Act which 
is prescribed to be a compoundable offence by accepting from the person 
reasonably suspected of having committed such offence a sum of money not 
exceeding such amount as may be prescribed. 
 (2)  Upon receipt of the payment under subsection (1), no further 
proceedings shall be taken against such person in respect of such offence and where 
possession has been taken of any goods, such goods may be released, subject to 
such conditions as may be imposed in accordance with the conditions of the 
compound. 






Affidavit admissible in evidence 
42.  (1)  An affidavit, certified extracts of the Register of Copyright referred to in 
section 26b or statutory declaration made before any person having authority to 
administer oath by or on behalf of any person claiming to be— 
(a) the owner of the copyright in any works eligible for copyright under 
this Act stating that— 
(i) at the time specified herein copyright subsisted in such work; 
(ii) he or the person named therein is the owner of the copyright; 
and 
(iii)a copy of the work annexed thereto is the true copy thereof; or 
(b) the performer in a performance eligible for performers’ right under 
this Act stating that— 
(i) at the time specified therein performers’ right subsisted in such 
performance; 
(ii) he or the person named therein is the performer; and 
(iii)a copy of the document annexed thereto is the document which 
proves that he or the person named therein performed in the 
performance, 
 shall be admissible in evidence any proceedings under this Act and shall be 
prima facie evidence of the facts contained therein. 
 (2)  Any person who is authorized to act on behalf of the owner of the 
copyright or performer for the purposes of subsection (1) shall be required to 
produce such authorization in writing. 
 (3)  (Deleted by Act A1082). 
Penalty 
43. Any person who is guilty of an offence under this Act or any regulations made 
thereunder for which no special penalty is provided, shall on conviction be liable 
to *a fine of not less than ten thousand ringgit and not more than fifty thousand 
ringgit or to imprisonment for a term not exceeding **five years or to both. 
Part VIa 
ANTI-CAMCORDING 
Offences relating to anti-camcording 
43A.  (1)  Any person who operates an audiovisual recording device in a screening 
room to record any film in whole or in part shall be guilty of an offence and shall 
on conviction be liable to a fine of not less than ten thousand ringgit and not more 
than one hundred thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding five 





 (2)  Any person who is guilty of an attempt to commit an offence under 
subsection (1) shall on conviction be liable to a fine of not less than five thousand 
ringgit and not more than fifty thousand ringgit or to imprisonment for a term not 
exceeding one year or to both. 
 (3)  For the purpose of this section— 
 “audiovisual recording device” means any device which is capable of 
recording or transmitting a motion picture or any part thereof; 
 “motion picture” means film; 
 “screening room” means any venue which is utilized for the exhibition or 
screening of a motion picture, including a motion picture theatre. 
Part VIb 
LIMITATION OF LIABILITIES OF THE SERVICE PROVIDER 
Interpretation 
43B.  For the purpose of this Part— 
 “another network” means any type of network that is able to connect with the 
primary network; 
 “court” means the appropriate High Court in Malaysia; 
 “electronic copy”, in relation to any work, means a copy of the work in an 
electronic form and includes the original version of the work in that form on a 
network; 
 “originating network” means another network from which an electronic copy 
originates; 
 “primary network”, in relation to a service provider, means a network 
controlled or operated by or for the service provider; 
 “routing” means directing or choosing the means or routes for the 
transmission of data; 
 “service provider”— 
(a) for the purpose of section 43c, means a person who provides services 
relating to, or provides connections for, the access, transmission or 
routing of data; and 
(b) for the purpose of this Part other than section 43c, means a person 
who provides, or operates facilities for, online services or network 
access and includes a person referred to in paragraph (a). 
Transmission, routing and provision of connections 
43C.  (1)  A service provider shall not be held liable for infringement of copyright 





(a) the transmission or routing, or the provision of connections, by the 
service provider of an electronic copy of the work through its 
primary network; or 
(b) any transient storage by the service provider of an electronic copy of 
the work in the course of such transmission, routing or provision of 
connections: 
 Provided that— 
(A) the transmission of the electronic copy of the work was initiated by 
or at the direction of a person other than the service provider; 
(B) the transmission, routing, provision of connections or storage is 
carried out through an automatic technical process without any 
selection of the electronic copy of the work by the service provider; 
(C) the service provider does not select the recipient of the electronic 
copy of the work except as an automatic response to the request of 
another person; or 
(D) the service provider does not make any modification, other than a 
modification made as part of a technical process, to the content of 
the electronic copy of the work during its transmission through the 
primary network. 
 (2)  Where infringing material has been identified to come from an online 
location outside Malaysia or from a specified account and if the court is satisfied 
that subsection (1) applies to the service provider, the court may order the service 
provider— 
(a) to take reasonable steps to disable access to an online location that is 
physically situated outside Malaysia; or 
(b) to terminate the specified account. 
System caching 
43D.  (1)  A service provider shall not be held liable for infringement of copyright 
for the making of any electronic copy of the work on its primary network if it is— 
(a) from an electronic copy of the work made available on an originating 
network; 
(b) through an automatic process; 
(c) in response to an action by a user of its primary network; or 
(d) in order to facilitate efficient access to the work by a user: 
 Provided that— 
(A) the service provider does not make any substantive modification, 





content of the electronic copy during the transmission of such copy 
to users of its primary network or another network; and 
(B) the service provider satisfies such other conditions as the Minister 
may determine in relation to— 
(i) access to the electronic copy by users of its primary network or 
another network; 
(ii) the refreshing, reloading or updating of the electronic copy; and 
(iii)non-interference with the technology used at the originating 
network to obtain information about the use of any work on the 
originating network, being technology that is consistent with 
industry standards in Malaysia. 
 (2)  A service provider shall not be held liable under this section if the 
copyright owner or his agent has not given any notification under section 43h. 
Storage and information location tools 
43E.  (1)  A service provider shall not be held liable for infringement of copyright 
in any work where such infringement occurs by reason of— 
(a) the electronic copy of the work being stored at the direction of a user 
of its primary network; 
(b) the service provider referring or linking a user to an online location 
on an originating network at which an electronic copy of the work is 
made available by the use of an information location tool such as a 
hyperlink or directory, or an information location service such as a 
search engine, if— 
(i) the service provider— 
(A) does not have actual knowledge that the electronic copy of 
the work or activity is infringing; or 
(B) in the absence of such actual knowledge, is not aware of the 
facts or circumstances from which the infringing activity is 
apparent; 
(ii) the service provider does not receive any financial benefit 
directly attributable to the infringement of the copyright in the 
work that occurs in, or in the course of, making available the 
electronic copy on its primary network or on another network, 
and that the service provider does not have the right and ability 
to control the infringing activity; and 
(iii)upon receipt of a notification of any infringement under section 





remove or disable access to the material that is claimed to be 
infringing or to be the subject of the infringing activity. 
 (2)  In determining whether a financial benefit is directly attributable to the 
infringement of copyright in the work, the court shall have regard to— 
(a) the industry practice in relation to the charging of services by a 
service provider; 
(b) whether the financial benefit was greater than the benefit that would 
usually result from charging in accordance with accepted industry 
practices; and 
(c) any other matter that the court considers relevant. 
 (3)  A service provider shall not be held liable under this section if the 
copyright owner or his agent has not given any notification under section 43h. 
Exemption of service provider from liability for removal of copy or other 
activities from network 
43F.  (1)  A service provider acting in compliance with subsection 43h(1) and in 
accordance with this Part shall not be subject to any liability in respect of an action 
taken in good faith in relation to— 
(a) the removal of an electronic copy of a work from its primary 
network; or 
(b) the disabling of access to an electronic copy of a work on its primary 
network or another network. 
 (2)  Upon removing or disabling access to an electronic copy of a work under 
subsection (1), the service provider shall notify, as far as may be practicable, the 
person who made available the electronic copy of the action taken by the service 
provider and enclosing therewith a copy of the notification received by it pursuant 
to subsection 43h(1). 
 (3)  Notwithstanding anything to the contrary, if— 
(a) as a result of a settlement between the copyright owner of the work 
and the person who made available the electronic copy of the work, 
the service provider receives a written notification from either party 
to restore the electronic copy to the network or to restore access to 
that copy; or 
(b) the person who made available the electronic copy of the work was 
adjudicated by any court or tribunal as the rightful copyright owner 
of the work, 
the service provider shall, as far as practicable— 





(b) restore access to the electronic copy of the work on its primary 
network or another network: 
 Provided that the service provider is furnished with the proper 
documentation relating to the settlement between the parties or 
judgment or decision of the court or tribunal. 
 (4)  A service provider shall not be treated as having authorized the doing of 
any act which is an infringement of copyright under this Act solely by reason of 
the service provider having provided a facility which was used by a person to 
perform the infringing act. 
Information on service provider 
43G.  (1)  In providing its service to the users, a service provider shall make 
available the following information in a manner which is accessible to any person 
using the service: 
(a) the name and address of the service provider; and 
(b) the details and particulars of a designated agent to receive any 
complaint or notice regarding an allegation of infringement of 
copyright. 
 (2)  Failure by a service provider to comply with subsection (1) shall not 
entitle the service provider to rely on the protection provided under this Part. 
Notification by copyright owner and its effect 
43H.  (1)  If an electronic copy of any work accessible in a network infringes the 
copyright of a work, the owner of the copyright which has been infringed may 
notify the service provider of the network of such infringement by issuing to the 
service provider a notification in the manner as determined by the Minister, 
requiring the service provider to remove or disable any access to the electronic 
copy on the service provider’s network: 
 Provided that the owner of the copyright shall undertake to compensate the 
service provider or any other person against any damages, loss or liability arising 
from the compliance by the service provider of such notification. 
 (2)  A service provider who has received a notification under subsection (1) 
shall remove or disable any access to the infringing electronic copy on its network 
not later than forty-eight hours from the time the notification was received. 
 (3)  The person whose electronic copy of the work was removed or to which 
access has been disabled pursuant to subsection (2) may issue to the service 
provider a counter notification in the manner as may be determined by the Minister, 
requiring the service provider to restore the electronic copy or access to it on the 





 Provided that the person shall undertake to compensate the service provider 
or any other person against any damages, loss or liability arising from the 
compliance by the service provider of such counter notification. 
 (4)  A service provider shall— 
(a) upon receipt of a counter notification, promptly provide the issuer of 
the notification under subsection (1) with a copy of the counter 
notification and inform such issuer that the removed material or 
access to the said material will be restored in ten business days; and 
(b) restore the removed material or access to it not less than ten business 
days following receipt of the counter notification, unless the service 
provider has received another notification from the issuer of the 
notification under subsection (1) that he has filed an action seeking 
a court order to restrain the issuer of the counter notification under 
subsection (3) from engaging in any infringing activity relating to 
the material on the service provider’s network. 
 (5)  A counter notification shall be issued to the service provider’s 
designated agent containing the following information: 
(a) a physical or electronic signature of the subscriber; 
(b) identification of the material that has been removed or to which 
access has been disabled and the location at which the material 
appeared before it was removed or access to it was disabled; 
(c) a statement under penalty of perjury that the issuer has a good faith 
belief that the material was removed or disabled as a result of mistake 
or misidentification of the material to be removed or disabled; and 
(d) the issuer’s name, address, telephone number and a statement that 
the issuer consents to the jurisdiction of the court in which the 
address is located, or if the issuer’s address is outside Malaysia, in 
which the service provider may be found, and that the subscriber will 
accept service of process from the person who provided the 
notification under subsection (1) or an agent of such person. 
Maker of false notice guilty of offence and liable in damages 
43I.  (1)  If a person making a notification in accordance with section 43h makes 
any statement which is false, which he knows to be false or does not believe to be 
true, and which touches on any point material to the object of the notice— 
(a) he shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable to a 
fine not exceeding one hundred thousand ringgit or to imprisonment 





(b) he shall be liable to compensate any person who suffers any loss or 
damages as a result of making the notification. 
 (2)  Subsection (1) shall apply whether or not the statement is made in 
Malaysia, and if a person makes the statement outside Malaysia, he may be dealt 
with under paragraph (1)(a) as if the offence was committed in Malaysia. 
Part VII 
ENFORCEMENT 
Entry by warrant or otherwise 
44.  (1)  In every case where information is given on oath to any magistrate that 
there is reasonable cause for suspecting that there is in any house or premises any 
infringing copy or any contrivance used or intended to be used for making 
infringing copies or capable of being used for the purpose of making infringing 
copies, or any other article or vehicle, book or document by means of or in relation 
to which any offence under section 41 has been committed, he shall issue a warrant 
under his hand by virtue of which any Assistant Controller or police officer not 
below the rank of Inspector named or referred to in the warrant may enter the house 
or premises at any reasonable time by day or night and search for and seize any 
such copy, contrivance, article, vehicle, book or document: 
 Provided that if an Assistant Controller or a police officer not below the rank 
of Inspector is satisfied upon information received that he has reasonable grounds 
for believing that by reason of delay in obtaining a search warrant, any copy, 
contrivance, article or vehicle, book or document used to commit or to be used to 
commit an offence under this Act is likely to be removed or destroyed, he may 
enter such house or premises without a warrant and seize any such copy, 
contrivance, article, vehicle, book or document from therein. 
 (1a)  An Assistant Controller or a police officer not below the rank of 
Inspector entering any house or premises by virtue of subsection (1) may take with 
him such other persons and such equipment as may appear to him necessary; and 
on leaving any house or premises which he has entered he shall, if the house or 
premises is unoccupied or the occupier is temporarily absent, leave it as effectively 
secured against trespassers as he found it. 
 (2)  An Assistant Controller or a police officer not below the rank of 
Inspector making the search may seize any infringing copy, copy suspected to be 
an infringing copy, contrivance used or intended to be used for making infringing 
copies or capable of being used for the purpose of making infringing copies, or any 
other article, vehicle, book or document and if any such copy, contrivance, article, 
vehicle, book or document is seized, he shall produce the same before the 





in the custody of the Controller or Assistant Controller or the police for the purpose 
of any investigation or prosecution under this Act: 
 Provided that where, upon any such seizure, any such copies, contrivances, 
articles, vehicles, books or documents are kept in the custody of the Controller or 
Assistant Controller or the police and where it is found, by reason of their nature, 
size or amount, that it is not practical to produce the same before the magistrate, it 
shall be sufficient for the purposes of this subsection for the seizure to be reported 
to the magistrate. 
 (3)  If it is found, by reason of their nature, size or amount, that it is not 
practical to remove from where they are found such things or documents seized by 
an Assistant Controller or a police officer not below the rank of Inspector and the 
Assistant Controller or the police officer has sealed the same in the premises or 
container in which they are found pursuant to section 47, it shall be sufficient for 
the purpose of producing the same before the magistrate under subsection (2) for 
the seizure to be reported to the magistrate or for the magistrate to view the same 
in such premises or container. 
Effecting entry, removal and detention 
45.  Any Assistant Controller or police officer not below the rank of Inspector 
may in the exercise of his powers under section 44, if it is necessary so to do— 
(a) break open any outer or inner door of the dwelling house or any other 
premises and enter thereinto; 
(b) forcibly enter the place and every part thereof; 
(c) remove by force any obstruction to entry, search, seizure and 
removal as he is empowered to effect; and 
(d) detain every person found in the place until the place has been 
searched. 
Access to computerized or digitalized data 
45A.  (1)  Any Assistant Controller or a police officer not below the rank of 
Inspector shall, in the exercise of his powers under section 44, if it is necessary, be 
given access to computerized or digitalized data whether stored in a computer or 
any other medium. 
 (2)  For the purpose of this section, “access” includes being provided with 
the necessary password, encryption code, decryption code, software or hardware 
and any other means required to enable comprehension of the computerized data. 
List of things seized 
46.  (1)  The Assistant Controller or police officer not below the rank of Inspector 
seizing any infringing copy, any copy suspected to be an infringing copy, 





of the things seized and forthwith deliver a copy signed by him to the occupier, or 
his agents or servants present in the premises. 
 (2)  If the premises are unoccupied, the Assistant Controller or police officer 
not below the rank of Inspector shall wherever possible post a list of the things 
seized on the premises. 
Sealing of things 
47.  Where it appears to an Assistant Controller or a police officer not below the 
rank of Inspector that it is not practical to remove from where they are found, any 
thing or document seized by him in the exercise of his powers under this Act, by 
reason of their nature, size or amount, he may by any means seal such things or 
documents in the premises or container in which they are found and it shall be an 
offence for any person without lawful authority to break, tamper with or damage 
such seal or remove such things or documents or to attempt to do so. 
Obstruction to search, etc. 
48.  Any person who— 
(a) refuses any Assistant Controller or police officer not below the rank 
of Inspector access to any place; 
(b) assaults, obstructs, hinders or delays any Assistant Controller or 
police officer not below the rank of Inspector in effecting any entry 
which he is entitled to effect under this Act, or in the execution of 
any duty imposed or power conferred by this Act; 
(c) refuses to give to any Assistant Controller or police officer not below 
the rank of Inspector any information relating to an offence or 
suspected offence under this Act or any other information which may 
reasonably be required of him and which he has in his knowledge or 
power to give; 
(d) with a view to deceiving any public officer in the execution of the 
provisions of this Act, or with a view to procuring or influencing the 
doing or omission of anything in relation to this Act, knowingly 
gives any false information or makes any statement which is false 
and which he either knows or believes to be false or does not believe 
to be true; or 
(e) in the affidavit or statutory declaration referred to in subsection 
42(1), makes any statement which is false, and which he either 
knows or believes to be false or does not believe to be true, touching 
any point material to the object for which the affidavit or declaration 
is made or used under subsection 42(1), 





Warrant admissible notwithstanding defects, etc. 
49.  A warrant issued under this Act shall be valid and enforceable 
notwithstanding any defect, mistake or omission in the warrant or in the application 
for such warrant and any copy, contrivance, article, vehicle, book or document 
seized under such warrant shall be admissible in evidence in any proceedings under 
this Act. 
Powers of investigation 
50.  (1)  Any Assistant Controller or police officer not below the rank of 
Inspector shall have the power to investigate the commission of any offence under 
this Act or subsidiary legislation made thereunder. 
 (2)  Any Assistant Controller or police officer not below the rank of 
Inspector may, in relation to any investigation in respect of any offence under this 
Act or subsidiary legislation made thereunder, exercise the special powers in 
relation to police investigation in seizable cases given by the Criminal Procedure 
Code [Act 593]. 
Power of arrest 
50A.  (1)  Any Assistant Controller may arrest without warrant any person whom 
he reasonably believes has committed or is attempting to commit seizable offence 
under this Act or any regulations made thereunder. 
 (2)  Any Assistant Controller making an arrest under subsection (1) shall 
without unnecessary delay make over the person so arrested to the nearest police 
officer or, in the absence of a police officer, take such person to the nearest police 
station, and thereafter the person shall be dealt with as is provided for by the law 
relating to criminal procedure for the time being in force as if he had been arrested 
by a police officer. 
Power to intercept communications 
50B.  (1)  Notwithstanding the provisions of any other written law, the Public 
Prosecutor, if he considers that any communications is likely to contain any 
information which is relevant for the purpose of any investigation into an offence 
under this Act or its subsidiary legislation, may, on the application of an Assistant 
Controller or a police officer not below the rank of Inspector, authorize the officer 
to intercept or to listen to any communications transmitted or received by any 
communications. 
 (2)  When any person is charged with an offence under this Act or its 
subsidiary legislation, any information obtained by an Assistant Controller or a 
police officer under subsection (1), whether before or after the person is charged, 





 (3)  An authorization by the Public Prosecutor under subsection (1) may be 
given either orally or in writing; but if an oral authorization is given, the Public 
Prosecutor shall, as soon as practicable, reduce the authorization into writing. 
 (4)  A certificate by the Public Prosecutor stating that the action taken by an 
Assistant Controller or a police officer under subsection (1) had been authorized 
by him under that subsection shall be conclusive evidence that it had been so 
authorized, and the certificate shall be admissible in evidence without proof of his 
signature there. 
 (5)  No person shall be under any duty, obligation or liability, or be in any 
manner compelled, to disclose in any proceedings the procedure, method, manner 
or means, or any matter related to it, of anything done under subsection (1). 
Admissibility of statement 
51.  (1)  Notwithstanding the provisions of any written law to the contrary, where 
a person is charged with an offence under this Act any statement, whether the 
statement amounts to a confession or not or whether it is oral or in writing, made 
at any time, whether before or after the person is charged and whether in the course 
of investigations under this Act or not and whether or not wholly or partly in answer 
to questions, by the person to or in the hearing of an Assistant Controller or a police 
officer not below the rank of Inspector and whether or not interpreted to him by an 
Assistant Controller, a police officer not below the rank of Inspector, or any other 
person concerned or not in the case shall be admissible at his trial in evidence and, 
if the person tenders himself as a witness, any such statement may be used in cross-
examination and for the purpose of impeaching his credit: 
 Provided that— 
(a) no such statement shall be admissible or used as aforesaid— 
(i) if the making of the statement appears to the court to have been 
caused by any inducement, threat or promise having reference 
to the charge against such person proceeding from the person in 
authority and sufficient in the opinion of the court to give a 
person grounds which would appear to him reasonable for 
supposing that by making it he would gain any advantage or 
avoid any evil of a temporal nature in reference to the 
proceedings against him; or 
(ii) in the case of a statement made by the person after his arrest, 
unless the court is satisfied that he was cautioned in the 
following words or words to the like effect: 
 “It is my duty to warn you that you are not obliged to say 





whether in answer to a question or not, may be given in 
evidence.”; and 
(b) a statement made by any person before there is time to caution him 
shall not be rendered inadmissible in evidence merely by reason of 
his not having been cautioned if he is cautioned as soon as possible. 
 (2)  Notwithstanding the provisions of any written law to the contrary, a 
person accused of an offence to which subsection (1) applies shall not be bound to 
answer any question relating to the case after he has been cautioned. 
Evidence of agent provocateur is admissible 
51A.  (1)  Notwithstanding any written law or rule of law to the contrary, no agent 
provocateur shall be presumed to be unworthy of credit by reason only of his 
having attempted to abet or abetted the commission of an offence by any person 
under this Act if the attempt to abet or abetment was for the sole purpose of 
securing evidence against such person. 
 (2)  Notwithstanding any written law or rule of law to the contrary, any 
statement, whether oral or in writing made to the agent provocateur by any person 
who subsequently is charged with an offence under this Act shall be admissible as 
evidence at his trial. 
Disclosure of information 
52.  Where a person discloses to any other person any information obtained by 
him in pursuance of this Act, he shall be guilty of an offence, unless the disclosure 
was made in or for the purposes of the performance of the functions and duties 
under this Act. 
Tipping-off 
52C.  (1)  Any person who— 
(a) knows or has reason to suspect that an Assistant Controller or a 
police officer not below the rank of Inspector is acting, or is 
proposing to act, in connection with an investigation which is being, 
or is about to be, conducted under or for the purposes of this Act and 
discloses to any other person information or any other matter which 
is likely to prejudice that investigation or proposed investigation; or 
(b) knows or has reason to suspect that a disclosure has been made to an 
Assistant Controller or a police officer under this Act and discloses 
to any other person information or any other matter which is likely 
to prejudice any investigation which might be conducted following 
the disclosure, 





 (2)  Nothing in subsection (1) makes it an offence for an advocate and 
solicitor or his employee to disclose any information or other matter— 
(a) to his client or the client’s representative in connection with the 
giving of advice to the client in the course and for the purpose of the 
professional employment of the advocate and solicitor; or 
(b) to any person in contemplation of, or in connection with and for the 
purpose of, any legal proceedings. 
Institution of prosecution 
53.  No prosecution for any offence under this Act shall be instituted except by 
or with the consent in writing of the Public Prosecutor. 
Forfeiture of articles 
54.  (1)  Any article, vehicle, book, document, copy or contrivance seized 
pursuant to this Act shall be liable to forfeiture. 
 (2)  The court trying any person accused of an offence under this Act may at 
the conclusion of the trial, whether he is convicted or not, order that article, vehicle, 
book, document, copy or contrivance seized from that person be disposed of or in 
the case of infringing copies, be delivered up to the first owner of the copyright in 
question, his assignee or exclusive licensee, as the case may be. 
 (3)  Where there is no prosecution with regard to any article, vehicle, book, 
document, copy or contrivance seized in exercise of any powers conferred under 
this Act, the same shall be taken and deemed to be forfeited at the expiration of one 
calendar month from the date it was seized unless a claim thereto is made before 
that date in the manner hereinafter set forth. 
 (4)  Any person asserting that he is the owner of any article, vehicle, book, 
document, copy or contrivance seized under this Act and that the same are not 
liable to forfeiture may personally or by his agent authorized in writing by him give 
written notice to an Assistant Controller of his claim. 
 (5)  On receipt of a notice under subsection (4), the Assistant Controller shall 
refer the notice to the Controller who may, after such enquiry as may be necessary, 
direct that such article, vehicle, book, document, copy or contrivance be released 
or forfeited or refer the matter to the court for decision. 
 (6)  The court to which the matter is referred shall issue a summons requiring 
the person asserting that he is the owner of the article, vehicle, book, document, 
copy or contrivance and the person from whom they were seized to appear before 
it and upon his appearance or default to appear, due service of the summons being 
proved, the court shall proceed to the examination of the matter and on proof that 
an offence under this Act or subsidiary legislation made thereunder has been 





the subject matter or was used in the commission of such offence, shall order the 
same to be forfeited or may, in the absence of such proof, order the release of such 
article, vehicle, book, document, copy or contrivance to the person entitled to it. 
 (7)  Any article, vehicle, book, document, copy or contrivance forfeited or 
deemed to be forfeited shall be delivered to the Controller who shall dispose of it 
in a manner he deems fit or deliver it up to the first owner of copyright in question, 
his assignee or exclusive licensee, as the case may be. 
Proportional examination of articles seized to be accepted 
55.  (1)  Where packages or receptacles containing copies suspected to be 
infringing copies or otherwise liable to seizure have been seized, it shall be 
sufficient only to open and examine one per centum or any five copies, whichever 
is the lesser, of the contents of each package or receptacle seized. 
 (2)  The court shall presume that the remaining copies contained in the 
package or receptacle are of the same nature as those copies examined. 
Protection of informers from discovery 
56.  (1)  Except as hereinafter provided, no witness in any civil or criminal 
proceedings shall be obliged or permitted to disclose the name or address of an 
informer or the substance and nature of the information received from him or to 
state any matter which may lead to his discovery. 
 (2)  If any books, documents or papers which are in evidence or are liable to 
inspection in civil or criminal proceedings whatsoever contain any entry in which 
any informer is named or described or which might lead to his discovery, the court 
shall cause all such passages to be concealed from view or to be obliterated so far 
only as may be necessary to protect the informer from discovery. 
 (3)  If on the trial for any offence against this Act or any subsidiary 
legislation made thereunder the court after full enquiry into the case believes the 
informer unlawfully made in his complaint a material statement which he knew or 
believed to be false or did not believe to be true, or if in any other proceedings the 
court is of the opinion that justice cannot be fully done between the parties thereto 
without the discovery of the informer, it shall be lawful for the court to require the 
production of the original complaint, if in writing, and permit enquiry, and receive 
full disclosure concerning the informer. 
Protection of Assistant Controllers and police officers 
57.  No action or prosecution shall be brought, instituted or maintained in any 
court against any Assistant Controller or police officer not below the rank of 
Inspector for or on account of or in respect of any act ordered or done for the 
purpose of carrying into effect this Act, and no suit or prosecution shall lie in any 





purporting to have been done by him under order, direction or instruction of any 
Assistant Controller or police officer not below the rank of Inspector given for any 
such purpose as aforesaid: 
 Provided that the act was done in good faith and in a reasonable belief that it 
was necessary for the purpose intended to be served thereby. 
Part VIII 
MISCELLANEOUS 
58.  (Deleted by Act A952). 
Regulations 
59.  The Minister may make regulations for the carrying out of the provisions of 
this Act. 
Extension of application of Act 
59A.  (1)  The Minister may make regulations applying any of the provisions of 
this Act specified in the regulations, in relation to a country so specified in the 
regulations (which in this section is referred to as the “specified country”), which 
may or may not be a party to a treaty or a member of any Convention or Union 
relating to copyright or performers’ right to which Malaysia is also a party or a 
member, so as to secure that those provisions— 
(a) apply in relation to literary, musical or artistic works, or films or 
sound recordings, or published editions of literary, musical or artistic 
works first published in that specified country as they apply in 
relation to literary, musical or artistic works, or films or sound 
recordings, or published editions of literary, musical or artistic works 
first published in Malaysia; 
(b) apply in relation to persons who, at the material time specified in the 
regulations, are citizens of, or residents in, that specified country as 
they apply in relation to persons who, at such a time, are citizens of, 
or permanent residents in, Malaysia; 
(c) apply in relation to bodies corporate incorporated under the laws of 
that specified country as they apply in relation to bodies corporate 
established in Malaysia and constituted or vested with legal 
personality under the laws of Malaysia; 
(d) apply in relation to broadcasts transmitted from that specified 
country as they apply in relation to broadcasts transmitted from 
Malaysia; 
(e) apply in relation to works of architecture erected in that specified 
country or any other artistic works incorporated in buildings located 





architecture erected in Malaysia or any other artistic works 
incorporated in buildings located in Malaysia; 
(f) apply in relation to every work eligible for copyright if the work is 
made in that specified country as they apply in relation to every work 
eligible for copyright if the work is made in Malaysia; 
(g) apply in relation to derivative works in that specified country as they 
apply in relation to derivative works in Malaysia; and 
(h) apply in relation to a performance taking place in that specified 
country as they apply in relation to a performance in Malaysia. 
 (2)  Reference in paragraph (1)(a) to works first published in a specified 
country shall include works which were first published elsewhere but published in 
that specified country within thirty days of such publication elsewhere. 
 (3)  Regulations made under subsection (1) may apply the provisions of this 
Act— 
(a) in relation to a specified country other than Malaysia subject to such 
exceptions or modifications as may be specified in those regulations; 
(b) either generally or in relation to such classes of works or other 
subject matter as may be specified in those regulations. 
 (4)  The regulations made under subsection (1) may provide for the 
application of the regulations in relation to works made or performances 
performed, as the case may be, before the date Malaysia becomes a party to such a 
treaty or a member of such a Convention or Union relating to copyright or 
performers’ right as they apply in relation to works made or performances 
performed, as the case may be, after that date. 
 (5)  The regulations made under subsection (1) shall not be construed as 
reviving any copyrights or performers’ rights which had expired under the laws of 
the specified country before the date Malaysia becomes a party to such a treaty or 
a member of such a Convention or Union relating to copyright or performers’ right. 
 (6)  The Minister shall not make regulations under this section applying any 
of the provisions of this Act in respect of a specified country, other than a specified 
country which is a party to a treaty or a member of any Convention or Union 
relating to copyright or performers’ rights to which Malaysia is also a party or a 
member, unless the Minister is satisfied that, in respect of the class of works or 
other subject matter to which those provisions relate, provision has been or will be 
made under the laws of that specified country whereby adequate protection will be 
given to owners of copyright or performers under this Act. 
 (7)  Where only by virtue of the regulations made under subsection (1), 
copyrights subsist in works that were made, or performers’ rights subsist in 





done before the commencement of such regulations shall be taken to constitute an 
infringement of those copyrights or performers’ rights, as the case may be. 
Power of Minister to exclude from definition of “broadcast” 
59B.  (1)  The Minister may, by order, exclude from the definition of “broadcast” 
in relation to a transmission by wire any of the following services: 
(a) an interactive service; 
(b) an internal business service; 
(c) an individual domestic service; 
(d) a service on single-occupier premises otherwise than by way of 
business amenity; 
(e) a service run for persons providing broadcasting services through 
means of wire or providing programmes for such services. 
 (2)  The Minister may, by order, amend subsection (1) so as to add to or 
remove from the exclusion referred to in that subsection. 
Savings 
60.  (1)  Nothing in this Act shall affect any right or privilege of any person, 
including the Government, under any written law, except in so far as that law is 
expressly repealed, amended or modified by or is inconsistent with this Act. 
 (2)  Nothing in this Act shall affect the rights of the Government of Malaysia, 
or any person deriving title from the Government to sell, use or otherwise deal with 
articles forfeited under the laws relating to Customs, including articles so forfeited 
by virtue of this Act or any written law repealed by this Act. 
Repeal 
61.  The Copyright Act 1969 [Act 10] is repealed: 
 Provided that— 
(a) nothing contained in this Act shall affect any person’s liability to be 
prosecuted or punished for offences committed under the repealed 
Act before the coming into operation of this Act, or any proceedings 
brought or sentence imposed before that day in respect of such 
offence; 
(b) any proceedings, whether civil or criminal, or cause of action 
pending or existing immediately before the coming into operation of 
this Act shall be continued or instituted under the repealed law as if 
this Act had not been made; 
(c) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or 
incurred under the repealed Act and any legal proceedings (civil or 





liability shall not be affected and any such legal proceedings or 
remedy may be instituted or enforced under the relevant provisions 
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